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I N T I S A R I 
KASWANDI, Nomor Induk Mahasiswa E12113328, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi 
dengan judul: “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar” di bawah bimbingan Bapak 
Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. 
A. M. Rusli, M.Si sebagai Pembimbing II. 
 
Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 
dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumen dan arsip, dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan 
masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar yang difokuskan pada 
pemberdayaan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan 
Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan skala kecil, serta 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
 
Hasil penelitian menunjukan: Pertama, pemberdayaan masyarakat 
nelayan di Kabupaten Takalar berpedoman pada peraturan perundang-
undangan nasional yang berlaku umum. Pemerintah Daerah Kabupaten 
Takalar telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam 
memberdayakan nelayan, dengan menyelenggarakan program-program 
pemberdayaan nelayan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, 
penyuluhan dan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan informasi, kemitraan usaha, dan kelembagaan nelayan, 
namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya optimal. Kedua, faktor 
yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan meliputi faktor pendukung 
dan penghambat. Adapun faktor pendukung yakni kuantitas sumber daya 
manusia, bantuan modal usaha dan alat tangkap, sarana dan prasarana, 
dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yakni 
kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, keterbatasan 
anggaran, keterbatasan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah 
kabupaten, dan ketergantungan nelayan pada pemilik modal 
(tengkulak/juragan/punggawa). 
 











KASWANDI, NIM E12113328. Goverment Science Study Program, 
Department of Politic and Goverment, Faculty of Social Science and 
Political Science. University of Hasanuddin. THE ROLE OF LOCAL 
GOVERNMENT IN THE EMPOWERMENT OF FISHERSMAN IN 
TAKALAR REGENCY, under the guidance of Prof. Dr. H. Juanda 
Nawawi, M.Si as supervisor I and Dr. A.M. Rusli, M.Si supervisor II 
 
This type of research used is descriptive. Data collected by 
qualitative methods using observation, interview, and literature study. The 
data obtained and described in the form of words and sentences, which 
subsequently became a research conclusions, fact and accurate about 
The Role of Local Goverment in the Empowerment of Fishersman In 
Takalar Regency. The study have a focus in Small Fisher,Tradisional 
Fisherman, Labour Fisher,  Fisherman that own a small scale fish trap and 
factor that influence it. 
 
The Researchs showed : First, Empowerment of the fisherman in 
Takalar regency is guided by the national rule that already general, local 
government of takalar regency already try to do their Function in 
empowerment of fisherman, by build a empowerment program to the 
fisherman to educate, train and make a guidance, access of science, 
technology, and information, partnership, and society empowerment but all 
of it still not fully optimal. Second, factor that influence the fisherman 
empowerment is the supporting factors and obstacle factors. And there is 
a another support factors  is human resource, venture capital assistance, 
Fasility and equipments, and government rule. The obstacle is the 
resource of human resources, limited of budged, the line of regulation of 
local government and dependency of fisherman with capital owners. 
 





1.1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di 
dunia yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah 
perairan mencapai 5,8 juta km2 atau sekitar 63 persen sama dengan tiga 
perempat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Indonesia memiliki garis 
pantai sepanjang, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia 
setelah Kanada. Luas perairan tersebut, termasuk didalamnya laut, 
memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan 
asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi 
ikan laut dunia. Dari gambaran tersebut menunjukkan potensi kekayaan 
negara Indonesia pada sektor perikanan dan kelautan. 
Pemerintah merupakan salah satu unsur negara yang berperan 
penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan 
untuk mencapai tujuan suatu negara. Tanggung jawab yang sekaligus 
menjadi tujuan negara Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  
Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap 
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warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya 
ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan dan kelautan.  Sejalan 
dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan 
kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya 
kesejahteraan Nelayan. Selama ini Nelayan memberikan kontribusi yang 
nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan 
ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan. 
Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten yang terletak 
di wilayah pesisir Indonesia tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Kabupaten Takalar memiliki panjang garis pantai kurang lebih 74 km 
membentang dari 6 Kecamatan Pesisir dari total 9 Kecamatan di 
Kabupaten Takalar. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa salah 
satu potensi di Kabupaten Takalar adalah sektor perikanan dan kelautan. 
Melihat kondisi georgrafis dan potensi tersebut memberikan gambaran 
bahwa salah satu komponen masyarakat Kabupaten Takalar bermata 
pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada 
hasil perikanan dan kelautan.  
Di era otonomi daerah saat ini, sebagaimana yang diamanatkan 
oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah  bahwa: ”Daerah otonom yang selanjutnya disebut 
daerah, adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai batas-
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batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”. Oleh karena itu, Kabupaten Takalar sebagai daerah 
otonom di daerah pesisir yang didominasi oleh masyarakat nelayan sudah 
seharusnya mengatur kepentingan rumah tangganya sendiri dan 
mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada di wilayahnya termasuk 
dalam pemberdayaan nelayan. Seperti melakukan upaya-upaya dalam 
meningkatkan kemampuan ekonomi, sumberdaya manusia, 
pemberdayaan, penyediaan infrastruktur, dan pengelolaan sumberdaya 
alam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Amanat Pemberdayaan bagi masyarakat nelayan juga tercantum 
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan 
dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, meskipun hanya menyembutkan pemberdayaan 
masyarakat pesisir, tetapi pada umumnya nelayan merupakan salah satu 
bagian dari masyarakat pesisir. Seperti pasal 63 yang berbunyi 
“Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan 
masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan 
Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan 
usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat pesisir 
melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, 
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permodalan dan infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif 
lainnya. 
Studi tentang masyarakat nelayan sebagian besar berfokus pada 
aspek sosial ekonomi. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa 
masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial dalam 
masyarakat kita yang sangat intensif didera kemiskinan. Kemiskinan ini 
disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta 
merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat 
dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 
Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam 
pembangunan kawasan pesisir (Kusnadi et al. 2007). 
Nelayan sering dihadapkan dengan persoalan kemiskinan, serta 
prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas. 
Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan berdampak 
langsung kepada keluarga Nelayan yang sangat menggantungkan 
hidupnya pada hasil Usaha Perikanan dan Usaha. Isteri/suami dan anak 
dari Nelayan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara 
sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budidaya untuk 
mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional 
dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya. 
Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka 
didera oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya 
manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan 
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dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di 
kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus 
mata rantai belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 
mereka (Kusnadi 2009). 
Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan 
yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan. Permasalahan yang 
dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar 
minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (overfishing), serta 
perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Atas dasar 
permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, diperlukan perlindungan dan 
pemberdayaan Nelayan, termasuk keluarga Nelayan yang melakukan 
pengolahan dan pemasaran. 
Saat ini regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan di 
Kabupaten Takalar masih belum memadai dalam hal mengatur 
perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah Daerah hanya 
berpatokan pada undang-undang yang berlaku secara nasional yakni 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan 
Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. sehingga aturan yang ada 
kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi 
Nelayan. Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan 
mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang lebih 
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spesifik di tingakat daerah dalam bentuk produk hukum seperti Peraturan 
Daerah ataupun Peraturan Bupati dan aturan lainnya yang berkaitan 
dengan Pemberdayaan Nelayan. 
Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal 
dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan), sehingga ide utama 
pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan 
seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain 
melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat 
mereka. Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai 
program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat 
(bottom up), tetapi masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan 
program-program tersebut, sehingga banyak program-program 
pemberdayaan yang berhenti begitu saja tanpa ada perhatian dan tindak 
lanjut dari pemerintah, akibatnya program berakhir tanpa menimbulkan 
dampak berarti dan tidak berpengaruh secara signifikan bagi kehidupan 
masyarakat nelayan. 
Secara faktual kawasan pesisir di Kabupaten Takalar didominasi 
oleh nelayan dengan klasifikasi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan 
buruh dan nelayan dengan pemilik kapal dengan sarana penangkapan 
yang cukup memadai dan akses penangkapan yang jauh. Hal ini sangat 
mempengaruhi hasil tangkapan dan secara langsung turut berpengaruh 
terhadap pendapatan nelayan, di sisi lain beberapa nelayan memiliki 
sarana alat tangkap yang masih terbatas sehingga perlu adanya 
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pembaharuan. Selain itu jumlah masyarakat nelayan yang hidup di bawah 
garis kemiskinan masih cukup besar di Kabupaten Takalar. Salah satu 
upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui program-program 
pemberdayaan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat nelayan melalui kegiatan pemberdayaan 
nelayan. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai 
informasi, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat 
nelayan di Kabupaten Takalar dapat diidentifikasi berbagai fenomena 
yakni Pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah berupaya memberikan 
perhatian dan mengupayakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan 
nelayan, tetapi masih ada nelayan yang kesulitan dalam meningkatkan 
taraf hidup dan berada di bawah garis kemiskinan sehingga nelayan tetap 
tidak berdaya. Hal dikarenakan kurang maksimalnya upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan nelayan seperti 
kurangnya pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan. 
Pemerintah Daerah di sisi lain kurang memfasilitasi nelayan dalam hal 
membina dan mencarikan mitra usaha yang tepat bagi nelayan serta 
dukungan kemudahan akses informasi dan teknologi yang masih sulit 
didapatkan oleh nelayan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan 
dukungan kelembagaan bagi nelayan. 
Fenomena lain yang dirasakan oleh masyarakat nelayan adalah 
kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap 
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program-program kepada masyarakat nelayan dan seluruh pemangku 
kepentingan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan 
masyarakat nelayan. Melalui sosialisasi yang menyeluruh diharapkan 
dapat memberikan informasi bagi nelayan yang berdampak pada 
peningkatan produktifitas hasil perikanan dan kelautan. 
Berdasarkan deskripsi diatas merupakan pusaran masalah yang 
terjadi pada masyarakat nelayan, sehingga nelayan di Kabupaten Takalar 
dalam kemiskinan khususnya nelayan kecil, nelayan buruh, nelayan 
tradisonal dan nelayan pemilik kapal dengan ukuran kecil. Hal demikian 
seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten Takalar dalam mencarikan solusi pemecahan masalah bagi 
masyarakat nelayan. 
Memberdayakan masyarakat nelayan berarti menciptakan peluang 
bagi nelayan untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan 
melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian 
permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun apakah 
Pemerintah Daerah dalam realisasinya sudah mengimplementasikan 
tugas pemberdayaan masyarakat dengan baik dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? Untuk memungkinkan hal itu terjadi, mutlak 
dilakukan pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan dan 
keluarganya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan 
mengangkat judul: “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah 
dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberdayaan 
masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk: 
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah 
dalam pemberdayaanmasyarakat nelayan di Kabupaten Takalar. 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten 
Takalar. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat 
dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan khususnya yang 
berfokus pada kajian peran pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan masyarakat nelayan. 
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2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi 
seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan 
masukan bagi pemerintah daerah dalam pemberdayaan 
masyarakat nelayan. Secara praktis penelitian ini juga merupakan 
sumbangsih peneliti terhadap proses pemerintahan dalam 
pembangunan dan pengembangan di bidang perikanan dan 
kelautan khususnya pada pemberdayaan nelayan. 
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 
menambah wawasan dan menjadi referensi atau bahan 







  Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep 
yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian 
lebih dalam. sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. 
Hal ini sekaligus sebagai pendukung atau landasan teori dalam penelitian 
untuk menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. 
Adapun teori-teoti atau konsep sebagai tinjauan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu: (1) Peran, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (3) 
Tugas Pokok Pemerintah, (4) Pemberdayaan dan, (5) Masyarakat 
Nelayan. 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Peran 
Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki 
peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan 
perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. 
Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan 
pengertian peran sebagai berikut: 
a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia 
adalah pemain sandiwara atau pemain utama. 
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b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam 
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran 
yang diberikan. 
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan 
Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran 
merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 
dalam suatu peristiwa”. 
Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang 
dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa 
tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh 
orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. 
Soerjono Soekanto (2009:212), mengemukakan: 
“Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang 
dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak 
perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan 
tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan 
tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, 
kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”. 
 
Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu 
yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai 
dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono 
Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa apabila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia 
menjalankan suatu peran, Pembedaan antara kedudukan dan peran 
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adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat 
dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya. 
Lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek–aspek 
peranan sebagai berikut : 
1. Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi 
seseorang dalam masyarakat. 
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting 
bagi struktur sosial masyarakat. 
Dari sudut pandang lain Konsep tentang peran (role) menurut 
komarudin (1994) yakni sebagai berikut :  
a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 
b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 
c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 
d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 
karakteristikyang ada padanya 
e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 
Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran 
merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang maupun 
sekelompok orang (organisasi) apabila melaksanakan hak-hak serta 
kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah 
peranan. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat 
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dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 
pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Sedangkan jika 
peran dihubungkan dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan 
masyarakat adalah posisi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah daerah lakukan dalam 
menunjang pemberdayaan masyarakat nelayandi Kabupaten Takalar. 
2.1.2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Negara merupakan organisasi terbesar yang relatif  awet dan 
kokoh dalam  kehidupan bermasyarakat,  bersamaan dari munculnya 
negara maka pemerintahan mutlak harus ada untuk menyertainya. 
Peristiwa ini memunculkan keberadaan dua kelompok, yakni orang yang 
memerintah di satu pihak yang memerintah di lain pihak. 
Secara etimologi, Inu Kencana Safiie (2013:4) menjelaskan bahwa 
pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut : 
1) Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di 
dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki 
wewenangdan yang diperintah memiliki kepatuhan akan 
keharusan. 
2) Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti 
badan yang melakukan kekuasaan memerintah. 
3) Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti 




Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009: 197) Pemerintah 
(government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction 
and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. 
Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang 
berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan 
sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing 
body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang 
menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan 
sebagainya. 
Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam 
arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan 
eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti 
sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan 
Tjandra 2009:197). 
Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan 
desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan 
pemerintahan. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
dijelaskan bahwa: 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
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dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 
18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk 
undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
mengatur mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang yang 
dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan yang terakhir 
yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan 
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Pemerintah daerah 
meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu asas yang harus 
dijalankan. Inu Kencana Safiie (2013:10) dalam bukunya menjelaskan 
asas tersebut adalah: 
1. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur 
daerahnya sendiri. 
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat 
pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah 
provinsi). 
3. Sedangkan Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah 
ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu 
harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. 
Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di 
tingkat lokal. 
Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli 
di atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya 
tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus 
memiliki sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam 
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hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi 
penyelahgunaan kekuasaan. Selain itu, pemerintah mempunyai tingkatan 
yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan 
ini bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang 
berlandaskan atas asas-asas pemerintahan yakni asas desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
Berkaitan dengan hal itu, peran pemerintah daerah adalah segala 
sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka 
melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan 
kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
2.1.3. Tugas Pokok Pemerintah 
Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya 
dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola 
oleh pemerintah pusat; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah provinsi; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah kabupaten/kota. (Siswanto Sunarno 2014:34). 
Terkait dengan tugas pokok pemerintah maka ada tugas yang 
dapat diserahkan atau dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah, namun adapula beberapa tugas pemerintah yang tidak dapat 
dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun daerah kabupaten/kota. 
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Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional atau moneter dan urusan 
agama. Selebihnya merupakan tugas pemerintah yang dapat diserahkan 
wewenangnya kepada pemerintah daerah provinsi maupun 
kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 
daerahnya seperti urusan di bidang perikanan dan kelautan. 
Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya 
menjelaskan tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai berikut: 
“Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah to 
execute atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau 
diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Bisa juga dikatakan 
sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah 
diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Namun karena 
pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan publik 
bukan semata-mata domain atau kewenangan legislatif, maka 
dalam sebuah pemerintahan yang modern tidak jarang mengambil 
inisiatif sendiri dalam mengagendakan dan merumuskan 
kebijakan.” (Syaukani, dkk 2009:233) 
 
Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah 
tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada 
penyelenggaraan kepentingan umum sudah menjadi tugas 
penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum. 
tersebut  guna mencapai  harapan  daerah  dalam  rangka  memperkuat 
kesatuan bangsa. (Hari Sabarno 2008:18) 
Penjelasan  mengenai  tugas-tugas  pokok  pemerintah  kemudian 
dijelaskan oleh Ryaas Rasyid (2000:13) sebagai berikut : 
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1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan 
dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam 
yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-
cara kekerasan. 
2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-
gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan 
apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung 
secara damai. 
3) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 
masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 
melatarbelakangi keberadaan mereka. 
4) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam 
bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non 
pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 
pemerintah. 
5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: 
membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan 
anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan 
ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya. 
6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat 
luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan 
lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar 
bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin 
peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. 
7) Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan. 
 
Dalam pemerintahan modern Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa 
fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian yakni sebagai 
berikut: 
“Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi 
pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public 
service), pembangunan (development), pemberdayaan 
(empowering), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip 
Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk 
mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya.” 
(Muhadam Labolo 2014:34). 
 
Fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  dijalankan  akan  menunjukan 
gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan 
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berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal 
ini  juga  akan  berdampak  pada  terciptanya  keteraturan  hidup  dalam 
negara. 
Berdasarkan beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang 
dikemukakan dari ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah 
merupakan unsur yang penting dalam memajukan Negara dengan 
fungsinya sebagai pembangun, pemberdaya, pelayan dan pengatur bagi 
unsur-unsur lain negara yang ada di bawahnya. 
2.1.4. Pemberdayaan 
Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya 
selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja 
dan keadilan. Menurut Rapppaport, pemberdayaan merupakan 
pemahaman secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan 
sosial, kekuatan poltik dan hak-haknya menurut undang-undang. 
Sementara itu Mc Ardle mengartikan “pemberdayaan sebagai proses 
pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen 
melaksanakan keputusan tersebut”. Orang-orang yang telah mencapai 
tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan 
“keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan 
akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka 
mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada bantuan pihak luar. Mc 
Ardle menekankan pentingnga proses dalam pengambilan keputusan.  
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Menurut Hikmat (2001) “konsep pemberdayaan dapat dilihat 
sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan 
budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat”. Pada awal 
kelahirannya, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan 
alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Proses 
pemberdayaan dengan demikian merupakan depowerment dari sistem 
kekuasaan yang bersifat absolut. Konsep pemberdayaan 
menggantikannya dengan sebuah sistem yang baru, yang memberikan 
perhatian penting pada gagasan manusia dan kemanusiaan (humanisme). 
Adimihardja (2001) “pemberdayaan masyarakat merupakan strategi 
besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people 
based development)”. Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas 
masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, 
melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya 
material dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau 
kepemilikan. Pendekatan ini melihat bahwa permasalahan sosial yang ada 
dalam masyarakat bukan semata-mata akibat penyimpangan prilaku atau 
masalah kepribadian, tetapi juga sebagai akibat masalah struktural, 
kebijakan yang keliru, inkonsistensi dalam implementasi kebijakan dan 
tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Pembangunan yang bersifat sentralistik dapat menghambat 
tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa masalah sosial yang ada 
merupakan masalah masyarakat, sehinga mereka tidak mampu 
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memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial yang ada untuk 
mengatasinya. Selain itu, kondisi struktural yang ada tidak memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi serta 
merealisasikan potensinya, sehingga masyarakat berada dalam kondisi 
yang tidak berdaya. Dalam situasi inilah reorientasi paradigma 
pembangunan menjadi kebutuhan yang mendesak. 
Pemberdayaan masyarakat (Sulistiyani, 2004: 75-130) merupakan 
suatu proses belajar yang berlangsung secara bertahap, yang meliputi:  
1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju sadar dan 
peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.  
2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 
kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 
keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 
pembangunan. 
3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, sehingga terbentuklah 
inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada 
kemandirian.  
Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan 
masyarakat, inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu 
pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), 
dan terciptanya kemandirian (autonomy). Bertolak dari pendapat ini, 
berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak 
memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang masih memiliki 
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daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai 
kemandirian (Winarni, 1998: 75-76). Upaya pemberdayaan masyarakat 
harus dilakukan di semua aspek baik politik, ekonomi, sosial budaya, 
pendidikan, agama, dan lain-lain.  
Menurut Hikmat (2001), “pemberdayaan masyarakat tidak hanya 
mengembangkan potensi ekonomi masyarakat saja, namun juga harus 
mampu meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga 
diri, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya masyarakat itu sendiri. Inti 
dari gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah 
dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang meliputi: (1) Perumusan konsep; 
(2) Penyusunan pola; (3) Proses perencanaan; (4) Pelaksanaan gerakan 
pemberdayaan; (5) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan; dan (6) 
Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan”.  
Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian 
pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan 
yang bertumpu pada manusia (community based development). 
Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu 
masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis 
mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan 
masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat 
yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah 
memampukan dan memandirikan masyarakat. 
25 
 
Pemberdayaan merupakan salah satu cara memaksimalkan segala 
potensi ide, tenaga, dan kemauan masyarakat atau beberapa kelompok 
masyarakat untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang membelenggu 
mereka. Inovasi yang kreatif dan ramah terhadap lingkungan tentunya 
menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan 
kesejahteraan kehidupan nelayan itu sendiri. Atas dasar konsep tersebut, 
maka pemberdayaan nelayan,  didefinisikan sebagai segala upaya untuk 
meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan 
dan pergaraman yang lebih baik. 
2.1.5. Masyarakat Nelayan 
Konsep  atau  pengertian  nelayan  memiliki  pengertian  yang  luas  
dan beragam,  sehingga  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda. 
Sementara  di lapangan banyak  subyek  hukum  lain yang bisa  saja 
masuk dalam  kategori nelayan antara  lain  seperti nelayan  pemilik,  
nelayan  penggarap, nelayan tradisional, dan nelayan kecil. 
Pengertian  nelayan  tersebar  dalam  berbagai  peraturan  
perundang-undangan yang memberikan makna berbeda, yaitu: 
a. UU  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  
31  Tahun 2004  tentang  Perikanan,  Pasal  1  angka  10  yang  
mendefinisikan bahwa “nelayan adalah  orang  yang  mata 
pencahariannya  melakukan  penangkapan  ikan”, serta ketentuan 
Pasal 1 angka 11 yang mendefinisikan “nelayan kecil adalah orang  
yang  mata  pencahariannya  melakukan  penangkapan  ikan  untuk 
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memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  yang  menggunakan  
kapal  perikanan berukuran  paling  besar  5  (lima)  gross  ton  
(GT)” Dalam  UU ini juga disebutkan pengusaha perikanan. 
b. UU  Nomor  16  Tahun  2006  tentang  Sistem  Penyuluhan 
pertanian, perikanan, dan kehutanan mendefiniskan nelayan  
dalam  Pasal  1 angka  13 yaitu  perorangan  warga  negara  
Indonesia  atau  korporasi  yang  mata pencahariannya atau 
kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan. 
c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
mendefinisikan nelayan  kecil adalah  nelayan  masyarakat  
tradisional  Indonesia  yang menggunakan  bahan  dan  alat  
penangkapan  ikan  secara  tradisional,  dan terhadapnya  tidak  
dikenakan  surat  izin  usaha  dan  bebas  dari  pajak,  serta bebas 
menangkap  ikan diseluruh pengelolaan  perikanan dalam  wilayah  
Republik Indonesia. 
d. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  
undang-undang nomor 27 tahun 2007  tentang pengelolaan wilayah 
pesisir dan  pulau-pulau  kecil jo. Undang-Undang  Nomor  27  
Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-
Pulau  Kecil Pasal  17  ayat  (2) menjelaskan pengertian nelayan 
tradisional yaitu nelayan yang menggunakan kapal  tanpa  mesin,  
dilakukan  secara  turun  temurun,  memiliki  daerah penangkapan 
ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-ha 
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ri. UU  ini  juga  menyebutkan  mengenai  nelayan  modern  dan  
pengusaha perikanan sebagai pemangku kepentingan utama 
dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 
e. UU Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan 
memberikan definisi nelayan menjadi beberapa kategori: 
1) Pasal 1 huruf huruf b menjelaskan Nelayan pemilik ialah orang 
atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas 
sesuatu kapal/perahu yang  dipergunakan  dalam  usaha   
penangkapan   ikan  dan  alat-alat penangkapan ikan. 
2) Pasal 1 huruf c menjelaskan definsi nelayan penggarap ialah 
semua orang  yang  sebagai  kesatuan  dengan  menyediakan  
tenaganya turut  serta dalam usaha penangkapan ikan laut. 
Batasan atau definisi nelayan banyak dikemukakan oleh pakar, 
seperti Panayotou, Berkes, Satria, Ostrom dan Schlager, serta Kusnadi. 
Panayotou (1985) mengelompokan nelayan ke dalam empat kelompok 
utama, yaitu subsistence, indigenous, commercial dan recreation. 
Sementara itu nelayan komersial dikelompokan lagi menjadi dua 
kelompok, yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri. 
Menurut Kusnadi, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan 
dapat ditinjau dalam tiga sudut pandang, yaitu: 
a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, 
jaringdan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi 
dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. 
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Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan 
produksi unit perahu, nelayan buruh hanya menggunakan jasa 
tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. 
Dalam masyarakat pertanian nelayan buruh identik dengan buruh 
tani. Secara kuantitatif nelayan buruh lebih besar dibanding dengan 
nelayan pemilik. 
b. Ditinjau dari segi skala investasi modal usahanya struktur 
masyarakat nelayan terbagi ke dalam nelayan besar dan nelayan 
kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang 
diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, 
sedangkan nelayan kecil justru sebaliknya. 
c. Dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan 
masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. 
Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih 
canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Jumlah nelayan-
nelayan modern jauh lebih kecil dibanding dengan nelayan 
tradisional. 
Tabel 2.1 Penggolongan Nelayan Menurut Beberapa Ahli 
No Pendapat Kriteria Penggolongan Penggolongan Nelayan 
1 Kusnadi Penguasaan alat-alat 
produksi dan alat tangkap 
- Nelayan Pemilik 
- Nelayan Buruh 
Investasi modal usaha - Nelayan Besar 
- Nelayan Kecil 
Tingkat teknologi peralatan 
tangkap 
- Nelayan Modern 







risiko dan ketidakpastian 
- Nelayan Kecil 
- Nelayan Besar 
3 Widodo 
(2008) 
Daya jangkau armada 
perikanan dan lokasi 
penangkapan 
- Nelayan Pantai 
- Nelayan Lepas Pantai 
- Nelayan Samudera 
Sumber : Satria dkk. (2012) 
Selain hal tersebut di atas, beberapa pakar juga menyebut 
mengenai nelayan tradisional sebagai orang yang menangkap ikan 
dengan alat-alat yang merupakan warisan tradisi leluhurnya. Umumnya 
alat-alat tersebut murah, mudah dan ramah lingkungan. Mudah karena 
biasanya merupakan keterampilan turun temurun, murah karena berasal 
dari bahan-bahan di sekitar kampung, ramah lingkungan karena tidak 
merusak dan hanya untuk keperluan hidup secukupnya. Menjadi Nelayan 
Tradisional tidak semata-mata merupakan kegiatan ekonomi survival 
semata. Akan tetapi juga mengandung pengertian ekonomi dan 
kebudayaan sekaligus. Secara ekonomi merupakan kegiatan survival, 
secara kebudayaan merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan 
lingkungan sosial serta lingkungan hidup sekitarnya. Bagi nelayan 
tradisional, relasi manusia dan laut adalah relasi ekonomi dan 
kebudayaan secara bersamaan. Di samping itu, terdapat juga buruh 
nelayan sebagai seorang yang berada dalam rantai produksi perikanan 
yang tidak mempunyai alat produksi sendiri (tidak punya perahu). Dia 
bekerja dengan pemilik kapal dengan sistem bagi hasil maupun sistem 
upah. Dalam kehidupan buruh nelayan biasanya menempati strata 
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ekonomi paling bawah dalam perkampungan nelayan. Buruh nelayan 
bekerja kepada pemilik kapal. Dalam hal pembagian hasil tangkapan, 
tentu saja buruh nelayan akan mencari ikan tersebut tidak mendapatkan 
hasil, buruh nelayan akan berhutang bahan makanan ke pemilik kapal 
atau ke rentenir agar tetap bertahan hidup. Biasanya para buruh nelayan 
jarang berganti-ganti majikan (pemilik kapal) karena sudah lama terjalin 
hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut terkadang karena bersifat 
kekeluargaan, balas budi maupun ketiadaan majikan pemilik kapal karena 
terbatas jumlah pemilik kapal. Statistik perikanan menyebut nelayan 
sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi 
penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya 
melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat 
perlengkapan ke dalam perahu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. 
Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap 
ikan dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara 
langsung melakukan penangkapan. 
Statistik PerikananTangkap Indonesia mengklasifikasikan nelayan 
berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi 
penangkapan ikannya, yakni, sebagai berikut: 
1. Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya 
digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan 
ikan/binatang air lainnya/tanaman air. 
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2. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu 
kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi 
penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Di samping 
melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula 
mempunyai pekerjaan lain. 
3. Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil 
waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan 
penangkapan ikan. 
Namun demikian, dalam regulasi di Indonesia masih belum 
didefinisikan secara lebih rinci berapa lama waktu yang digunakan oleh 
nelayan sehingga dapat dikelompokkan menjadi nelayan penuh, nelayan 
sambilan utama atau nelayan sambilan tambahan. Dari definisi beragam 
undang-undang dan literatur, maka nelayan didefinisikan sebagai warga 
negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan 
Penangkapan Ikan, meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan 
Buruh, dan Nelayan Pemilik. Keberadaan nelayan buruh dan nelayan 
pemilik untuk mengadopsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 
tentang Bagi Hasil Perikanan, sedangkan nelayan tradisional terdapat di 
penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang 
hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan 
transisi antara wilayah darat dan wilayah laut. Sebagai suatu sistem, 
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masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk 
kekuatan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol 
kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor budaya 
ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok masyarakat 
lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak 
langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola 
potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama 
konstruksi masyarakat maritim Indonesia (Kusnadi 2009). 
Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya 
tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan 
penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pantai, 
sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya 
(Mulyadi 2007). 
Nelayan identik dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan 
modal, posisi tawar dan akses pasar (Siswanto 2008). Sesungguhnya, 
nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa 
kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat 
dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, 
dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja 
dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah 
nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. 
Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan 
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tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain 
(Mulyadi 2007). 
Nelayan dapat didefinisikan pula sebagai orang atau komunitas 
orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung 
dari kegiatan menangkap ikan. Beberapa kelompok nelayan memiliki 
beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. 
Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan status 
sosial, dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan juga sering 
ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan di 
antara sesama nelayan maupun di dalam hubungan bermasyarakat 
(Widodo dan Suadi 2006). 
Menurut Charles (2001), kelompok nelayan dapat dibagi empat 
kelompok yaitu: (1) nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan 
yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, (2) 
nelayan asli (native/indigenous/aboriginal fishers), yaitu nelayan yang 
sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, 
namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial 
walaupun dalam skala yang sangat kecil, (3) nelayan rekreasi 
(recreational/sport fishers), yaitu orang-orang yang secara prinsip 
melakukan kegiatan penangkapan hanya sekadar untuk kesenangan atau 
berolah raga, dan (4) nelayan komersial (commercial fishers), yaitu 
mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan 
baikuntuk pasar domestik maupun pasar ekspor. 
34 
 
Disamping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi 
yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti 
nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan 
hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang 
hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan; juragan 
untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan 
seperti kapal dan alat tangkap; dan anak buah kapal untuk mereka yang 
mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil 
mengoperasikan alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan (Widodo 
dan Suadi 2006). 
Kenaikan pendapatan masyarakat merupakan suatu pencerminan 
dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam 
prakteknya, ada tiga cara yang dapat digunakan untuk menghitung 
pendapatan nasional, yaitu: cara pengeluaran, cara produksi dan cara 
pendapatan. Masing-masing cara tersebut menggunakan cara 
perhitungan yang berbeda, oleh sebab itu akan menghasilkan nilai 
pendapatan yang berbeda. 
Menurut Kusnadi (2003) ada dua sebab yang menyebabkan 
kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat 
eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. 
Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi 
internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-
sebab internal ini mencakup masalah : (1) keterbatasan kualitas sumber 
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daya manusia nelayan, (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan 
teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu nelayan 
buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang 
menguntungkan nelayan buruh, (4) kesulitan melakukan diversifikasi 
usaha penangkapan, (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi 
melaut, dan (6) gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang 
berorientasi ke masa depan. 
Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi 
di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal ini 
mencakup masalah : (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih 
berorientasi pada produktivitasuntuk menunjang pertumbuhan ekonomi 
nasional dan parsial, (2) sistim pemasaran hasil perikanan yang lebih 
menguntungkan pedagang perantara, (3) kerusakan ekosistem pesisir dan 
laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan 
bahan kimia, pengerusakan terumbu karang, dankonservasi hutan bakau 
di kawasan pesisir, (4) penggunaan peralatan tangkapyang tidak ramah 
lingkungan, (5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak 
lingkungan, (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan 
pascapanen, (7) terbatasnya peluang-peluang kerja disektor non-
perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, (8) kondisi alam dan 
fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang 
tahun, dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas 
barang, jasa, modal dan manusia. 
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Selanjutnya Mulyadi (2007) mengatakan bahwa sesungguhnya, 
ada dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan 
dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin 
akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat 
dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk 
membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan 
sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada 
dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. 
Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak 
berdaya dihadapan para juragan yang telah mempekerjakannya, 
meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil. Keterbatasan 
kepemilikan aset adalah ciri umum masyarakat nlayan yang miskin, hal ini 
tergambar dari kondisi rumah. Rumah nelayan terletak di pantai, dipinggir 
jalan kampung umumnya merupakan bangunan non parmenen atau semi-
parmenen, berdinding bambu, berlantai tanah, ventilasi rumah kurang baik 
sehingga sehari-hari bau anyir ikan menyengat dan meskipun siang hari, 
di dalamrumah cukup gelap, sementara juru mudi atau juragan jauh lebih 
baik berbentuk parmenen (Siswanto 2008). 
Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, 
masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang 
berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. Di beberapa 
kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya 
bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, 
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serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun 
demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagaian masyarakat 
pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan 
sumber daya pesisir dan lautan, (Kusnadi 2009). 
Seperti juga masyarakat yang lain, masyarakat nelayan 
menghadap sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. 
Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai beikut: (1) 
kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang 
datang setiap saat, (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, 
sehingga mempengaruhi dinamika usaha, (3) kelemahan fungsi 
kelembagaan sosial ekonomi yang ada, (4) kualitas SDM yang rendah 
sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan 
publik, (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut 
maupun pulau-pulau kecil, dan (6) belum kuatnya kebijakan yang 
berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan 
nasional (Kusnadi 2009). 
Masalah-masalah di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait 
satu samalain. Misalnya, masalah kemiskinan. Masalah ini disebabkan 
oleh hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi 
belum berfungsi, kualitas SDM rendah, degradasi sumber daya 
lingkungan. Karena itu persoalan penyelesaian kemiskinan dalam 
masyarakat pesisir harus bersifat integralistik. Kalaupun harus memilih 
salah satu faktor sebagai basis penyelesaian persoalan kemiskinan, 
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pilihan ini benar-benar menjangkau faktor-faktor yang lain atau menjadi 
motor untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Pilihan demikian 
memang sulit dilakukan, tetapi harus ditempuh untuk mengefisienkan dan 
mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia yang memang terbatas. 
2.2. Kerangka Pikir Penelitian 
Salah satu kebijakan pemerintah yang  digunakan  sebagai  objek  
pembangunan adalah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan 
salah satu fungsi yang dijalankan oleh pemerintah selain fungsi 
pelayanan, pembangunan dan pengaturan. Dalam fungsi pemberdayaan, 
pemerintah melakukan berbagai inovasi dengan menggunakan sumber 
daya  manusia  sebagai  penggerak  disertai  sumber  daya  alam  yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 
Pemberdayaan masyarakat nelayan dianggap penting karena 
dengan adanya pemberdayaan, diharapkan dapat menciptakan 
kemandirian yang berkelanjutan sehingga, memperbaiki kualitas sumber 
daya manusia, selain itu partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan 
untuk membantu tugas-tugas pemerintah dengan melaksanakan 
kebijakan atau program-program yang dapat mengakomodasi kebutuhan 
nelayan agar lebih berdaya. 
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar sebagai 
salah satu daerah otonom memiliki peran menjalankan tugas dan 
fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pelayanan, 
pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan untuk melakukan 
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kebijakan dan strategi guna masyarakat nelayan lebih diberdayakan. 
Pemerintah daerah setempat menetapkan beberapa prioritas 
pembangunan atau program-program guna maksimalkan potensi daerah 
yang belum terkelola khususnya pada sektor perikanan dan kelauatan 
yang memeliki potensi tetapi belum terkelola secara maksimal seperti 
melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan. 
Dasar hukum pemberdayan masyarakat nelayan terdiri dari UU No. 
23 Tahun 2014/UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, UU 
No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, PP No. 50 Tahun 2015 tentang 
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Selanjutnya 
dielaborasi ke dalam struktur kelembagaan Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Takalar sesuai dengan Perbup No. 52 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar yakni dengan adanya 
yang membidangi pemberdayaan nelayan dan terdiri atas dua subbidang 
yang menangani pendidikan dan pelatihan, kemitraan usaha, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, informasi perikanan, dan kelembagaan bagi 
nelayan. 
Nelayan di Takalar tersebar di 6 kecamatan pesisir. Ketiga 
kecamatan pesisir Kabupaten Takalar yakni Kecamatan Galesong Utara, 
Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Selatan merupakan 
pusat perikanan tangkap yang terdiri dari nelayan kecil, nelayan 
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tradisonal, nelayan buruh, dan nelayan pemilik yang memiliki kapal 
penangkapan. Sedangkan Kecamatan Sanrobone, Mappakasunggu dan 
Mangarabombang merupakan pusat perikanan budidaya dan budidaya 
rumput laut. 
Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat nelayan, upaya 
dan strategi yang digunakan oleh pemerintah adalah melalui kegiatan 
pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan 
usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, 
serta dukungan kelembagaan nelayan. Selain itu pemberdayaan nelayan 
dipengaruhi berbagai macam faktor yang dapat mendukung maupun 
sebagai penghambat pemberdayaan masyarakat nelayan. Dengan 
terwujudnya masyarakat nelayan yang berkualitas diharapkan dapat 
berdampak positif disegala sektor kehidupan masyarakat baik itu, 
ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain 
sebagainya. Meskipun tidak menutup kemungkinan menimbulkan 
permasalahan baru kedepannya. Maka pemerintah perlu menyediakan 
formula khusus dan strategi guna mengantisipasi dampak negatif 
dikemudian hari. 
Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar beserta faktor-






























Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 
 
 UU No. 23 Tahun 2014/UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 
Daerah 
 UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam 
 PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan 
Pembudidaya-Ikan Kecil 
 Perbup No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Takalar 
Masyarakat Nelayan 
 Nelayan Kecil 
 Nelayan Buruh 
 Nelayan Tradisional 
 Nelayan Pemilik Kapal  
Faktor-Faktor yang mempegaruhi: 
 
 Faktor Pendukung 
1. Bantuan Modal Usaha 
2. Kuantitas Sumber Daya Manusia 
3. Sarana dan Prasarana 
4. Kebijakan Pemerintah 
 Faktor Penghambat 
1. Kapasitas SDM 
2. Keterbatasan Anggaran 
3. Keterbatasan Regulasi 
4. Ketergantungan dengan Pemilik Modal 
Pemberdayaan Nelayan 
 Pendidikan dan Pelatihan 
 Penyuluhan dan Pendampingan 
 Kemitraan Usaha 
 Kemudahan Akses Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 






3.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar dengan 
fokus pengambilan data di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Takalar, Kantor Bupati Takalar, Kantor Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Takalar, Kantor Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar, Kantor Badan Pusat Statistik 
Takalar, Beberapa Kantor Camat di Kabupaten Takalar, Beberapa Kantor 
Lurah/Desa di Kabupaten Takalar. Selain itu, titik pengambilan data juga 
dilakukan di tempat-tempat pusat kegiatan kelompok masyarakat nelayan 
seperti pelelangan ikan dan tempat lainnya yang memungkinkan penulis 
mengambil data pendukung seperti di rumah para informan. 
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran 
deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 
gambaran untuk memahami dan menjelaskan peran pemerintah daerah 
dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar. Menurut 
Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang 
diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, 
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studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperi data pendukung 
yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan 
yang sangat berkaitan dengan judul penelitian. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan caratanya 
jawab secara langsung pada informan yang berkaitan dan paham 
dengan masalah yang sedang diteliti. Penilitian ini menggunakan 
pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara yang 
dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak 
menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang 
berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
b. Observasi 
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 
mengadakan pengamatan langsung dan mendalam terhadap suatu 
objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. 
c. Dokumen dan Arsip 
Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti 
mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, 
jurnal, skripsi dan tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode 
pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. 
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Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang 
lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip 
mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian 
yang merupakan salah satu sumber data yang paling penting 
dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen 
tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan 
penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah. 
3.4. Informan Penelitian 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang 
berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan 
yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui 
permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan 
berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti 
agar memperoleh data yang akurat. 
Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yaitu teknik 
penarikan sample secara subjektif yang mana menganggap bahwa 
informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi 
penelitian yang akan dilakukan, baik dari aparatur pemerintah, maupun 
masyarakat secara luas yang dianggap representative dan dapat 





Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
1) Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Takalar 
2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar 
3) Kepala Bappeda Kabupaten Takalar 
4) Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan 
Petambak Garam 
5) Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan, Pembudidaya 
Ikan, dan Petambak Garam 
6) Kepala Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
Informasi Perikanan, Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan 
dan Petambak Garam 
7) Camat Galesong Utara, Galesong, dan Galesong Selatan 
8) Kepala Desa Tamasaju, Boddia, dan Saro' 
9) Kelompok Nelayan, 
10) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)dan 
11) TokohMasyarakat Nelayan 
3.5. Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai 
sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Kedua data 






1) Data Primer  
Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari 
lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara 
dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar 
berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang 
dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah 
satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian. 
2) Data Sekunder 
Selain data primer yang dimaksudkan, juga akan digunakan data 
sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer.Data 
sekunder lainnya diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun 
kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan 
permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan 
yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan 
kebutuhan data dalam penelitian. 
3.6. Definisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam penelitian ini  antara lain: 
1. Peran yang dimaksud adalah pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah dalam 
pemberdayaan masyarakat nelayan. 
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2. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar yang memilki 
tanggung jawab dan berperan dalam urusan pemerintahan di 
bidang perikanan dan kelautan khususnyadalam pemberdayaan 
masyarakat nelayan. 
3. Pemberdayaan nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
untuk meningkatkan kemampuan nelayan agar dapat 
melaksanakan usaha perikanan dengan baik melalui kebijakan 
atau program-program menggunakan parameter sebagai berikut: 
a. Pendidikan dan Pelatihan 
b. Penyuluhan dan Pendampingan 
c. Kemitraan Usaha 
d. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan 
Informasi 
e. Kelembagaan Nelayan 
4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya 
melakukan penangkapan ikan. Nelayan yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan 
buruh, dan nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkapan 
ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah komulatif lebih 
dari 10 GT sampai dengan 60 GT yang dipergunakan dalam 
usaha penangkapan ikan. 
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5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar yaitu faktor 
penghambat dan faktor pendukung. 
3.7. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
Analisis Kualitatif,  yakni data yang diperoleh dianalisis dan disajikan 
dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data 
kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan 
secara sistematika fakta-fakta dan data-data yang diperoleh. Serta hasil-
hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk 
kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. 
Dalam analisis kualitatif data yang diperoleh seperti hasil 
pengamatan, wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang 
disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka. Oleh karena itu, 
penerlitian ini  bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses 
analisis untuk memahami dan menjelaskan strategi, kebijakanataupun 
upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya. 
Proses analisa data dilakukan melalui tahapan, yakni identifikasi 
menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan  
data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan 
data. Penyajian data dalam bentuk tabel, skema, grafik, maupun dalam 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi beserta hasil 
penelitian yang ditemukan dilapangan yakni gambaran tentang Kabupaten 
Takalar dan Dinas Perikanan dan Kelautan yang merupakan perangkat 
daerah dan unsur pelaksana teknis yang menangani urusan pemerintahan 
pada sektor perikanan dan kelautan dan yang membidangi pemberdayaan 
nelayan. Selain itu, bab ini menguraikan peran pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan masyarakat nelayan di KabupatenTakalar dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi baik itu sifatnya menghambat maupun mendukung 
pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar. 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar 
Pada bagian ini menggambarkan secara umum Kabupaten Takalar 
yang meliputi sejarah, kondisi geografis, penduduk, tenaga kerja, 
kemiskinan, potensi perikanan dan kelautan, serta visi dan misi. 
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Takalar 
Terbentuknya Kabupaten Takalar tidak dapat dipisahkan dari 
peranpelaku pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat dimasa lalu, 
dimana pada saat itu Takalar sebagai Onderafdelling yang tergabung 
pada Daerah Swatantra Makassar yang meliputi beberapa daerah seperti 
Takalar, Jeneponto, Gowa, Maros dan Pangkep. 
Pada saat itu peran pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat, 
serta dari kalangan politik tidak henti-hentinya memperjuangkan agar 
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Takalar bisa berdiri sendiri sebagai satu kabupaten. Dalam usahanya 
mencapai tujuan perjuangan tersebut, dibentuklah tim kecil yang akan 
menyuarakan aspirasi masyarakat wilayah Takalar menghadap ke 
Pemerintah, baik legeslatif maupun eksekutif, yakni utusan empat orang, 
masing-masing H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. 
Mattola dan Abd. Manna Dg. Liwang menghadap legeslatif (DPRD) 
swantantra Tk. II Makassar. 
Utusan delegasi dari tokoh-tokoh pemerintahan dan tokoh-tokoh 
masyarakat yang mencerminkan perwakilan dari seluruh distrik 
(adatgemenschap) untuk menghadap Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan 
di Makassar guna menyalurkan aspirasi dan tuntutan masyarakat supaya 
Takalar bisa berdiri sendiri menjadi Kabupaten.  
Perjuangan jalur diplomasi tersebut membutuhkan waktu yang 
panjang, yakni dengan pertemuan-pertemuan dan dengan pendapat yang 
dilakukan antara pemerintah dan propinsi Sulawesi Selatan dengan 
beberapa tokoh yang terdiri dari Kepala Distrik dan tokoh-tokoh 
masyarakat lain, H. Makkaraeng Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mama'ja, H. 
Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tombong, 
Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi tokoh-tokoh lainnya. 
Hasil awal dari perjuangan tersebut mulai nampak dengan terbitnya 
Undang-undang No.2 Tahun 1957 (LN Nomor 2 Tahun 1957) tentang 
pembentukan Kabupaten Jeneponto dan Takalar yang bergabung menjadi 
satu Kabupaten dengan nama Kabupaten Jeneponto/Takalar di bawah 
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pimpinan H. Manyingarri Dg. Sarrang selaku ketua DPRD dengan Pusat 
pemerintah di jeneponto sebagai Ibukota Kabupaten. 
Tergabung dengan daerah lain dalam sistem pemerintahan 
bukanlah tujuan akhir perjuangan para tokoh masyarakat di wilayah 
Takalar, tujuan akhir adalah terbentuknya wilayah Takalar dalam suatu 
sistem pemerintahan sendiri, yakni Kabupaten Takalar dan beribukota 
pemerintahan sendiri. Dari situ dialog terus dilakukan hingga dua tahun 
kemudian, yakni tahun 1959 terbitlah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
1959 (LN No. 74 Tahun 1959) tentang pembentukan daerah-daerah 
Tingkat II Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar berdiri sendiri 
sebagai satu kabupaten dengan ibukota Pattallassang berdasarkan Perda 
No. 13 Tahun 1960. 
Dengan demikian maka pada tanggal 10 Februari 1960 
terbentuklah pemerintahan Kabupaten Takalar dengan Bupati Kepala 
Daerah (pertama) Donggeng Dg. Ngasa seorang pamongpraja 
senior.Berdasarkan struktur pemerintahan pada waktu itu Bupati Kepala 
Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh empat orang Badan 
Pemerintahan Harian (BPH) masing-masing : 
 BPH Tehnik dan Keamanan : H. MAPPA DG. TEMBA 
 BPH Keuangan : BANGSAWAN DG. LIRA 
 BPH Pemerintahan : H. MAKKARAENG DG. MANJARUNGI 
 BPH Ekonomi : BOSTAN DG. MAMAJJA 
52 
 
Sebelumnya, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Takalar 
yang merupakan Onderafdeling yang membawakan beberapa Distrik 
(Adatgemenschap) yang masing-masing dipimpin oleh seorang yang 
bergelar Karaeng dan Lo'mok yang sangat berwibawa. 
Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa district (adat gemen 
chap) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topejawa, 
District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District 
diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, 
kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang 
bergelar Lo’mo. 
Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk 
Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan 
Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, Districk Galesong 
dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan 
Kecamatan Galesong Utara, Districk Topejawa, Districk Takalar, Districk 
Laikang dan Districk Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA 
(Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang 
selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan 
Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan 
yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibukota) dan terakhir dengan 
Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 
Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi 
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yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan 
Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan 
Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara). Sehingga dengan 
demikian sampai sekarang Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) 
Kecamatan dan sejumlah 100 Desa/Kelurahan. 
4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah 
a. Letak Geografis 
Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang merupakan 
salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terlatak 
pada bagian selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada 
posisi 5O3’ – 5O38’ Lintang Selatan dan 119O22’ – 119O39’ Bujur Timur, 
dengan luas wilayah kurang lebih 566,51 Km2. Secara adminitrasi 
Kabupaten Takalar memiliki batasan di sebelah utara berbatasan dengan 
Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, dan di sebelah selatan dan 
barat dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores. 
Wilayah administrasi Kabupaten Takalar hingga tahun 2006 terdiri 
atas 7 kecamatan, dan pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah 
menjadi 9 kecamatan. Dua wilayah kecamatan hasil pemekaran adalah 
Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakkasunggu, 
dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Utara 
dan Galesong Selatan). Secara rinci pembagian wilayah dan luas masing-
masing kecamatan disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Takalar Berdasarkan Jumlah 
Kecamatan Tahun 2015 
 









1 Mangarabombang 100,50 17,74 11 1 Mangadu 
2 Mappakasunggu 45,27 7,99 8 1 Cilallang 
3 Sanrobone 29,36 5,18 6 - Sanrobone 
4 Polombangkeng Selatan 88,07 15,55 4 6 Bulukunyi 
5 Pattalassang 25,31 4,47 - 9 Pattalassang 
6 Polombangkeng Utara 212,25 37,47 12 6 Palleko 
7 Galesong 25,93 4,58 12 - Galesong Kota 
8 Galesong Selatan 24,71 4,36 14 - Bonto Kassi 
9 Galesong Utara 15,11 2,67 9 1 Bonto Lebang 
Jumlah 566,51 100,00 76 24 - 
Sumber : Badan Pusat Statistika, Kabupaten Takalar Dalam Angka 2016 
Berdasarkan sumber data yang disajikan dari BPS Kabupaten 
Takalar, menunjukkan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan 
Polombangkeng Utara dengan luas kurang lebih 212,25 Km2, atau sekitar 
37,47% dari luas wilayah Kabupaten Takalar, sedangkan kecamatan yang 
memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Galesong Utara dengan luas 
wilayah kurang lebih 15,11 Km2 atau sekitar 2,67% dari luas Kabupaten 
Takalar. Pembagian wilayah kecamatan di Kabupaten Takalar 











































Wilayah Kabupaten Takalar berada pada ketinggian 0 – 1000 meter 
diatas permukaan laut (mdpl), dengan bentuk permukaan lahan relatif 
datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian besar wilayah 
Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir 
dengan ketinggian 0 – 100 mdpl, yaitu sekitar 86,10% atau kurang lebih 
48,778 Km2. Sedangkan selebihnya merupakan daerah perbukitan dan 
berada pada ketinggian diatas 100 mdpl, yaitu sekitar 78,73 Km2 (tabel 
3.2), kondisi sebagian besar terdapat pada Kecamatan Polombangkeng 
Utara dan Polombangkeng Selatan. Sumber data yang diperoleh dan hasil 
analisa GIS, menujukkan keadaan topografi dan kelerengan Kabupaten 
Takalar sangat bervariasi, yang secara umum berada pada kisaran 0 - 
2%, 2 - 15%, 15 - 30%, 30 – 40% dan > 40%. 
Tabel 4.2 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan 
Laut di Kabupaten Takalar 
 







1 Mangarabombang 10.050 - - 10.050 
2 Mappakasunggu 4.527 - - 4.527 
3 Sanrobone 2.936 - - 2.936 
4 Polombangkeng Selatan 7.960 847 - 8.807 
5 Pattalassang 2.531 - - 2.531 
6 Polombangkeng Utara 14.199 6.904 122 21.225 
7 Galesong 2.593 - - 2.593 
8 Galesong Selatan 2.471 - - 2.471 
9 Galesong Utara 1.511 - - 1.511,00 
Jumlah  48.778 7.751 122 56.651 
Prosentase (%) 86,10 13,68 0,22 100 







Secara umum Kabupaten Takalar beriklim tropis basah yang 
terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi 
iklim wilayah Kabupaten Takalar dan sekitarnya secara umum ditandai 
dengan jumlah hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi, dan sangat 
dipengaruhi oleh angin musim. Pada dasarnya angin musim di Kabupaten 
Takalar dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang merupakan 
pertemuan Selat Makassar dan Laut Flores, kondisi ini berdampak pada 
putaran angin yang dapat berubah setiap waktu, hal terutama terjadi pada 
Kecamatan Mangarabombang, sehingga pada beberapa kawasan di 
wilayah ini mengalami kekeringan terutama pada musim kemarau. 
Suhu udara di Kabupaten Takalar pada tahun 2015 rata-rata 
berkisar antara 28,60 – 35,80 C. Sedangkan kelembaban udara meningkat 
cukup signifikan dari tahun sebelumnya dengan rata-rata 93,89% menjadi 
95,9%. dengan perincian sebagai berikut. 
Tabel 4.3 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di 
Kabupaten Takalar 
 





Maks Min Rata-rata Maks Min Rata-rata 
1 Januari 28,60 - - 95,90 - - 
2 Februari 30,80 - - 95,30 - - 
3 Maret  31,40 - - 94,30 - - 
4 April 31,20 - - 94,00 - - 
5 Mei 32,90 - - 92,20 - - 
6 Juni 32,70 - - 93,60 - - 
7 Juli 32,50 - - 92,00 - - 
8 Agustus 33,70 - - 94,30 - - 
9 September 35,80 - - 87,50 - - 
10 Oktober 35,80 - - 85,80 - - 
11 November 34,80 - - 87,00 - - 
12 Desember 31,50 - - 92,60 - - 
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Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Takalar 2016 
 
Berdasarkan data dari Perkebunan Nusantara IV, jumlah curah 
hujan terbanyak terjadi pada Bulan Januari yaitu sekitar 1321 mm 
sedangkan Jumlah hari hujan terbanyak berada di bulan Januari, yaitu 
sebanyak 28 hari. Pada tahun 2015, Jumlah hari hujan dalam setahun 
sekitar 140 hari dengan curah hujan rata-rata 299,41 mm per bulan. 
Berikut disajikan suhu dan kelembaban udara setiap bulan pada tahun 
2015. dalam tabel. 
Tabel 4.4 Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di 
Kabupaten Takalar tahun 2015 
 
No. Bulan Curah Hujan (mm
3
) Hari Hujan 
1 Januari 1321,00 28 
2 Februari 435,00 21 
3 Maret 185,00 17 
4 April 429,00 15 
5 Mei 101,00 8 
6 Juni 69,00 5 
7 Juli - - 
8 Agustus - - 
9 September - - 
10 Oktober - - 
11 November 185,00 22 
12 Desember 868,00 24 
Sumber : Perkebunan Nusantara IV tahun 2015, dalam BPS Takalar 
 
4.1.3. Penduduk 
Penduduk Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan proyeksi  
penduduk tahun 2015 sebanyak 286.906  jiwa yang  terdiri atas 137.913 
jiwa penduduk laki-laki dan 148.993 jiwa penduduk perempuan. 
Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015, penduduk Takalar 
mengalami  pertumbuhan  sebesar 1,11 persen. Sementara itu besarnya  
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angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk  laki-laki  terhadap 
penduduk  perempuan  sebesar 92,56. 
Kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar  tahun  2015  mencapai  
506  jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 9 kecamatan cukup beragam  
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Galesong  
Utara dengan kepadatan sebesar 2.563 jiwa/km2 dan terendah di  
Kecamatan Polombangkeng  Utara  sebesar  230 jiwa/km2 
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di 
Kabupaten Takalar tahun 2010, 2014 dan 2015 
 




2010 2014 2015 2010-2015 2014-2015 
1 Mangarabombang 36810 38094 38381 4,27 0,75 
2 Mappakasunggu 15189 15758 15887 4,60 0,82 
3 Sanrobone 13320 13766 13865 4,09 0,72 
4 Polombangkeng Selatan 26842 27843 28070 4,57 0,82 
5 Pattallassang 34843 37222 37809 8,51 1,58 
6 Polombangkeng Utara 45976 48233 48766 6,07 1,11 
7 Galesong Selatan 23933 25115 25395 6,11 1,11 
8 Galesong 37494 39525 40012 6,72 1,23 
9 Galesong Utara 36084 38206 38721 7,31 1,35 
 Takalar 270491 283762 286906 6,07 1,11 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar (2015) 
4.1.4. Tenaga Kerja 
Jumlah Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Takalar Pada 
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar pada 
Tahun 2015 sebesar 438 orang. Pada  tahun 2015, tingkat kesempatan  
kerja di Kabupaten Takalar mencapai 95,96 persen. Dengan begitu,  
tingkat pengangguran terbuka di Takalar tahun 2015 tercatat 4,04 persen. 
Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten 
Takalar  selama  tahun  2015  tercatat sebesar 57,56 persen. 
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Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis 
Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Takalar 
 
No. Jenis Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah 
I Angkatan Kerja 78947 40789 135.553 
 Bekerja 76683 38212 132.030 
 Pengangguran 2264 2577 3.523 
II Bukan Angkatan Kerja 18700 69570 70.415 
 Sekolah 9011 8869 17880 
 Mengurus Rumah Tangga 2263 58090 60353 
 Lainnya 7426 2611 10037 
III Jumlah 97647 110359 208006 
 Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja  80,85 36,96 57,56 
 Tingkat Pengangguran 2,87 6,32 4,04 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, Agustus 2015. 
4.1.5. Pendidikan 
Jumlah sarana pendidikan untuk tingkat SD dan Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) sebanyak 247 sekolah, tingkat SMP dan Madrasah  
Tsanawiyah (MTs) sebanyak 65 sekolah, serta tingkat SMA dan  
Madrasah  Aliyah (MA) sebanyak 48 sekolah. 
Berdasarkan data dari  Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar dan 
Kemeterian Agama Kabupaten Takalar, jumlah murid SD/MI selama tahun 
2014/2015 mencapai 35.289 siswa,  sedangkan  tenaga  guru sebanyak  
2.646  orang.  Ini  berarti rasio murid-guru pada jenjang SD/MI sebesar 
13,34. Dengan kata lain, tiap guru  SD/MI  dapat  mendidik/ mengajar rata- 
rata 14 murid. 
Jumlah murid SMP/MTs selama tahun 2014/2015 mencapai siswa 
16.036, sedangkan tenaga  guru sebanyak  1.713  orang.  Ini  berarti rasio  
murid-guru  pada  jenjang SMP/MTs sebesar 9,36. Dengan kata lain,  tiap  
guru  SMP/MTs  dapat mendidik/mengajar  rata-rata  10 murid. Jumlah 
murid SMA/MA selama tahun 2014/2015 mencapai 12.539 siswa. 
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Sedangkan tenaga guru sebanyak 1.482  orang. Ini berarti rasio murid-
guru pada jenjang SMA/MA sebesar 8,46.  Dengan  kata  lain,  tiap  guru 
SMA/MA  dapat  mendidik/mengajar rata-rata 9 murid. 
Tabel 4.7 Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis 
Kelamin,Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di 
Kabupaten Takalar Tahun 2015 
 
Partisipasi Sekolah 












(1) (2) (3) (4) 
Laki-Laki    
7 – 12 1,27 98,73 - 
13 -15 - 86,21 13,79 
16 -18 0,92 70,65 28,43 
19 -24 - 15,00 85,00 
7 – 24 - - - 
Perempuan    
7 – 12 0,50 99,50 - 
13 -15 - 92,55 7,45 
16 -18 - 74,52 25,48 
19 -24 - 30,94 69,06 
7 – 24 - - - 
Laki-Laki+ 
Perempuan 
   
7 – 12 0,89 99,11 - 
13 -15 - 89,17 10,83 
16 -18 0,47 72,55 26,98 
19 -24 - 23,55 76,45 
7 – 24 - - - 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2015 
4.1.6. Kemiskinan 
Menurut Badan Pusat Statistik, untuk   mengukur   kemiskinan, 
BPSmenggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 
(basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 
62 
 
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 
Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang 
terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan 
Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis 
Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan 
perdesaan. 
Tabel 4.8 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten 











2010 203319 30,09 11,16 
2011 223999 27,41 10,04 
2012 237877 26,70 9,60 
2013 253415 29,30 10,42 
2014 262202 27,37 9,62 
2015 --- --- --- 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar 
4.1.7. Potensi Perikanan dan Kelautan 
Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar terdiri atas 
data Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Perikanan Tangkap 
diklasifikasikan atas penangkapan ikan di laut dan  penangkapan  ikan di 
perairan umum. Sedangkan Perikanan Budidaya diklasifikasikan atas jenis 
budidaya yaitu budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan 




Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Takalar, produksi perikanan laut tahun 2015 mencapai 14.465 ton, naik 
sebesar 7,70 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, produksi dari 
perairan umum mencapai 914 ton atau naik sebesar 60,63 ton. Jumlah 
alat produksi perikanan pada tahun 2014 tercatat 699 perahu tanpa motor. 
2.451 perahu motor tempel dan 3.150 kapal motor. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
Tabel 4.9 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan 




Kecamatan Perikanan Laut Perairan Umum Jumlah 
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 
1 Mangarabombang 4566,4 4693,0 103,0 183,0 4669,4 4876,0 
2 Mappakasunggu 4029,2 4223,0 77,0 97,0 4106,2 4320,0 
3 Sanrobone 1343,1 1551,0 25,0 45,0 1368,1 1596,0 
4 Polombangkeng 
Selatan 
- - 119,0 139,0 119,0 139,0 
5 Pattallassang - - 4,0 9,0 4,0 9,0 
6 Polombangkeng 
Utara 
- - 123,0 173,0 123,0 173,0 
7 Galesong Selatan 805,5 993,0 37,0 87,0 842,5 1080,0 
8 Galesong 671,5 697,0 42,0 92,0 713,5 789,0 
9 Galesong Utara 2014,4 2308,0 39,0 89,0 2053,4 2397,0 
 
Takalar 13430,1 14465,0 569,0 914,0 13999,1 15379,0 







Tabel 4.10 Jumlah Perahu/kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal 
di Kabupaten Takalar Tahun 2015 
 





1 Mangarabombang 250 405 655 
2 Mappakasunggu 202 390 592 
3 Sanrobone 82 300 382 
4 Polombangkeng Selatan - - - 
5 Pattalassang - - - 
6 Polombangkeng Utara - - - 
7 Galesong 58 300 358 
8 Galesong Selatan 37 300 337 
9 Galesong Utara 70 756 826 
Takalar 699 2451 3150 
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar 
Tabel 4.11 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Kecamatan dan 









1 Mangarabombang 2722 972 123 - 5 - 3822 
2 Mappakasunggu 2120 2655 173 32 - - 4980 
3 Sanrobone 1349 1676 181 - - - 3206 
4 Polongbangkeng 
Selatan 
- - - 123 - 51 174 
5 Pattallassang - 61 - 32 - 32 125 
6 Polongbangkeng 
Utara 
- - - 133 - 67 200 
7 Galesong Selatan 230 105 55 - 4 - 394 
8 Galesong 100 412 64 - 4 - 580 
9 Galesong Utara 128 299 185 - 5 - 617 
 Takalar 6649 6180 781 320 18 150 14098 




4.1.8. Visi dan Misi Kabupaten Takalar 
a. Visi Pemerintah Kabupaten Takalar 
Visi diartikan sebagai gambaran masa depan kemana sebuah 
organisasi mau dibawa, agar organisasi itu tetap eksis. visi juga diartikan 
sebagai kondisi yang diinginkan pada akhir perencanaan. 
Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Takalar dewasa ini, 
tantangan dan permasalahan, maka visi pembangunan Pemerintah 
Kabupaten Takalar  Periode 2013-2018 adalah “TAKALAR TERDEPAN 
DALAM  PELAYANAN  MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, 
BERKEADILAN, BERIMAN DAN BERTAQWA” 
Visi yang dirumuskan berdasarkan pada realita yang ada dan 
berbagai informasi  deskriktif maupun kualitatif yang diambil dari berbagai 
dukumen perencanaan pembangunan Kabupaten Takalar seperti :GBHD, 
Renstra, PDRB, Takalar dalam Angka 2011, LKPJ Bupati Takalar 2011, 
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Kota Kabupaten Takalar, 
Profil Investasi Kabupaten Takalar, serta masukan dari berbagai tokoh 
antar generasi, tokoh pemerintahan, tokoh politik, tokoh pemuda, LSM 
dan mahasiswa. Semua dirangkum untuk menjadikan satu pemikiran di 
dalam membangun dan memperbaiki Kabupten Takalar secara bersama–
sama. Sehingga menjadi sebuah rumusan dan suatu “Komitmen Politik” 
kepada masyarakat yang mengandung makna: 
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a) Terdepan dalam Pelayanan, Memiliki pengertian sebagai sebuah 
pemerintahan yang mampu memberi jaminan pelayanan yang 
memuaskan kepada masyarakat.  
b) Masyarakat Sejahtera, Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud 
adalah mereka merasa aman, nyaman, sehat, bebas dari rasa 
tertekan dan terpenuhi  kebutuhan dasar masyarakat. 
c) Berkeadilan, Mengandung pengertian bahwa pelayanan yang 
memuaskan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat 
tanpa membeda-bedakan. 
d) Beriman dan Bertaqwa, Dimaksudkan untuk memberikan 
pegangan bahwa landasan pembangunan senantiasa berdasarkan 
nilai-nilai agama, moral dan  etika berdasarkan nilai-nilai agama, 
moral dan  etika.  
b. Misi Pemerintah Kabupaten Takalar 
Misi adalah langkah-langkah, upaya atau kegiatan yang harus 
dilakukan agar visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dalam 
mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Takalar 2013-2018 tersebut, 
maka dirumuskan dan ditetapkan misi sebagai berikut: 
Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka pemerintahan akan 
melaksanakan lima Misi yaitu: 
1. Meningkatkan  Kualitas SDM 
Misi ini sangat sangat strategis dan sangat menentukan 
dalam mewujudkan rnasyarakat Takalar yang sejahtera, 
67 
 
berkeadilan, beriman dan bertakwa. Upaya ini akan ditempuh 
dalam seluruh domain penyelenggaraan pendidikan. Tujuan yang 
ingin dicapai dalam misi ini adalah percepatan peningkatan IPM 
Kabupaten Takalar, sehingga bisa bersaing dengan 
Kabupaten/Kota yang lain. 
2. Mewujudkan Pemerintah yang Bersih 
Misi ini merupakan upaya untuk mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, 
efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan 
membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, 
keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-
langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan 
sistem ketatalaksanaan; kualitas SDM aparatur; dan sistem 
pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. 
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian 
daerah di segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen PAD. 
Idealnya Pemerintah KabupatenTakalar mampu melaksanakan 
semua urusan pemerintahan dan pembangunan hanya bertumpu 
pada PAD.  
Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka 
pelaksanaan berbagai program maka upaya yang dilakukan dapat 
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berupa Program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dimaksudkan 
untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat kesadaran 
dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten 
Takalar. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa 
peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan 
retribusi daerah tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi.  
Akan tetapi, kenyataan menunjukkan target PAD yang di 
canangkan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya belum 
terpenuhi. Selama ini PAD bertumpu pada pajak dan retribusi 
daerah, padahal berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa PAD bisa juga diperoleh 
dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 
kekayaan  daerah yang dipisahkan. Upaya untuk memaksimalkan 
PAD dari hasil perusahaan daerah bisa dilakukan dengan 
pemberdayaan BUMD yang dapat ditempuh melalui strategi: 
reformasi BUMD, restrukturisasi BUMD dan profitisasi BUMD. 
4. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 
Meningkatnya kesejahteraan rakyat, selain tercermin dalam 
meningkatnya mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat, juga 
terlihat dengan meningkatnya perekonomian masyarakat yang 
ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan pokoknya. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu 
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melalui program ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan, 
usaha mikro, kecil dan menengah. 
Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap 
kebijakan pembangunan yang diambil sehingga tercipta iklim usaha 
yang sehat, kondusif dan dapat   menarik minat pihak investor 
untuk menanamkan modalnya. Karna selama ini terkadang Investor 
hanya dipandang sebagai calon objek pajak daerah, padahal para 
investor ini juga adalah pencipta lapangan kerja yang akan 
membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan keseimbangan 
perekonomian daerah.  
5. Meningkatkan Penghayatan Nilai Keagamaan 
Salah satu visi pemerintah Kabupaten Takalar 2013-2018 
adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Takalar yang beriman 
dan bertakwa. Meningkatkan penghayatan nilai keagamaan  
merupakan salah satu bentuk upaya nyata yang wajib dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten sebagai konsekuensi dari visi tersebut. 
Pilihan untuk menetapkan rumusan Visi dan misi Pemerintah 
Kabupaten Takalar seperti tersebut di atas, tentunya didasari oleh 
pertimbangan yang amat matang dengan menggali nilai-nilai 
filosofis yang berakar dari budaya dan kehidupan masyarakat 
Kabupaten Takalar, yaitu budaya Makassar yang sangat identik 
dengan masyarakat religius.  
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Peningkatan penghayatan nilai keagamaan masyarakat, 
harus dilakukan secara terpadu dengan bidang kehidupan 
masyarakat lainnya, sehingga tidak terjadi dikotomi dan 
kesenjangan antara nilai-nilai keagamaan dengan realitas 
masyarakat. Kegiatan-kegiatan penghayatan nilai keagamaan 
harus dilakukan melalui berbagai macam metode media, cara dan 
sarana. 
Misi pembangunan Kabupaten Takalar sebagaimana dijelaskan di 
atas, dilaksanakan dengan mengacu kepada nilai budaya lokal yang 
tumbuh dan berkembang  dalam  masyarakat  Kabupaten Takalar. Nilai 
tersebut seperti 
1) Akkareso Tojeng Tojeng 
2) Assamaturu, Sipammaling Malingi 
3) Sipakatau, Sipakainga’ dan Sipakalabbiri’ 
4) Siri’ na Pacce 
5) Toddopuli 














4.2. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Takalar 
Pada bagian ini diuraikan gambaran umum tentang Dinas 
Perikanan dan kelautan yang memiliki peran dalam menggarap potensi 
sektor perikanan dan kelautan dengan cara pemberdayaan masyarakat 
nelayan. Gambaran umum termuat dalam Visi, Misi, tujuan dan sasaran 
jangka menengah, strategi dan kebijakan yang diprogramkan beserta 
struktur organisasi dan pembagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan. 
4.2.1. Visi dan Misi 
a. Visi  
  Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa 
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu 
organisasi. Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan 
kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif, dan 
inovatif. 
  Visi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar sebagai 
institusi dalam bidang perikanan dan kelautan dituntut untuk 
meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat 
dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan 
pembangunan dalam bidang perikanan dan kelautan sangat ditentukan 
oleh kinerja dinas perikanan dan kelautan karena potensi sumber daya 
kelautan dan perikanan kabupaten takalar sangat potensial dengan 
panjang garis pantainya 75 km. 
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  Perumusan visi organisasi diharapkann agar setiap anggota dalam 
organisasi tersebut memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin 
dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan 
kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya 
pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara 
bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang 
diinginkan organisasi sesuaidengan tuntutan paradigma baru 
pembangunan. Dinas Perikanan dan Kelautan mengusung visi sebagai 
berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang 
Tangguh, Mandiri dan Bermartabat Berbasis Kearifan Lokal”. 
b. Misi  
Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Takalar maka dirumuskan misi, misi Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Takalar adalah merupakan cara atau langkah yang 
dilakukan untuk mencapai visi organisasi. berdasarkan tugas pokok dan 
fungsiDinas Perikanan dan KelautanKabupatenTakalar maka dirumuskan 
misi sebagai berikut: 
1. Meningkatkan   Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang 
Berkualitas dan Bermartabat  
2. Meningkatkan  Peran  Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai 
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Daerah  
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3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan  Sumber daya 
Kelautan dan Perikanan  yang Berkualitas,  Adil  dan  Merata 
secara Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal. 
c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 
Dalam Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor 
kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil yang akan dicapai dalam jangka 
waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-
perbaikan yang ingin dicapai. 
Berdasarkan uraian tersebut tujuan organisasi Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan kualitas SDM, pendapatan dan kesejahteraan bagi 
nelayan dan petani ikan beserta keluarganya melalui optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 
b. Meningkatkan penyediaan dan distribusi bahan pangan bersumber 
dari protein ikan melalui peningkatan komsumsi gizi masyarakat; 
c. Meningkatkan produksi hasil-hasil perikanan dan maritim yang 
berorientasi pasar domestik dan eksport; 
d. Meningkatkan pembinaan pelaksanaan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya perikanan, pesisir dan laut serta pulau-
pulau kecil secara berkelanjutan. 
d. Strategi dan Kebijakan 
Adapun cara pencapaian tujuan merupakan strategi dari suatu 
organisasi untuk dapat merealisasikan tujuan. Untuk mencapai tujuan 
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yang telah ditetapkan diatas, dinas perikanan dan kelautan Kabupaten 
Takalar menyusun strategi kebijakan, program dan kegiatan. Namun 
untuk menetapkan strategi yang ingin ditempuh maka disusunlah sebuah 
analisis permasalahan baik lingkungan internal maupun eksternal yaitu: 
a. Analisis Lingkungan Internal 
1) Kekuatan 
a) Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang dapat 
mengelola potensi sumber daya kelautan; 
b) Sarana dan prasarana pendukung (peralatan dan inventaris 
kantor) 
c) Tersedianya pembiayaan (anggaran) untuk mendukung tugas 
dan fungsi. 
2) Kelemahan 
a) Kualitas SDM pengelola perikanan masih kurang 
b) Rendahnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan kelautan 
dan perikanan; 
c) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan 
dan perikanan; 







b. Lingkungan Eksternal 
1) Peluang 
a) Tingginya permintaan pasar dunia terhadap komoditi hasil-hasil 
perikanan, baik pasar domestik maupun pasar internasional; 
b) Adanya potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang 
belum dikelola secara optimal; 
c) Tersedianya sarna dan prasarana yang dapat menunjang 
mobilitas hasil produksi perikanan dan kelautan; 
d) Kondisi alam/lingkungan. 
2) Ancaman 
a) Rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat 
pesisir; 
b) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan 
perikanan yang cenderung merusak lingkungan. Kurangnya 
koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan 
proyek; 
c) Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang 
maksimal; 
d) Kebijakan pimpinan daerah yang tidak mendukung pelaksanaan 
pekerjaan di lapangan; 





4.2.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar  Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar, merupakan 
unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan merupakan lembaga teknis 
daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
Takalar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar. 
Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yang 
ada dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar 
seperti yang termuat dalam Keputusan Bupati Takalar Nomor 52 tahun 
2016 adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas  
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
perikanan dan kelautan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan 
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang perikanan 
dan kelautan. 
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas 
Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi sebagai berikut: 




b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan 
kelautan 
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 
perikanan dan kelautan 
d) Pelaksanaan administrasi dinas. 
b. Sekretariat 
Sekretariat di lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Takalardipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri atas Subbagian 
Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, 
Tugas dan fungsi bagian Sekretariat meliputi segala hal yang berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas kesekretariatan. 
 Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas pokok pemberian layanan 
teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, 
perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi, 
dan pengendalian serta pengawasan, perencanaan, pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas. Sekretaris menjalankan fungsi 
sebagai berikut: 
a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan 
sekretariat 
b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan, 
anggaran, dan pelaporan, 
c) Pengoordinasiaan urusan umum, kepegawaian, 
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d) Pengoordinasiaan pengelolaan administrasi keuangan, dan 
e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
 Subbagian Perencanaan dan Keuangan 
Pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok 
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
perencanaan penyusunan program, kegiatan, anggaran, penyajian 
data informasi, serta penyusunan laporan. 
 Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu 
Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan 
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola 
administrasi kepegawaian. 
c. Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak 
Garam 
Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak 
Garam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan terdiri atas duaSub 
bidang yakni Seksi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan, Pembudidaya Ikan 
dan Petambak Garam, dan Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi, Informasi Perikanan, Kelembagaan Nelayan, 
Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. 
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 Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan 
Petambak Garam 
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan 
dan Petambak Garam mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang 
pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. 
Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya juga 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak 
garam 
b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak 
garam 
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan 
bidang pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan 
petambak garam 
d) Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan nelayan, 
pembudidaya ikan, dan petambak garam 
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait 
tugas dan fungsinya. 
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 Seksi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan, Pembudidaya Ikan 
dan Petambak Garam 
Seksi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan, Pembudidaya Ikan 
dan Petambak Garam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
penyususnan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 
pemantauan serta evaluasi di bidang diklat nelayan, pembudidaya 
ikan, dan petambak garam 
 Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
Informasi Perikanan, Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya 
Ikan, dan Petambak Garam 
Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
Informasi Perikanan, Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, 
dan Petambak Garam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 
pemantauan serta evaluasi di bidang kemitraan usaha, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, informasi perikanan, kelembagaan 
nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. 
d. Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan Ikan 
Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan terdiri 
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atas 2 subbidang yakni Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan, 
dan Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan 
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. 
 Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan dan 
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 
Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan dan 
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di 
bidang pengelolaan usaha perikanan dan penyelenggaraan tempat 
pelelangan ikan. 
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang 
menyelenggarakan fungsi 
a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan 
usaha perikanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan 
b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan pengelolaan usaha 
perikanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan 
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan 
bidang pengelolaan usaha perikanan dan penyelenggaraan 
tempat pelelangan ikan 
d) Pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan usaha perikanan 
dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan 
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e) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait 
tugas dan fungsinya. 
 Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan 
Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 
melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan pemantapan, serta pemberian 
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang perizinan dan 
pencatatan usaha perikanan; 
 Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan 
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 
Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan 
dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan 
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan 
evaluasi di bidang pengelolaan sarana prasarana penangkapan 
ikan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan 
e. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya 
Bidang Pengelolaan Perikanan dan Budidaya dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang dan terdiri atas 2 subbidang yakni Seksi 
Pengelolaan Kawasan dan Data Pembudidaya Ikan dan Seksi Sarana 
Prasarana Budidaya Ikan, Pembenihan dan Pembesaran Ikan. 
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 Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya 
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai 
tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan, pemberian pendampingan, serta pemantauan dan 
evaluasi di bidang pengelolaan perikanan budidayaKepala Bidang 
dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut: 
a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan 
perikanan budidaya 
b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang 
pengelolaan perikanan budidaya 
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan 
bidang pengelolaan perikanan budidaya 
d) Pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan perikanan 
budidaya 
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait 
tugas dan fungsinya. 
 Seksi Pengelolaan Kawasan dan Data Pembudidaya Ikan 
Seksi Pengelolaan Kawasan dan Data Pembudidaya Ikan 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 
melakukan penyiapan, koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 
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pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan 
kawasan dan data pembudidaya ikan 
 Seksi Sarana Prasarana Budidaya Ikan, Pembenihan dan 
Pembesaran Ikan 
Seksi Sarana Prasarana Budidaya Ikan, Pembenihan dan 
Pembesaran Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, 
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, 
serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di 
bidang sarana prasarana budidaya ikan, pembenihan dan 
pembesaran ikan.  
Gambar 4.3 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan 













4.3. Peran Pemerintah Derah dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Nelayan di Kabupaten Takalar 
Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pada 
sektor perikanan dan kelautan sangatlah penting, sesuai dengan amanat 
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, 
dimana daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah 
tangganya sendiri sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku termasuk dalam menjalankan salah satu fungsi 
pemerintahan yakni pemberdayaan. 
Arah pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat nelayan 
berpangkal pada dua sasaran utama yaitu melepaskan dari belenggu 
kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat 
dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai pada sasaran tersebut, maka 
proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, 
yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari 
pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari 
pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, 
untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, 
untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan 
demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan 
memandirikan masyarakat sangat diperlukan. 
Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari empat fungsi 
pemerintahan yang diutarakan oleh Ryaas Rasyid (Muhadam Labolo, 
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2010:32). Ryaas membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, 
yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), 
pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Fungsi-fungsi 
pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan 
kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya 
menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat 
terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, 
pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang 
meciptakan kemakmuran. 
Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk 
dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk 
melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreaifitas 
masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas 
bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya 
manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui 
program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan. 
Ndraha (Muhadam Labolo, 2010:36) menyebutkan bahwa 
pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, 
dan fungsi sekunder atau pemberdayaan. Fungsi primer secara terus 
menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang 
diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin 
meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder 
berhububgan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya 
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semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder 
pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian). Fungsi 
sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 
Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya 
memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya 
sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup 
secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab 
itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan 
pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring 
dengan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan 
pemerintah, serta dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka secara 
perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi 
kebutuhannya. 
Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu 
mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi 
terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. 
Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk 
membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara 
lain : 
1. Pemerintah sebagai regulator 
Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan 
arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan 
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melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, 
pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai 
instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan 
pemberdayaan. 
2. Pemerintah sebagai dinamisator 
Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah 
menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala 
dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara 
dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui 
pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif  dan efektif 
kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan 
melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan 
pelatihan. 
3. Pemerintah sebagai fasilitator 
Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan 
kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam 
mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasiitator, 
pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, 
pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang 
pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal 




Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 
pasal 14 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. 
Pada pasal tersebut hanya menyebutkan urusan pemerintahan bidang 
kelautan. Namun dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah terdapat pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 
Kelautan dan Perikanan digabung menjadi satu yang dalam hal ini 
terdapat kewenangan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan tempat 
pelelangan ikan, penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang 
usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan pemberdayaan 
usaha kecil pembudi daya ikan serta pengeloaan pembudidayaan ikan 
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
Berdasarkan penjelasan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten 
Takalar memiliki peran dan berkewajiaban dalam menyelenggarakan 
pemberdayaan masyarakat khusunya nelayan. Sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil dimana salah satu pasal menyebutkan bahwa 
Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan 
atau bantuan, kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu 
menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya 
pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. Lebih lanjut pada pasal lain 
menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban 
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mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, 
pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, 
jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya 
Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Takalar telah mengacu pada 
peraturan yang bersifat umum yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, 
dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 
Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan 
Kecil.Selain itu peran pemerintah daerah telah terakomodasi melalui 
susunan kelembagaan instansi terkait pelaksanaan pemberdayaan 
nelayan sesuai Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar yang menempatkan dalam 
susunan organisasi kelembagaan yang khusus membidangi 
pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Dan 
berkewenangan dalam melaksanakan kebijakan atau program dalam 
rangka pemberdayaan nelayan. 
Peran tersebut dapat dilihat dan dirasakan melalui program-
program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah seperti pemberdayaan 
dalam bentuk fisik maupun non fisik. Seperti yang telah diutarakan oleh, 
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan 




“Peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas perikanan dan 
terkhusus yang membidangi pemberdayaan masyarakat nelayan 
terbagi menjadi 2 yakni dalam bentuk fisik seperti dukungan sarana 
dan prasarana perikanan bagi nelayan, selain itu dalam bentuk non 
fisik seperti peningkatan kualias sumber daya manusia khusunya 
nelayan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan nelayan, bimtek, 
penyuluhan. Selain itu kemitraan usaha, dukungan kelembagaan 
dan lain-lain. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk 
memberdayakan masyarakat nelayan yang diamanatkan sesuai 
peraturan yang berlaku yakni menciptakan SDM nelayan yang 
unggul dan berkualitas. (Wawancara, 17 Maret 2017). 
Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan 
Kelautan Bapak Drs. H. Asbar, M.Si bahwa: 
Pemberdayaan dilakukan bagi nelayan kecil, nelayan 
tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal dengan 
ketentuan ukuran kecil sesuai ketetapan aturan yang berlaku. Hal 
ini didukung dengan arah kebijakan dan pengembangan yang 
dilakukan olehPemerintah Daerah Kabupaten Takalar lebih fokus 
ke nelayan yang skala kecil. Nelayan kecil yang dimaksud adalah 
dengan ukuran kapal 10 GT ke bawah”. (Wawancara, 10 Maret 
2017) 
 
Alasan pemerintah daerah perlu melakukan pemberdayaan bagi 
masyarakat nelayan karena nelayan merupakan masyarakat kecil, dan 
sebagian besar masih dikategorikan masyarakat miskin. Salah satu 
alasan kemiskinan ini adalah rendah produktivitas dan pendapatan 
nelayan serta pengelolaan keuangan yang kurang tepat. Secara struktur, 
nelayan terkungkung dalam kemiskinan. Nelayan tidak berdaya dan tidak 
punya kekuatan untuk keluar dari kemiskinan. Begitu miskinnya, 
masyarakat nelayan sering disebut kelompok miskin dianatara yang 
miskin (the poorest of the poor). Kecuali mereka diberdayakan, ada yang 
mengangkat mereka berupa memberikan daya dan kekuatan dari 
luarmereka, maka mereka bias keluar dari kemiskinan. Jika tidak, 
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kemiskinan itu akan tetap ada di antara mereka. Kemiskinan itu akan 
makin parah, menciptakan kemelaratan massal, dalam berbagai segi dan 
bidang kehidupan.  
Hikmat (2006), mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat 
merupakan salah satu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang 
sudah dimiliki olehmasyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan 
pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan antara lain 
bermakna bahwa suatu masyarakat tersebut menjadi bagian dari pelaku 
pembangunan itu sendiri. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam 
pemberdayaan masyarakat, antara lain bagaimana suatu inovasi yang 
lebih maju dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana budaya lokal 
(termasuk kearifan lokal), bagaimana pula mekanisme pelaksanaan dan 
pembiayaan pembangunan tersebut. 
Atas dasar uraian di atas, pemberdayaan masyarakat nelayan 
sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai 
usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematik, dan 
berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan 
politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang 
mereka miliki untuk mencapai keejahteraan sosial yang bersifat 
berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk 
meningkatkan posisi tawar (bergaining position) mereka dalam 
pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. 
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Unsur-unsur kemandirian masyarakat tersebut ditentukan oleh 
kemampuan ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangunan, dan 
memegang teguh prinsip-prinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan 
tata kehidupan yang lebih baik (Kusnadi 2009). 
Berikut ini hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar, Bapak Drs. H. Asbar, M.Si 
“Pemberdayaan yang bertujuan untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan seperti 
kemsikinan dan lemahnya kualitas SDM nelayan. Kegiatan 
pemberdayaan tidak boleh dilaksanakan secara parsial, tetapi 
seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan 
seluruh stakeholder sehingga arah pembangunan dapat terlaksana 
sesuai dengan sasaran tujuan yang ditetapkan, dengan melibatkan 
semua pihak dalam memberdayakan masyarakat nelayan maka 
dapat mempermudah program-program terlaksana dengan baik.” 
(Wawancara, 29 Maret 2017) 
 
Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat 
nelayan menjadi subyek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir 
memiliki perkembangan ekonomiyang dinamis. Program pemberdayaan 
harus bisa mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan 
(Satria 2001). Kemandirian masyarakat nelayan merupakan tahapan yang 
sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan. 
Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial. 
Adapun hasil Wawancara yang telah diutarakan oleh Sekretaris 
Bappeda, Bapak Drs. H. Faisal Sahing, M.Si 
“Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 
masyarakat khususnya nelayan merupakan agenda tahunan yang 
dilakukan oleh pemerintah melalui dinas atau pelaksana teknis 
terkait pemberdayaan nelayan seperti dinas perikanan dan 
kelautan. Selain itu, melalui forum musrembang maupun prakarsa 
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pemerintah daerah, kegiatan yang berkaitan dengan 
pemberdayaan nelayan merupakan salah satu usulan masyarakat 
yang selalu diusulkan dan direncanakan setiap tahunnya. 
(Wawancara, 29 Maret 2017) 
Dari penjelasan hasil wawancara di atas dapat dakatakan bahwa 
Pemerintah dapat melibatkan partisipasi masyarakat sekitar kawasan 
perikanan dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat 
nelayan dan meningkatkan kesejahteraannya, dengan tetap 
mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang 
dimilikinya. Kawasan perikanan sebagai sebuah sistem tidak dibatasi oleh 
batasan-batasan administratif, tetapi lebih pada skala ekonomi dan 
ekologi yang melingkupi kawasan tersebut sesuai dengan pola interaksi 
ekonomi dan ekologinya. Pengembangan kawasan ini memerlukan 
penataan ruang yang menyeluruh yang mencakup pengaturan, 
perencanaan, pengelolaan dan penertiban kembali penataan ruang. 
Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat 
nelayan dapat terlihat dari segala bentuk upaya pemerintah daerah untuk 
memberikan kemudahan bagi nelayan dalam menjalankan usahanya 
seperti memberikan,  perhatian dan dukungan serta pemdampingan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarkat nelayan. Sesuai 
dengan amanat UU No. 7 Tahun 2016, pemerintah daerah diwajibkan 
melakukan penyelenggaraan pemberdayaan bagi nelayan meliputi: 
pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemudahan 




4.3.1. Pendidikan dan Pelatihan 
Pendidikan dan pelatihan adalah proses pembelajaran baik teori 
maupun praktik yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan 
kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di bidang 
pengetahuan, keterampilan dan sikap serta bermanfaat bagi pesertanya 
dalam meningkatkan kinerja pada tugas atau pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawabnya. 
Pendidikan dan pelatihan murapakan startegi yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan nelayan. 
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan pelatihan kepada 
nelayan. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan berupa: 
a) Pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan atau 
penggaraman 
b) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk 
mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau penggaraman. 
c) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha 
perikanan dan penggaraman. 
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang 
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil pada pasal 11 
menyebutkan bahwa: 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, 
dan keluarganya.  
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(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa:  
a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan 
Pembudidaya-Ikan Kecil; dan/atau  
b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan 
bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan 
keluarganya. 
 
Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Takalar dalam 
pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Bidang Pemberdayaan 
Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Dinas Kelautan dan 
Perikanan adalah melakukan kegiatan berdasarkan spesifikasi dan 
kompetensi yang dimiliki oleh nelayan setempat. Seperti yang telah 
diutarakan oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Drs. H. 
Asbar, M.Si. 
“Dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan bagi 
nelayan tentunya kami menyesuaikan dengan kompentensi, 
keahlian atau sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki oleh para 
nelayan tetapi belum dikerjakan dengan tepat  seperti tata cara 
penangkapan dan penanganan ikan yang tepat, baik itu pra atau 
pasca penangkapan. (Wawancara, 9 Maret 2017) 
 
Untuk mengurangi persoalan kualitas SDM Nelayan, telah 
melakukan berbagai bentuk upaya seperti dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan, Dinas Perikanan dan Kelautan setiap tahunnya 
menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi nelayan. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan untuk Pemberdayaan SDM nelayan dalam bentuk 
Bimbingan Teknis Juru Mesin dan Juru Mudi bagi para nelayan. Seperti 




“salah satu program pemberdayaan SDM nelayan yaitu 
melalui bimtek juru mesin dan juru mudi. Berdasarkan data RPJMD 
Kabupaten Takalar jumlah peserta setiap tahunnya, yang jelas 
dalam satu tahun kami melatih sekitar 30 orang setiap kegiatan 
bimtek”. (Wawancara, 10 Maret 2017) 
Hal yang sama telah diutarakan oleh Bapak H. Nasaruddin, SP. 
MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, 
dan Petambak Garam 
“Kami melakukan bimbingan teknis kurang lebih 3-4 kali 
pertahun, dan tahun ini kegiatan bimbingan teknis baik itu juru 
mesin maupun juru mudi semuanya sudah dilakukan sebanyak 7 
kali dalam tahun ini... (Wawancara, 10 Maret 2017) 
Kegiatan Bimtek Juru Mesin dan Juru Mudi bertujuan untuk 
peningkatan kemampuan dan keahlian masyarakat nelayan yang sudah 
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bentuk 
pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut akan memberikan manfaat 
yang besar bagi nelayan dalam upaya menekan biaya operasional 
penangkapan ikan karena masyarakat nelayan yang telah menguasai 
teknik juru mesin akan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara 
efektif dan efisien melalui pengusaan mesin kapal sehingga mesin kapal 
yang digunakan dapat terjaga dan terawat.Sedangkan melalui kegiatan  
bimtek juru mudi, nelayan diberikan pemahaman terkait rute dan jalur 
pelayaran dan penangkapan ikan yang temat. Semua kegiatan tersebut 
secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 
Selain itu, salah seorang nelayan yang ikut serta dalam bimtek juru 




“kami merasa terbantu dengan adanya program diklat 
tentang bimbingan teknis juru mesin dan juru mudi. Biasanya kami 
hanya mengandalkan keterampilan berdasarkan pengalaman saja 
sejak melaut tetapi dengan adanya pelatihan ini, kami semakin 
paham cara-cara yang baik dalam merawat mesin dan 
menjalankan kapal agar lebih bagus” (Wawancara, 11 Maret 2017) 
Tetapi di lain pihak beberapa masyarakat nelayan kurang 
berpartisifasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti yang 
diutarakan oleh Bapak (MN) 
“Saya tidak sempat ikut pelatihan kalau ada ajakan dari 
pemerintah, karena terkendala dengan masalahnya waktu. Waktu 
saya kebanyakan digunakan untuk melaut, dan hanya ikut 
pelatihan jika ada waktu luang dan jangkauan yang dekat. Jadi 
saya harus turun melaut demi mencukupi kebutuhan dapur di 
rumah” (Wawancara, 11 Maret 2017) 
 Berdasarkan data wawancara di atas pemerintah daerah 
telah berupaya memberikan perhatian akan pentingnya peningkatan 
kualitas SDM nelayan. Nelayan telah merasakan manfaat dihadirkannya 
program diklat atau bimbingan teknis tersebut, yang dapat meningkatkan 
produktifitas dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan nelayan, tetapi disisi lain pemerintah daerah masih 
terkendala dengan penyesuaian waktu dengan nelayan sehingga 
partisipasinya masyarakat kurang. Kuota peserta yang mengikuti diklat 
juga masih terbatas. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Seksi 
Pendidikan dan Pelatihan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak 





“kegiatan diklat dalam bentuk bimbingan Teknis bagi 
nelayan masih terbatas untuk setiap kegiatan yakni hanya sekitar 
30 orang. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat 
untuk ikut kegiatan bimtek. Selain itu keterbatasan anggaran dalam 
setiap kegiatan mengakibatkan pemerintah membatasi peserta. 
(Wawancara, 12 Maret 2017) 
Dalam pelaksanaan pendidikan bagi nelayan belum dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah. Hal itu masih terkendala dengan kesiapan 
pemerintah yang belum siap mengakomodasi kebutuhan nelayan baik 
dalam pendidikan formal maupun non formal. Selain Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi 
dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Contohnya Pelaku Usaha dapat 
berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, melalui penyelenggaraan: 
a. pendidikan formal dan nonformal; dan 
b. pemagangan. 
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perikanan 
dan Kelautan, Bapak Drs. H. Asbar bahwa 
Salah satu program perencanaan yang ingin dicapai 
kedepannya adalah Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya 
pendidikan diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, 
Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi 
Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, 
termasuk keluarganya. Untuk disiapkan sebagai SDM dari keluarga 
nelayan yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan 
sekitarnya. Selain itu studi banding ataupun pemagangan juga 
perlu dilaksanakan sesuai amanat perundang-undangan”. 
(Wawancara, 1 Maret 2017) 
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Kecamatan 
Galesong Selatan, Bapak Muhammad Amir mengatakan bahwa: 
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“Dalam rangka peningkatan meningkatkan produksi 
perikanan beberapa tahun lalu dan juga pada tahun ini, kami sudah 
mengusulkan aspirasi masyarakat di musrembang tingkat 
kabupaten agar diadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta 
mengadakan fasilitas alat bantu penangkapan ikan berupa spinder 
dalam rangka itu pemberdayaan sawi-sawi dan punggawa nelayan 
tangkap dan budidaya perikanan. Lebih lanjut Penyuluhan dan 
Pelatihan ditingkat kecamatan hanya sebatas fasilitator dan 
pendampingan saja” (Wawancara,6 Maret 2017). 
 Berdasarkan data hasil wawancara di atas, pemerintah sudah 
berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat terkait pendidikan dan 
pelatihan melalui bimtek yang secara langsung berdampak pada kualitas 
SDM Nelayan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan. Kegiatan 
pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan, 
mengingat seringnya ada usulan dari nelayan untuk diadakan kegiatan 
yang bisa menambah wawasan dalam menjalankan aktivitas nelayan 
dilapangan. Selain itu nelayan juga membutuhkan sarana prasarana yang 
memadai dan bantuan modal atau alat tangkap. 
4.3.2. Penyuluhan dan Pendampingan 
Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta 
pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan 
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 
permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan 
produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
Penyuluhan merupakan cara memberikan informasi kepada setiap 
individu dalam aktivitas penangkapan ikan dan pengelolaan hasil laut. 
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sedangkan Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga 
pendamping yang terdiri dari penyuluh perikanan dengan tujuan untuk 
memfasilitasi kebutuhan dan urusan nelayan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan 
selaku perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan khususnya dalam 
melaksanakan pembangunan melaluipemberdayaan masyarakat nelayan. 
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Pusat 
sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan 
pendampingan kepada nelayan termasuk keluarganya. Pemberian 
fasilitas penyuluhan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan 
penyediaan penyuluh. Penyediaan penyuluh paling sedikit terdiri atas 3 
(tiga) orang penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan 
Perikanan. Penyuluh harus memiliki kompetensi di bidang Usaha 
Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman. Pendampingan dapat dilakukan 
oleh penyuluh. Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Lebih lanjut pada PP No. 50 Tahun 2015 pemerintah daerah juga 
diberikan kewenangan menyelenggarakan penyuluhan. Pemerintah 
Daerah mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 




a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan 
pemasaran yang baik; 
b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; 
c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan 
d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik. 
Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pendampingan 
di Kabupaten Takalar, Pemerintah telah menyiapkan tim penyuluh 
perikanan terdiri atas Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang dibentuk 
oleh Pemerintah Pusat dan kemudian bertugas di setiap kawasan potensi 
perikanan dan kelauatan. Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan 
koordinasi dengan tenaga penyuluh. 
Kegiatan penyuluhan di Kabupaten Takalar telah ditangani oleh 
Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Dinas 
Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar sebagai instansi daerah yang 
memiliki tugas melakukan penyuluhan. Seperti Penyuluh Perikanan 
Swadaya di tempatkan di setiap desa dan Penyuluh Perikanan Lapangan 
(PPL) yang ditempatkan setiap Kecamatan. Hal ini bertujuan untuk 
mendekatkan pelayanan ke masyarakat khusunya nelayan dan lebih 
memperketat pengawasan program pemberdayaan. Seperti yang 
disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
takalar Bapak Drs. H. Asbar, M.Si 
“Dulu kegiatan penyuluhan dan pendampingan oleh Nelayan 
dibentuk olehDinas Perikanan dan Kelautan, tetapi sekarang sudah 
ada lembaga khusus yang menangani penyuluhan perikanan. 
Meskipun demikian, Dinas tetap melakukan koordinasi dengan 
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lembaga penyuluhan. Saat ini tim penyuluh di Dinas Perikanan dan 
Kelautan hanya terdapat tim Penyuluh Perikanan Bantu. Selain itu, 
telah terdapat tim Penyuluhan Perikanan Lapangan (PPL) yang 
tersebar disetiap kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten 
Takalar. (Wawancara 10 Maret 2017) 
Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyediakan 
fasilitas dan tenaga penyuluhan perikanan bagi nelayan masih terbatas. 
Pemerintah Daerah terkendala dengan keterbatasan jumlah tenaga 
penyuluh yang tidak sebanding dengan rasio kebutuhan tenaga penyuluh 
dilapangan, sehingga mengakibatkan tim penyuluh kesulitan dalam 
melaksanakan tugas. Hal ini jelas akan menghambat dan mengurangi 
kualitas kegiatan penyuluhan dan hasilnya kurang efektif. 
Metode penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Takalar melalui tim penyuluh adalah sistem 
kunjungan secara langsung di masyarakat nelayan dengan melakukan 
pendataan dan pendampingan yang berkaitan dengan kebutuhan nelayan. 
Seperti yang diutakan oleh Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan 
Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Bapak Hasanuddin 
ST. MT. 
“Penyuluhan dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke 
lapangan atau mengunjungi dan mengundang orang-orang untuk 
berkumpul di pusat-pusat keramaian nelayan sambil memberikan 
pemahaman dan pengetahuan dalam rangka pemberdayaan 
nelayan”. (Wawancara, 10 Maret 2017) 
Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dibentuk dalam rangka 
memberikan informasi ke nelayan secara langsung dan melakukan 
pendampingan terkait urusan-urusan nelayan. Selain itu Hal yang sama 
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dikatakan oleh seorang Penyuluh Perikanan Bapak Muhammad Mansyur, 
S.Pi  bahwa: 
“kami melakukan penyuluhan dalam rangka memberikan 
pemahaman dan penyadaran ke masyarakat terkait penggunaan 
alat tangkap ramah lingkungan, serta mendampingi para nelayan 
dalam melakukan pengurusan surat dokumen perizinan di Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar dan kami juga 
membantu memfasilitasi sampai ke syahbandar di makassar. 
(Wawancara 22 Maret 2017) 
Keluarga nelayan juga memberikan informasi bahwa ada orang dari 
dinas perikanan yang turun memberikan penyuluhan kepada nelayan dan 
melakukan peninjauan terkait kondisi sosial dan keadaan ekonomi 
nelayan agar dapat difasilitasi mendapatkan bantuan. Kemudian hal ini 
diperkuat oleh pendapat yang diutarakan oleh Barak Dg. Kulle, selaku 
masyarakat nelayan, 
“itu tim penyuluh nakasih tahuki caranya tangkap ikan sesuai 
aturan, biasanya saya ikut pelatihan dan dibina di desa yang 
dilakukan oleh mahasiswa KKN. Tapi ada juga tim penyuluh dari 
Dinas Perikanan datang. setelah itu kita disuruh bentuk kelompok, 
setelah berkelompok kami mengusulkan proposal guna 
mendapatkan bantuan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh 
dinas perikanan kami juga dilatih dalam penggunaan alat teknologi 
seperti GPS dan Spinder,.” (Wawancara, 22 Maret 2017) 
Dari penjelasan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan 
dan sangat berperan melakukan pemberdayaan nelayan melalui kegiatan 
penyuluhan dan pendampingan. Tetapi dalam pelaksanaannya partisipasi 
dan tingkat kesadaran nelayan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan 
masih kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terkendala dengan 
waktu sehingga pemerintah daerah juga terkendala dalam melaksanakan 
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program-programnya. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang 
informan dari LSM Lesmaga, Abd Hamid Dg. Ngasa bahwa: 
“Penyuluhan sudah dilakukan sejak lama dengan cara 
mengundang beberapa perwakilan nelayan untuk hadir ataupun 
mengunjungi kelompok-kelompok nelayan, tetapi masih terkendala 
dengan partisipasi masyarakat yang kurang berminat dalam 
kegiatan penyuluhan selain itu tim penyuluh juga datang disaat 
nelayan sendiri yang meminta pertolongan agar didampingi. Jadi 
belum ada penjadwalan rutinitas dalam penyuluhan di masyarakat. 
(Wawancara, 1 Maret 2017) 
 Informasi lain didapatkan dari dari sekretaris Komisi 2 DPRD 
Kabupaten Takalar, Bapak Drs. H. Ahmad Dg. Sija mengatakan bahwa: 
“Penyuluhan dan pendampingan yang selama ini dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah masih bersifat insidentil. Nelayan hanya 
mengikuti penyuluhan mengikuti agenda kegiatan dari Dinas atau 
penyampaian yang bersifat mendesak kepada nelayan, seperti ada 
sosialisasi pelarangan menggunakan alat tangkap tidak ramah 
lingkungan. Selain itu, pendampingan juga dilakukan jika 
masyarakat membutuhkan (Wawancara, 29 Maret 2017) 
 Dari penjelasan hasil wawancara diatas, penyuluhan sudah 
diupayakan oleh pemerintah daerah tetapi dalam pelaksanaannya tidak 
berjalan efektif karena penyuluhan dilakukan hanya pada saat ada 
kegiatan atau urusan yang mendesak artinya penyuluh turun ke lapangan 
jika masyarakat yang meminta untuk didampingi dan tidak ada 
penjadwalan rutin. Selain itu tim penyuluh cukup pro aktif mendampingi 
nelayan pada saat pembentukan kelompok nelayan, dan pengajuan 
proposal ke Dinas terkait saat mengajukan permohonan bantuan. 
Persoalan kesesuaian waktu antara pemerintah dan masyarakat 
nelayan. Seharusnya persoalan tersebut dapat di atasi oleh pemerintah 
daerah agar tujuan dari program pemerintah yakni meningkatkan kualitas 
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SDM nelayan guna membantu meningkatkan pendapatan nelayan 
sehingga pemberdayaan bagi nelayan dapat dirasakan oleh nelayan itu 
sendiri. 
4.3.3. Kemitraan Usaha 
Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling 
menguntungkan antara pengusaha kecil dan dengan pengusaha 
menengah/besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh 
pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan 
memperkuat. Kemitraan dalam pengelolaan perikanan dalam rangka 
pemberdayaan nelayan dilakukan dengan pendekatan jejaring pelaku 
usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan 
dalam berusaha secara proporsional. 
Untuk mencapai peningkatan kemampuan usaha kecil menjadi 
mandiri dan tangguh dalam kaitannya dengan pemberdayaan, kemitraan 
yang dilakukan kepada nelayan kecil, menjadi kewajiban Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi hal tersebut. Kemitraan yang 
dimaksud dalam usaha perikanan adalah memberikan jalan, kesempatan 
serta peluang pemasaran, permodalan, peningkatan sumber daya 
manusia serta teknologi kepada nelayan dan pembudi daya ikan. 
Mengingat besarnya potensi hasil tangkapan ikan Takalar yang 
besar, serta besarnya peluang memberdayakan nelayan beserta 
keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya 
nelayan tangkap dan pengelola hasil tangkapan. Maka dibutuhkan 
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terobosan dan inovasi kelembagaan yang dapat memberi insentif bagi 
para pelaku dan pihak-pihak terkait di bidang perikanan tangkap. Salah 
satunya adalah dengan mengembangkan model kemitraan usaha bagi 
nelayan dengan lembaga keuangan. Pola kerjasama ini diharapkan dapat 
mengurangi ataupun menyelesaikan masalah modal yang selama ini 
menjadi kendala yang biasa dihadapi nelayan. 
Kemitraan usaha merupakan salah satu strategi pemerintah daerah 
dalam memberdayakan nelayan di Kabupaten Takalar. Kemitraan usaha. 
Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban 
memfasilitasi kemitraan usaha perikanan Kemitraan dilakukan dalam 
bentuk: praproduksi; produksi; pascaproduksi; pengolahan; pemasaran; 
danpengembangan. Kemitraan Nelayan Kecil dapat dilakukan dengan 
pengolah atau pemasar ikan, nelayan atau pembudidaya ikan, koperasi 
perikanan, pelaku usaha perikanan atau nonperikanan, lembaga 
perbankan atau lembaga pembiayaan, badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik daerah, dan swasta.  
Persoalan yang akan terus menjadi persoalan nelayan kecil adalah 
modal yang terbatas menyangkut pemenuhan prasarana dan sarana 
produksi perikanan dan pergaraman. Selain itu persoalan bunga pinjaman 
yang cukup tinggi dan keterbatasan nelayan, dalam memenuhi 
persyaratan pengajuan kredit. Persoalan modal yang dihadapi nelayan, 
pembudi daya ikan dan petambak garam sebenarnya dapat dilakukan 
dengan keikutsertaan badan usaha swasta dengan memberikan 
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sebagaian keuntungannya untuk memberikan bantuan modal kepada 
mereka sebagai tanggung jawab perusahaan tersebut kepada 
masyarakat. Tentunya masyarakat nelayan, dalam mengelola modal 
tersebut dapat dilakukan dengan cara pengelolaan secara kelompok 
dengan pendampingan dari penyuluh agar dana tersebut dapat digunakan 
dengan maksimal dan bertanggung jawab. 
Adapun hasil wawancara dari Sekretaris Bappeda Bapak Drs. H. 
Faisal Sahing, M.Si menyampaikan bahwa: 
“Dalam rangka memberdayakan nelayan maka perlu adanya 
perencanaan yang matang dalam mengakomodasi kebutuhan 
nelayan akan modal dan sarana prasarana. Salah satu upaya itu 
adalah dengan adanya dukungan dari  Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diharapkan 
bisa memecahkan permasalahan bagi nelayan akan kebutuhan 
modal, tetapi dalam pelaksanaannya BPR belum menunjukkan 
hasil yang maksimal”. (Wawancara, 29 Maret 2017) 
Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membuka 
kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan kecil, dapat 
dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pelaku usaha, pemilik 
kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil. Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah memfasilitasi berbagai produk dan hasil tangkapan 
nelayan dengan memberikan informasi dan keahlian memperlakukan hasil 
tangkapan juga produk olahan hasil tangkapan, serta menjembatani 
pelaku usaha dengan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam 
dalam usaha-usaha pemasarannya. Memberikan kemudahan-kemudahan 
dalam akses permodalan demi peningkatan produktifitas usaha nelayan. 
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Pemerintah daerah Takalar memfasilitasi nelayan dalam 
mendapatkan mitra usaha dalam hal mendapatkan permodalan, yang 
selama ini nelayan hanya mengandalkan modal yang diberikan oleh 
tengkulak atau juragan. Pemerintah daerahbekerjasama dengan 
pengusaha, dan nelayan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
ditangani oleh lembaga perbankan. Sebagaimana yang diutarakan oleh 
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan 
Petambak Garam, Bapak H. Nasaruddin, SP., MM. 
“Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Takalar melaksanakan program kementrian 
dalam memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi kelayakan 
untuk mendapatkan pembiayaan dari OJK, yang selanjutnya 
pemerintah Daerah bekerjasama dengan pengusaha besar untuk 
dikelola dalam penyaluran dana permodalan ke nelayan. 
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan yang 
memberikan rekomendasi bagi pengusaha dan nelayan untuk 
mendapatkan kucuran dana modal usaha sesuai aturan yang 
ditetapkan” (Wawancara, 17 Maret 2017) 
Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan melalui 
kemitraan usaha adalah adanya bentuk upaya pemerintah daerah dalam 
memfasilitasi pengusaha dan nelayan Takalar yang menangkap diluar 
wilayah perairan kabupaten Takalar.Pola kemitraan atau kerjasama antar 
pemerintah tersebut, dilakukan antara Pemerintah Takalar dengan 
pemerintah Kabupaten Fak-Fak dalam bentuk kerjasama operasional 
penangkapan telur ikan terbang/torani di wilayah perairan Kabupaten Fak-
Fak Provinsi Papua Barat, yang dituangkan dalam perjanjian tertulis atau 
nota kesepahaman sesuai dengan amanat undang-undang bahwa dalam 
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melakukan Kemitraan dimuat dalam perjanjian tertulis. Nota kesepahaman 
tersebut ditandatangani oleh kedua kepala daerah yang bersangkutan. 
Nota Kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam bentuk lampiran. 
Adapun wawancara dengan salah satu nelayan patorani Dg. 
Nambung mengatakan bahwa: 
“kami kalau pergi attorani (mencari telur ikan terbang) di fak-
fak membutuhkan modal yang besar. Jadi minta bantuan ke 
pengusaha-pengusaha agar dipinjamkan modal, nanti setelah 
pulang baru dikembalikan, ada juga berbentuk persenan tersendiri, 
biasanya para pengusaha yang uruskan maslah administrasi di 
Dinas Perikanan atau syahbandar di Makassar karena harus ada 
surat-surat kelengkapan baru bisa berangkat selain itu harus 
persetujan dari toko adat di fak-fak supaya na izinkanki mencari 
telur ikan terbang kalau tidak lengkap surat-surat bisa-bisa kami 
ditahan ataupun pulang tanpa ada hasil”. (Wawancara,28 Februari 
2017) 
Berdasarkan data wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa 
pemerintah daerah takalar telah berupaya melaksanakan tugas dan 
fungsinya terkait pemberdayaan nelayan, dengan cara melakukan 
kemitraan usaha dalam bentuk kerjasama lintas pemerintah dengan 
mengandalkan sektor perbankan dan pengusaha dalam melakukan 
kemitraan dengan nelayan yang diharapkan melalui kerjasama tersebut 
nelayan dapat lebih berdaya. Peran pemerintah dalam kemitraan usaha 
dapat dikatakan masih bersifat pasif dalam melakukan kemitraan usaha. 
Meskipun pemerintah telah berupaya dalam memfasilitasi nelayan 
dalam mendapatkan mitra. Tetapi dilain sisi masih ada masyarakat yang 
masih sulit dalam mendapatkan mitra usaha yang bisa membantu 
mengembangkan usaha perikanan tangkap. Seperti yang diutarakan oleh 
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Kepala Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
Informasi Perikanan, Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan 
Petambak Garam. Bapak Muh. Suaib Kawang, S.Sos 
“nelayan kita tidak mau repot dengan syarat-syarat berkas 
administrasi yang rumit, dan alur pengurusan yang panjang mulai 
dari tingkat desa sampai peninjauan dari mitra usaha. Selain itu 
posisi tawar nelayan sangat rendah untuk dilirik oleh mitra usaha 
jika hanya bentuk individu. Oleh karena itu kami mendorong agar 
nelayan dapat berkelompok sehingga posisi tawarnya meningkat” 
(Wawancara, 23 Maret 2017). 
 Hal yang sama disampaikan oleh Dg. Ngewa sebagai salah 
seorang nelayan bahwa: 
“saya sudah lama bekerjasama dengan bos papalele 
(Juragan). Hanya modal kepercayaan saja sudah nabantumaki 
dapat ongkos untuk turun melaut. Sebagai balasannya saya 
menjual hasil tangkapanku tidak ke orang lain hanya pada bos 
papalele”. Kalau pergiki ke bank cari pinjaman susahki karena 
banyak surat-surat yang harus diurus ada juga jaminannya. Bank 
juga lihat-lihat orang yang mau diberikan pinjaman prosesnya juga 
lama, sedangkan maumaki pakai besoknya” 
Berdasarkan wawancara di atas Permasalahan nelayan sulit 
mendapatkan mitra usaha yang saling menguntungkan karena kurangnya 
tingkat kepercayaan dari lembaga pembiayaan seperti perbankan untuk 
memberikan modal usaha, karena kondisi nelayan yang penghasilannya 
tidak menetap berbeda dengan usaha nelayan pembudidaya ikan yang 
prospeknya jelas. Selain itu nelayan juga terkendala dengan proses 
administrasi yang rumit, sehingga alternatif terakhir bagi nelayan adalah 




4.3.4. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi 
Ketersediaan sarana pengetahuan tentang teknologi dan informasi 
serta kelembagaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kuat 
tentunya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan 
nelayan, harus ditumbuhkan kesadarannya mengenai kebutuhannya 
terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang baru 
menyangkut mata pencahariannya. 
Sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2016, Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban 
memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
informasi.Kemudahan akses sebagaimana dimaksud meliputi: 
a) penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
b) kerja sama alih teknologi; dan 
c) penyediaan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan informasi. 
Penyediaan informasi sebagaimana dilakukan oleh pusat data dan 
informasi Perikanan dan Pergaraman.Informasi yang disampaikan harus 
akurat dan cepat berdasarkan data yang mutakhir.Pusat data dan 
informasi Perikanan dan Pergaraman harus menyajikan informasi secara 
akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh 
Nelayan, termasuk keluarga Nelayan yang melakukan pengolahan dan 
pemasaran serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat. 
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Pemerintah daerah Kabupaten Takalar melalui Dinas Perikanan 
dan Kelautan berupaya memberikan pelayanan informasi, ilmu 
pengetahuan dan teknologi kepada nelayan dengan adanya pusat 
informasi perikanan yang dibangun di Kawasan Wisata Bahari Pulau 
Sanrobengi. Hal ini bertujuan agar nelayan semakin cerdas dalam 
mencari informasi yang cepat dan tepat. Penyediaan informasi paling 
sedikit memuat informasi tentang: potensi sumber daya Ikan dan migrasi 
Ikan, potensi lahan dan air, sarana produksi, ketersediaan bahan baku, 
harga Ikan, harga Garam, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim, 
cuaca, dan tinggi gelombang laut, wabah penyakit Ikan, pendidikan, 
pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, dan pemberian subsidi dan 
bantuan modal. 
Dukungan akses informasi yang diberikan kepada nelayan adalah 
bentuk peran dinas perikanan dan kelautan yang bekerjasama dengan 
instansi penyediaan informasi seperti badan LAPAN. Penyediaan fasilitas 
untuk kemudahan akses informasi bagi nelayan telah dijelaskan dan 
sesuai amanat undang-undang bahwa Kementerian dan/atau lembaga 
Pemerintah non-Kementerian yang berwenang terhadap informasi 
berkewajiban menyampaikan kepada pusat data dan informasi Perikanan 
dan Pergaraman. 
Secara teknis penyampaian informasi kepada nelayan dijelaskan 
oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan 
Petambak Garam H. Nasaruddin, SP., MM 
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“Kami mendapatkan akses informasi dari badan-badan riset 
seperti LAPAN mengenai penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi, selanjutnya kami sodorkan kepada tim penyuluh 
melalui proses briefing setiap bulannya. Setelah itu para tim 
penyuluh memberikan akses informasi kelapangan dan sasarannya 
adalah masyarakat nelayan dan keluarganya.” (Wawancara, 17 
Maret 2017) 
Meskipun pemerintah daerah telah memberikan fasilitas untuk 
kemudahan akses informasi, tetapi belum bisa mengakomodasi seluruh 
kebutuhan informasi kepada nelayan. Sesuai dengan penjelasan dari 
Bapak Drs. H. Asbar, M.Si 
“Di Pulau Sanrobengi ada kantor balai pusat informasi 
perikanan, SDM yang akan mengelola pun sudah disiapkan tapi 
kami menyadari pengelolaannya belum efektif dan belum 
memberikan hasil yang maksimal akan kebutuhan informasi bagi 
nelayan, kami menyadari kemudahan akses informasi belum begitu 
lengkap, karena masih terkendala dengan kurangnya fasilitas 
penunjang seperti peralatan atau teknologi yang akan digunakan. 
(Wawancara, 10 Maret 2017) 
Penggunaan alat teknologi moderen di lingkup nelayan juga masih 
sangat terbatas dan penggunaannya juga dalam skala kecil, seperti yang 
diutarakan oleh salah seorang nelayan yang memiliki cukup pengetahuan 
menggunakan teknologi alat penangkapan ikan seperti GPS dan Spinder 
“sekarang bagusmi karena adami alat canggih untuk tahuki 
lokasi penangkapan yang bagus, tinggal lihat menggunakan alat 
teknologi dulu susah mengandalkan perkiraan saja. Alatnya juga 
ada bantuan dari pemerintah, Tapi terkadang saya masih bingung 
menggunakannya ” (Wawancara, 28 Februari 2017) 
Hal yang sama diutarakan oleh Bapak Muhammad Dg. Nanjeng 
selaku masyarakat nelayan 
“masih sulitki dapat informasi tentang cara-cara 
menggunakan alat tangkap yang bagus, informasi harga pasaran 
hasil laut jugasaya tidak tahu, kadang naik kadang turun, 
tergantung situasi kalau banyak ikan biasanya harganya murah, 
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tapi kalau sedikit ikan harganya bisa tinggi, tapi ada juga harga 
yangditentukanji sama bos papalele (juragan)” (Wawancara, 23 
Maret 2017) 
Bapak Muh. Suaib Kawang S.Sos selaku Kepala Seksi Kemitraan 
Usaha, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Informasi Perikanan, 
Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam 
mengutarkan  tanggapan atas keluhan yang disampaikan oleh nelayan. 
bahwa: 
“Nelayan cenderung tidak terlalu mempersoalkan informasi 
terkait kemudahan akses informasi khusunya yg berkaitan dengan 
perkiraan kondisi cuaca dilaut karena mereka sudah memiliki 
pengetahuan yang diwariskan oleh leluhurnya, tetapi memang 
penting memberikan informasi bagi nelayan terkait penggunaan 
teknologi penangkapan ikan terbarukan dan ramah lingkungan, 
serta informasi harga komoditi dipasaran yang selama ini nelayan 
sulit mendapatkannya”. (Wawancar, 23 Maret 2017) 
 
Berdasarkan wawancara di atas fasilitas yang disiapkan oleh 
pemerintah belum bisa mengakomodasi kebutuhan nelayan akan 
informasi khususnya yang berkaitan mengenai harga pasaran hasil laut. 
Kurangnya informasi yang didapatkan oleh nelayan menyebabkan harga 
pasaran hasil laut mengikuti mekanisme pasar dan sangat rentan 
dikendalikan oleh para tengkulak. Nelayan membutuhkan data mengenai 
sumber daya ikan dan fasilitas pendukung yang memadai, data sumber 
daya ikan diperlukan untuk mengetahui pergerakan sumber daya ikan 
agar dapat dengan mudah menangkap ikan namun informasi data 





4.3.5. Kelembagaan Nelayan 
Pentingnya kelembagaan yang ditaati oleh anggota komunitas 
nelayan, sehingga kepentingan dan tujuan yang telah disepakati bersama 
dapat dilaksanakan dengan baik serta kapasitas lembaga/organisasi yang 
memperlihatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam memobilisasi 
sumber-sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah-
masalah dalam komunitas nelayan. Hal ini tidak terlepas dari peranan 
individu, kelompok, pemerintah, dan organisasi/lembaga yang tumbuh dari 
masyarakat mencerminkan orisinalitas daerah tersebut. 
Melalui kelembagaan inilah nelayan dapat mengembangkan 
dirinya, memudahkan kelompok untuk mendapatkan akses permodalan 
dan pasar. Kelembagaan kelompok perlu diperkuat, dibimbing dan 
didampingi agar kelembagaan kelompok ini nantinya dapat mandiri baik 
dalam menjalankan usahanya, ataupun dalam mengatasi kesulitan akses 
permodalan maupun pemasaran. 
Dalam penyelenggaraan Kelembagaan Nelayan Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk 
pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk. Jika dalam hal 
Kelembagaan belum terbentuk, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya 
Kelembagaan. Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, 
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dan kearifan lokal. Kelembagaan yang berkaitan dengan pemberdayaan 
nelayan melalui dukungan kelembagaan dapat berbentuk: 
a) pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat; 
b) kelompok Nelayan; 
c) kelompok usaha bersama; 
d) kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan; 
Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 
menyebutkan bahwa Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil 
dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan 
lokal.Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan 
penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui: 
a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;  
b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan  
c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil. 
Dukungan Kelembagaan bagi masyarakat nelayan yang dilakukan 
oleh Pemerintah daerah Kabupaten Takalar adalah dengan mendorong 
peningkatan daya masyarakat dalam membentuk kelompok-kelompok 
nelayan, atau Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kelompok Usaha 
Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang 
dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau 
musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama 
untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama 
guna meningkatkan pendapatan anggota. 
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Kelembagaan dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, 
atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan termasuk keluarga Nelayan 
yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Dengan adanya dukungan 
kelembagaan sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar 
menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan 
Usaha Perikanan. Tugas dari Kelembagaan adalah sebgai berikut: 
a) meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam 
mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan; 
b) memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam 
mengembangkan kemitraan usaha; 
c) menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; 
dan 
d) membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok 
dalam Usaha Perikanan. 
Adapun hasil wawancara dengan salah seorang dari Penyuluh 
Perikanan Bapak Saharuddin Dg. Tunru, S.Pi mengatakan bahwa: 
“Beberapa nelayan sudah sadar akan pentingnya 
kelembagaan jadi mereka semakin giat dalam membentuk 
kelompok. Seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), nelayan 
berkumpul dalam satu wadah, untuk mempermudah penyaluran 
bantuan, semua itu merupakan upaya dalam memberdayakan 
masyarakat nelayan. Sesuai aturan kedepannya mengharuskan 
kelompok sudah diakta notariskan jika mengajukan bantuan 
(Wawancara, 1 Maret 2017) 
Hal senada disampaikan oleh Seperti yang diutarakan oleh Bapak 




“untuk mengakomodasi kebutuhan nelayan pemerintah 
daerah telah menyiapkan dalam bentuk kelembagaan bagi nelayan. 
Agar dapat meningkatkan posisi tawar bagi nelayan untuk lebih 
mudah mendapatkan mitra dalam hal permodalan” (Wawancara, 17 
Maret 2017) 
Meskipun Pemerintah Daerah telah berupaya mendorong 
terciptanya kelompok-kelompok nelayan, tetapi pada pelaksanaannya 
nelayan kurang memanfaatkannya dan hanya terbatas pada saat 
menginginkan bantuan. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang 
anggota kelompok nelayan (KN) 
“Kami membentuk kelompok nelayan pada saat memenuhi 
persyaratan dari Dinas Perikanan dan Kelautan untuk diberikan 
bantuan karena dinas hanya memberikan bantuan dalam bentuk 
kelompok” (Wawancara, 22 Maret 2017) 
 
Informasi lain disampaikan oleh salah satu anggota kelompok 
nelayan (SL)  dan memperkuat informasi bahwa: 
“kelompok kami hanya aktif pada saat ada undangan dari 
pemerintah atau pihak lain untuk menghadiri acara-acara seperti 
ada sosialisasi atau penyuluhan. Selain itu kelompok kami aktif jika 
ada agenda penting yang perlu dibahas bersama anggota. Jadi 
tidak ada kegiatan rutin. Setelah itu kelompok kami vakum tidak 
ada kegiatan karena kami sibuk melaut.” (Wawancara, 22 Maret 
2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 
pembentukan kelompok hanya didasari atas satu tujuan yakni inisiatif 
nelayan jika membutuhkan bantuan, setelah itu kelembagaan nelayan 
dalam bentuk kelompok kurang dimaksimalkan untuk dipergunakan 
menjadi wadah pembelajaran, bertukar informasi bagi para nelayan, 
artinya kelembagaan nelayan kurang aktif hanya bersifat syarat formalitas 
dalam mendapatkan bantuan saja. Oleh karena itu pemerintah daerah 
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perlu memberikan perhatian khusus terkait kegiatan pembinaan yang 
dapat mengaktifkan kelembagaan nelayan sebagai alat dalam 
pemberdayaan masyarakat nelayan. 
Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh 
Nelayan, berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan 
investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan.Gabungan, 
asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan bertugas: 
a) mengembangkan kemitraan usaha; 
b) meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan 
c) memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan 
kemampuan. 
Penguatan kelembagaan di kalangan masyarakat nelayan dapat 
membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam 
bentuk kelompok-kelompok yang meninjau kebutuhan mereka. Melalui 
kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar 
masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi, serta menadi sebuah 
pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara 
mandiri. 
Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya di bidang 
perikanan dan kelautan di Kabupaten Takalar terdapat kerja sama antara 
berbagai lembaga pemerintahan, sektor privat dan lembaga 
kemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut dapat diklasifikasikan 
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berdasarkan perannya dalam pengelolaan sektor perikanan dan kelautan 
berikut ini: 
1. Dinas Perikanan dan Kelautan, sebagai salah satu perangkat teknis 
daerah yang mengurusi urusan pemerintahan di bidang perikanan 
dan kelautan baik itu dalam hal pengelolaan, pelaksanaan program 
maupun pemberdayaan masyarakat khusunya masyarakat 
nelayan. 
2. Dinas Koperasi UMKM, Perindag Tamben, mempunyai peran 
dalam pemberdayaan UMKM khususnya industri kecil atau industri 
rumah tangga perikanan yang ada di Takalar. Secara umum ada 
tiga peran penting yang dijalankan oleh yaitu pemberdayaan, 
pembinaan dan pemasaran. 
3. Dinas Ketahanan Pangan  melakukan peran  pendampingan dan 
penyuluhan perikanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat 
pesisir khusunya nelayan 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 
memiliki peran melakukan pemberdayaan masyarakat ditingkat 
Desa khusunya masyarakat nelayan. 
5. Pemerintah Kecamatan. Fungsi camat yakni mengkoordinasi 
semua stackholder yang ada di kecamatan yang membidangi 
pengembangan potensi perikanan dan kelautan dan pemberdayaan 
masyarakat nelayan. Jadi kecamatan sebagai mediasi antara 
pemerintah daerah dengan pemerintah desa sehingga terjalin 
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interkoneksi antara semua pemangku kepentingan dalam rangka 
mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemerintah kecamatan juga 
memantau, mengawasi dan memfasilitasi program-program kerja 
yang akan dilakukan setelah mendapat petunjuk teknis dari dinas 
perikanan dan kelautan, 
6. Pemerintah Desa/Kelurahan, menampung asprasi dari masyarakat 
berdasarkan keinginan lalu menyampaikan ke dinas terkait. Selain 
itu, Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan mediasi ke Dinas 
terkait jika ada masyarakat nelayan yang ingin bermohon bantuan 
dan ingin membuat Surat Izin Usaha Penangkapn (SIUP), surat 
kapal dan dokumen nelayan lainnya ke Dinas Perikanan dan 
Kelautan. 
7. Lembaga privat yang ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat 
nelayan yang menwarkan jasa keuangan adalah lembaga 
perbankan selaku otoritas jasa keuangan dalam hal ini BNI, BRI, 
Bank Sulselbar dan Bank Mandiri sebagai penyedia pinjaman dana 
Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu ada BUMD yakni Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan akses permodalan 
usaha bagi nelayan. 
Peran pemerintah daerah bisa diposisikan dalam kegiatan-kegiatan 
manajerial dalam memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan, 
serta pendidikan mengenai manajemen usaha perikanan. Harapannya 
lewat kelembagaan yang kemudian terbentuk adalah mendorong modal 
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sosial para nelayan sehingga lebih memiliki kekuatan secara sosial dan 
ekonomi yang mandiri. Pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai 
peran penting pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang 
mandiri pada akhirnya. 
Pengembangan perikanan dilakukan melalui upaya peningkatan 
produktivitas dan efisiensi usaha, yang pada gilirannya akan dapat 
meningkatkan produksi hasil perikanan yang diarahkan untuk peningkatan 
komsumsi, pendapatan asli daerah, dan peningkatan penyedian bahan 
baku untuk industri perikanan. Peningkatan produksi tersebut diupayakan 
agar dapat meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha masyarakat nelayan, serta mendorong pertumbuhan industri 
perikanan dan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya perikanan 
yang dapat menunjang pembangunan daerah. 
4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat 
Nelayan di Kabupaten Takalar 
Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan faktor-faktor  
yang mempengaruhi proses pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya. 
4.4.1. Faktor Pendukung 
1. Bantuan Modal Usaha 
Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memberikan bantuan 
modal ke nelayan dalam tidak dalam bentuk uang tunai secara langsung 
atau tetapi diberikan berupa barang, seperti alat tangkap. Mekanisme 
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penyalurannya tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui 
penyuluh perikanan kepada kelompok nelayan yang mendapatkan 
bantuan dengan cara memberikan pendampingan pada saat pembelian 
barang/alat tangkap sesuai dengan permintaan pada proposal 
permohonan bantuan. 
Adapun hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan 
Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Bapak H. Nasaruddin. 
SP. MM 
“Bantuan didapatkan dengan cara setiap kelompok nelayan 
atau kelompok usaha bersama (KUB)  mengajukan permohonan 
kepada dinas tekait, setelah itu ada tahapan verifikasi berkas 
administrasi persyaratan sebelum dilakukan proses pencairan. 
Pada proses pencairan dana bantuan tim penyuluh atau 
pendamping memfasilitasi dan mendampingi kelompok nelayan 
untuk membeli barang yang dibutuhan nelayan sesuai dengan 
proposal yang diajukan” (Wawancara, 17 Maret 2017) 
Berdasarkan wawancara di atas pemerintah daerah telah 
mendukung kegiatan pemberdayaan nelayan melalui pemberian modal 
usaha atau alat tangkap. Pemerintah Daerah dalam menyalurkan bantuan 
tidak lagi memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk uang tunai, 
tetapi langsung dalam bentuk barang berupa alat tangkap seperti jaring, 
perahu, teknologi GPS atau Spinder dan lain sebagainya. Seperti yang 
diutarakan oleh Bapak H. Nasaruddin, SP. MM, selaku Kepala Bidang 
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam 
“nelayan tidak lagi diberikan bantuan secara uang tunai. 
Walaupun kami mencairkan dananya dalam bentu tunai, tetapi 
dalam penyaluran ke kelompok masyarakat nelayan kami 
memberikan amanah kepada setiap PPL atau Pendampin 
Penyuluh Lapangan agar difasilitasi untuk membelanjakan uang 
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dengan barang sesuai yang diinginkan oleh nelayan berdasarkan 
isi proposal. Setelah itu dalam bentuk pelaporan PPL menyertakan 
nota atau bukti pembelian barang tersebut. (Wawancara, 1 Maret 
2017) 
Nelayan juga yang ingin mendapatkan bantuan tidak boleh secara 
individu. Namun, jika pelaku usaha perikanan yang menginginkan bantuan 
harus berbentuk kelompok, dengan mengajukan permohonan dalam 
bentuk proposal ke Pemerintah Daerah. Seperti yang diutarakan oleh 
salah seorang kelompok nelayan Very Sejahtera 
“kelompok kami mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan 
dan kelautan berupa peralatan usaha perikanan yakni keranjang 
ikan yang jumlahnya ada 100 buah, yang selanjutnya kami bagi-
bagikan ke semua anggota kelompok dari 10 anggota kami. Kami 
sangat terbantu dengan bantuan itu meskipun jumlahnya belum 
semuanya memenuhi kebutuhan anggota kelompok kami ” 
(Wawancara 20 Maret 2017) 
Pemerintah juga memberikan bantuan kepada keluarga nelayan 
dalam menambah penghasilan keluarga melalui kegiatan industri 
pengolahan hasil laut. seperti yang diutarakan oleh salah satu anggota 
kelompok pengolahan hasil laut  Ibu Jumasiah Dg. Ratu 
“Kami merasa sangat terbantu dengan bantuan yang 
diberikan oleh pemerintah, tentunya akan sangat bermanfaat bagi 
kelompok kami untuk meningkatkan produksi pengolahan hasil laut. 
Kelompok kami mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan dan 
Kelautan berupa peralatan pengolahan bakso seperti, mesin cetak 
bakso, mesin giling daging, mixer adonan, freezer dan meja. jelas” 
(Wawancara, 15 Maret 2017) 
Sumber daya modal adalah sumber daya yang dibuat oleh manusia 
baik berupa uang maupun modal barang dan digunakan untuk membantu 
kegiatan produksi. Modal merupakan faktor penunjang dalam 
berwirausaha, tanpa adanya uang dan barang usaha tidak akan mampu 
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berjalan. Modal diperlukan agar bisa menghasilkan berbagai macam 
barang dan jasa dengan cepat dan efisien. 
2. Kuantitas Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia merupakan faktor pendukung yang sangat 
penting dan memberikan kontribusi besar dalam pemberdayaan nelayan. 
Dari sisi kuantitas modal manusia yang dimiliki Kabupaten Takalar di 
sepanjang 6 kecamatan pesisir sangat besar dan potensi penduduk yang 
bekerja sebagai nelayan. Penduduk yang besar akan menjadi aset 
pembangunan jika SDM yang dimiliki berkualitas, dan sebaliknya 
penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan jika 
produktifitasnya rendah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu 
mendukung peningkatan Kualitas SDM dengan mengupayakan 
peningkatan keahlian dan keterampilan nelayan. 
Berdasarkan pengamatan dan data dilapangan jumlah SDM 
nelayan di Takalar menjadi potensi yang besar dalam pemberdayaan 
masyarakat nelayan dan dapat menujang pembangunan di sektor sosial 
ekonomi dan pengelolaan perikanan dan kelautan yang dapat 
mensejahterakan nelayan, sehingga penduduk yang besar dapat menjadi 
faktor pendorong pemberdayaan masyarakat nelayan di Takalar. Seperti 
yang diutarakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Bapak H. Nasaruddin SP., MM. 
“Nelayan di Takalar jika dilihat dari jumlahnya yang sampai 
ribuan merupakan potensi yang besar jika mampu untuk 
diberdayakan. Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan potensi 
perikanan maka pemerintah daerah memberikan perhatian pada 
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para nelayan dan keluarganya agar lebih sejahtera”. (Wawancara 1 
Maret 2017) 
 
Selain itu sistem sosial budaya masyarakat nelayan di Kabupaten 
Takalar masih kental akan prinsip nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas 
sosial yang masih tinggi menjadi potensi dan dapat dimanfaatkan dalam 
menghadapi permaslahan yang ada. SDM Nelayan Takalar khususnya di 
wilayah Galesong Raya secara historis juga dikenal dengan pelaut ulung 
dan pemberani dalam mengarungi lautan nusantara. Seperti yang 
diutarakan oleh Ibnu Hajar Dg. Ngerang selaku salah seorang Tokoh 
Masyarakat Nelayan 
“nelayan galesong terkenal dengan keberaniannya 
mengarungi lautan dengan modal nekat karena ada beberapa 
diantaranya tidak menggunakan perahu dengan spesifikasi yang 
sesuai dengan jangkauan area tangkapan yang luas dan jauh. 
Artinya mereka tidak mempersoalkan aspek keselamatan, dan tidak 
menyediakan alat keselamatan berupa pelampung dan hanya 
mengandalkan peralatan seadanya” (Wawancara, 1 Maret 2017) 
 
3. Sarana dan Prasarana 
Kawasan pesisir di Kabupaten Takalar merupakan pusat kegiatan 
nelayan. Pemerintah daerah telah menyediakan infrastruktur seperti 
Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Beba di Desa Tamasaju, dan tempat 
pelelangan ikan yang tersebar di desa pesisir, sebagai sarana tempat 
bongkar muat dan pemasaran hasil perikanan dari nelayan ke pedagang 
ikan. Selain itu pemerintah daerah telah membangunan akses jalan 
nelayan dan jalan produksi yang sangat membantu aktivitas dari nelayan 
dalam hal pemasaran hasil perikanan. 
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Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa Tamasaju yakni 
Bapak H. Baso Salle 
“Pemerintah telah memberikan perhatian kepada nelayan 
dengan memberikan fasilitas PPI Beba, yang berfungsi sebagai 
tempat pendaratan ikan untuk masyarakat nelayan yang tidak 
hanya digunakan oleh masyarakat setempat tetapi juga 
dimanfaatkan oleh orang-orang dari luar daerah seperti masyarakat 
pulau-pulau di Takalar dan Pangkep” (Wawancara, 28 Februari 
2017) 
 
Hal yang sama diutarakan oleh salah seorang nelayan Bapak 
Jaharuddin Dg. Sija yang memanfaatkan PPI Beba sebagai tempat 
pemasaran hasil laut. 
“pelelangan ikan di beba ini sudah lama ada, pemerintah 
juga baru memperbaiki fasilitas yang ada dipelelangan ikan ini. 
Tempat ini sangat membantu nelayan seperti saya menjual ikan 
dan berdagang untuk mencari nafkah keluarga di rumah.” 
(Wawancara, 28 Februari 2017) 
Adapun hasil wawancara dengan Camat Galesong Utara 
mengutaran bahwa: 
“sejauh ini kepedulian pemerintah dengan peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan nelayan semakin diperhatikan 
dengan memberikan akses fasilitas yang dapat menunjang 
kegiatan usaha perikanan, seperti penyedian akses jalan nelayan, 
dan perbaikan fasilitas pelelangan ikan” (Wawancara 15 Maret 
2017). 
 
Dari pemaparan hasil wawan cara diatas, dapat diketahui bahwa 
pemerintah daerah telah berupaya dalam memberdayakan nelayan 
melalui perbaikan dan menyiapkan sarana prasarana. Sarana prasarana 
usaha perikanan yang sangat memadai baik dalam proses penangkapan, 
pembudidayaan, penanganan dan pengolahan hasil, pemasaran hasil 
serta pengelolaan sumberdaya perikanan. Sarana dan prasarana 
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kawasan perikanan ini meliputi sarana pelabuhan pendaratan kapal dan 
ikan, guna pemasaran hasil tangkapan, selain itu akses jalan ke wilayah 
pesisir dan kemudahan akses ke wilayah tangkapan. 
4. Kebijakan Pemerintah 
Salah satu faktor pendukung pemberdayaan nelayan di Takalar 
adalah adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi 
nelayan agar mendapatkan hak-haknya dalam bentuk perlindungan disaat 
menjalankan aktifitas melaut. 
Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam 
mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan adalah menfasilitasi 
program-program pusat agar dapat terserap dengan baik seperti program 
kementrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan yakni 
kebijakan mengenai asuransi bagi nelayan dan pekerja beresiko sebagai 
bentuk perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan. 
Kabupaten Takalar saat ini merupakan salah satu daerah yang 
nelayannya menerima jaminan perlindungan diberikan dalam bentuk 
Asuransi nelayan sebagai program dari Pusat (Kementerian Kelautan dan 
Perikanan). Bentuk program berupa Asuransi Seumur Hidup 
pendanaannya bersumber dari APBN Rp 5 milyar per tahun, premi 
Rp.5.000.000,00 per orang per tahun, dengan jumlah klaim meninggal 
Rp.35.000.000,00. Peserta nelayan yang sudah tertampung asuransi di 
Kabupaten Takalar sebanyak kurang lebih 6000 nelayan laki-laki yang 
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dipilih berdasarkan database kartu nelayan.  Seperti yang diutarakan oleh 
Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan H. Asbar, M.Si 
“Takalar merupakan daerah yang mendapatkan jatah kuota 
asuransi nelayan terbesar di Sulsel yakni kkurang lebih 6000 
nelayan. Jadi hampir semua nelayan telah kami asuransikan. 
Asuransi nelayan ini bertujuan melindungi nelayan dalam 
menjalankan aktivitas di laut dari segala bentuk kecelakaan, 
ansuran atau preminya sendiri dibayarkan oleh pemerintah pusat. 
Jadi nelayan tidak dibebankan biaya apapun. (Wawancara, 1 Maret 
2017) 
 
Kepala Desa Saro dan Boddia mengutarakan manfaat yang 
dirasakan oleh warganya dengan adanya kebijakan asuransi nelayan 
yang secara langsung memberikan perlindungan dan jaminan kecelakaan 
pada saat melaut sebagai berikut: 
“program asuransi bagi nelayan sangat membantu nelayan 
dalam memberikan jaminan perlindungan aktifitas usaha perikanan 
dan sudah dirasakan manfaatnya oleh warga kamidan sudah ada 
beberapa nelayan yang mengajukan claim dengan besaran yang 
berbeda-beda sesuai dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang 
dialami nelayan.” (wawancara 2 Maret 2017) 
 
Hal yang sama diutarakan oleh salah seorang nelayan di Desa 
Saro’ yang mengalami kecelakaan pada saat melaut 
“Saya sangat terbantu sekali dengan program asuransi yang 
diberikan oleh pemerintah, saya mengalami kecelakaan tabung gas 
yang meledak yang mengakibatkan saya dan salah seorang anak 
buah kapal mengalami luka bakar. Pemerintah memberikan 
asuransi nelaya dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan dana 
santunan yang sangat bermanfaat untuk digunakan berobat.” 










4.4.2. Faktor Penghambat 
1. Kapasitas Sumber Daya Manusia 
Selain menjadi faktor pendukung, sumber daya manusia juga 
menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan nelayan. Dari segi 
kuantitas SDM menjadi potensi sedangkan dari sisi keahlian yang menjadi 
permasalahan utama adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah 
karena tingkat pendidikan nelayan pada umumnya adalah SD atau SMP 
bahkan ada yang tidak tamat dan sama sekali tidak menempuh 
pendidikan. Pengetahuan didapatkan hanya berdasarkan pada 
pengalaman. 
Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat 
kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. 
Nelayan tidak bisa dikatakan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup 
nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup 
konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk 
persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli 
kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, 
yang justru semakin memperberat kondisi. 
Dari sisi kapasitas pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Takalar yang terbatas, tentunya akan kewalahan dalam 
mengakomodasi kebutuhan dan mengatasi permasalahan nelayan yang 
jumlahnya mencapai puluhan ribu. sehingga Dinas Perikanan dan 
Kelautan memerlukan bantuan pihak ketiga dalam membantu 
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penyelesaian tugas. Dengan pemberian tugas kepada pihak ketiga 
dikhawatirkan pihak yang diberi tugas tidak bertanggung jawab justru akan 
akan menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan dengan 
semestinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus cermat dalam 
memilih alternatif pihak ketiga yang diberikan tugas. 
Adapun hasil wawancara dengan kepala Bidang Pemberdayaan 
Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Bapak H. Nasaruddin, 
SP., MM mengatakan bahwa 
“Nelayan kita rata-rata hanya tamatan SD bahkan ada yg 
tidak pernah menempuh pendidikan sehingga kemampuan mereka 
terbatas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, mereka jarang 
memiliki keahlian dalam mengelola keuangan untuk digunakan 
dikemudian hari, inilah salah satu yang menghambat kami dalam 
memberdayakan nelayan karena upaya yang kami lakukan tidak 
serta merta dapat langsung diserap dan diterima oleh nelayan 
karena terkendala dengan SDM Nelaya itu sendiri.” (Wawancara, 
10 Maret 2017) 
 
2. Keterbatasan Anggaran 
Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan 
program pemberdayaan nelayan karena anggaran merupakan faktor 
penggerak kelancaran seluruh kegiatan elemen-elemen lembaga 
pemerintahan. Anggaran tersebut dapat diperoleh dari dana pusat 
(APBN), DAK-DAU, DKP Provinsi dan sumbagan pihak ketiga yang sah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Keterbatasan anggaran 
merupakan permasalahan klasik suatu program pemberdayaan tidak 
dapat berjalan dengan baik serta belum memenuhi kebutuhan nelayan. 
Seperti yang diutarakan oleh Bapak Drs. H. Asbar, M.Si 
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“kami sudah berupaya melakukan pemberdayaan kepada 
nelayan melalui pemberian modal usaha dan bantuan peralatan, 
tetapi anggaran terbatas untuk bisa mengakomodasi semua 
nelayan di Takalar yang jumlahnya puluhan ribu. Sehingga banyak 
diantara nelayan yang merasa tidak pernah diperhatikan oleh 
pemerintah” (Wawancara, 1 Maret 2017) 
Salah satu nelayan Bapak Arafah Dg. Gassing mengatakan bahwa: 
“saya selama melaut tidak pernah mendapat bantuan dari 
pemerintah, biasanya ada orang yang minta KTP sama KK, 
katanya untuk buat kelompok untuk dapat bantuan dari Dinas tapi 
tidak pernah ada tindak lanjut, dan uang atau barang tidak pernah 
sampai ke tangan saya” (Wawancara, 22 Maret 2017) 
Hal senada diutarakan oleh salah seorang dari LSM Lesmaga  
“Biasanya itu penyaluran bantuan tidak menyeluruh ke 
masyarakat, padahal proposalnya sudah lama dimasukkan ke 
Dinas terkait. Masyarakat juga sering dimintai dokumen seperti KTP 
dan KK, katanya dimasukkan sebagai kelompok nelayan sebagai 
prasyaratt mendapatkan bantuan tetapi realitanya nelayan tetap 
saja tidak mendapatkan apa-apa. (Wawancara, 1 Maret 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung fakta dilapangan dana 
yang dianggarkan dalam pemberdayaan nelayan dalam pemberdayaan 
masyarakat nelayan belum dapat mengatasi permaslahan nelayan seperti 
kemiskinan. Hal ini dikarenakan setiap program pemberdayaan 
masyarakat nelayan yang menerima bantuan adalah sebahagian orang 
tertentu. Sehingga program yang digulirkan hanya dinikmati oleh sebagian 
nelayan. Padahal anggaran merupakan salah satu pendorong 
pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Kekurangan dana akan 
menjadi penghambat dalam pemberdayaan karena bantuan yang 
diberikan tidak dapat menjangkau semua nelayan, dengan keadaan 
seperti itu kemiskinan tetap saja berlangsung seharusnya dana yang 
dianggarkan bisa dinikmati semua nelayan. 
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3. Keterbatasan Regulasi  
Pemberdayaan nelayan tidak terpelas dari peraturan dan kebijakan 
yang dijadikan sebagai pedoman dan legalitas program. Keterbatasan 
regulasi yang mengatur pemberdayaan Nelayan merupakan salah satu 
faktor penghambat pemberdayaan nelayan. Sejauh ini belum ada 
peraturan daerah yang secara khusus menangani pemberdayaan nelayan 
di Kabupaten Takalar dan hanya menggunakan Peraturan Bupati Nomor 
52 Tahun 2016 sebagai dukungan kelembagaan dinas yang khusus 
membidangi pemberdayaan nelayan. Selain itu pemerintah daerah 
berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku nasional untuk dijadikan 
dasar pemberdayaan pada masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar. 
Seharusnya pemerintah daerah memperkuat peran dan wewenang dalam 
memberdayakan nelayan dengan mengeluarkan Produk hukum, agar 
upaya tersebut dapat terarah dan berjalan optimal. 
Adapun hasil wawancara dengan salah seorang anggota Komisi 2 
DPRD Kabupaten Takalar mengatakan bahwa” 
“Selama ini landasan hukum di daerah dalam bentuk perda 
yang secara khusus menangani nelayan masih terbatas. Oleh 
karena itu pada tahun ini kami mengusulkan dalam agenda 
prolegda untuk dibuatkan perda mengenai pemberdayaan 
nelayan”. (Wawancara, 29 Maret 2017) 
 
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi sebanyak dua kali, 
kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah laut sejauh 4 mil sudah 
tidak ada lagi, dan telah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Sehingga 
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pengawasan pada daerah perairan Takalar semakin kecil. Seperti yang 
telah diutarakan oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bapak 
Drs. H. Asbar, M.Si 
“Kami hanya sebatas memberikan penyadaran kepada 
nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan 
seperti cantrang, tetapi dalam hal penindakan bukan kewenangan 
kami, tetapi kewenangan dari pemerintah provinsi, inilah salah satu 
faktor yang menghambat kami melakukan pemberdayaan terhadap 
masyarakat nelayan dalam melindungi hak-hak yang dapat 
merugikan nelayan kecil” (Wawancara, 1 Maret 2017) 
 
Camat Galesong Selatan, dan Galesong mengemukakan bahwa: 
“sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur secara 
khusus mengenai pemberdayaan nelayan dan hanya berpedoman 
pada peraturan perundangan nasional yang berlaku umum, jadi 
terkait kegiatan pemberdayaan nelayan. kami hanya memantau, 
mengawasi, dan memfasilitasi program-program pemberdayaan 
setelah mendapat petunjuk teknis dari Dinas Perikanan dan 
Kelautan. (Wawancara, 15 Maret 2017) 
 
Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 
keterbatasan regulasi dan aturan telah menghambat pemerintah daerah 
dalam melakukan pemberdayaan nelayan. Hal ini disebabkan pula pada 
kewenangan untuk menganggarkan program-program yang berkaitan 
dengan pemberdayaan nelayan juga dilakukan pada pemerintah provinsi. 
Selain itu keterbatasan kewenangan mengakibatkan pemerintah daerah 
kurang melakukan proses pengawasan dalam rangka melindungi hak-hak 
nelayan atas daerah perairan. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu 
memahami konsep bahwa laut di kabupaten/kota (0 sampai dengan 4 mil) 
melekat hak pengusahaan/pengelolaan bukan hak kepemilikan, hal ini 
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untuk menyelesaikan bentrok antar wilayah terkait perbedaan penafsiran 
tentang jenis alat tangkap yang tidak merusak lingkungan. 
4. Ketergantungan Pada Pemilik Modal 
Nelayan membutuhkan bantuan dan akses permodalan yang 
mudah, konsisten, dan berkelanjutan yang tidak memerlukan agunan dan 
persyaratan yang mudah. Hal ini melihat ketergantungan nelayan di 
Kabupaten Takalar khususnya nelayan kecil terhadap tengkulak masih 
kuat baik dalam hal permodalan dan pemasaran. Nelayan kecil 
memperoleh modal dari punggawa/tengkulak karena terkait dengan 
agunan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan bank dalam 
memperoleh kredit sulit. 
Kredit dari punggawa/tengkulak digunakan tidak hanya untuk 
modal, melainkan juga untuk keperluan kehidupan pribadi misalnya anak 
sekolah, keluarga ada yang sakit, perbaikan rumah, dan lain-lain. 
Pencairan kredit dari punggawa/tengkulak dapat dilakukan dengan cepat 
dan tidak berbelit-belit, hanya bermodalkan kepercayaan saja dan 
biasanya karena alasan kekeluargaan, sehingga nelayan kecil cenderung 
meminjam uang kepada punggawa/tengkulak, sedangkan proses 
pemberian kredit dari bank memerlukan syarat harus adanya 
jaminan/agunan dan prosesnya lama serta berbelit-belit. 
Ketergantungan pada punggawa menyebabkan harga ikan 
ditetapkan oleh punggawa/tengkulak tersebut sehingga tidak ada 
perlindungan nelayan kecil terhadap harga jual ikan tangkap. Nelayan 
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kecil berharap dapat menjadi nelayan mandiri yang dapat terlepas dari 
punggawa/tengkulak sehingga nelayan mandiri, dapat mensejahterakan 
kehidupannya sendiri, dan mendapat kehidupan yang layak. Seperti yang 
diutarakan salah seorang nelayan yang mengambil permodalan pada 
juragan atau tengkulak sebagai berikut: 
“saya sudah lama menggantungkan nasib dan dibantu 
dengan bos papalele atau punggawa jadi apapun yang mereka 
mau pasti kami turuti karena memang mereka yang selama ini 
menyambung hidup kami dilaut dengan memberikan bantuan 
modal atau hutang saat musim paceklik  tiba untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari”. (Wawancara, 28 Februari 2017) 
Hal yang sama diutarakan oleh Kepala Desa Boddia dan Desa 
Saro bahwa: 
“Nelayan Takalar khususnya nelayan kecil di Galesong 
masih lemah dalam hal permodalan sehingga lebih cenderung 
meminjam di papalelenya(juragan),  besaran ongkos yang mereka 
butuhkan juga tergantung dengan jarak akses penangkapan dan 
waktu penangkapan. Jika mereka ingin meminjam ke bank maka 
akan terkendala dengan proses administrasi dan jaminan yang 
berat dirasakan bagi nelayan khususnya warga miskin yang tidak 
memiliki jaminan. (Wawancara 11 Maret 2017). 
Sesuai hasil penjelasan di atas menjadi salah satu faktor yang 
menghambat dalam pemberdayaan nelayan sehingga nelayan merasa 
dirugikan dan sulit berkembang dan akhirnya akan semakin terlilit hutang 
karena adanya ketergantungan dengan pemilik modal yakni 
tengkulak/juragan/punggawa. Kemudahan permodalan yang ditawarkan 
oleh juragan tentunya dengan syarat nelayan diharuskan menjual hasil 
tangkapannya pada pemilik modal sehingga harga jual rentan dimainkan 
oleh para tengkulak Hal ini menyebabkan kerugian pada nelayan. Selain 
itu ketergantungan ekonomi nelayan juga berdampak pada kehidupan 
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sosial seperti dalam menentukan sikap politik pada saat pesta demokrasi 
dilangsungkan, nelayan tidak leluasa dalam menentukan pilhannya sesuai 
yang diinginkan tetapi rentan di arahkan oleh juragannya. Oleh sebab itu 
nelayan tetap saja berada dalam ketidakberdayaan. 
Hal ini sejalan dengan pendapat (Dault 2008). “Diawali dengan 
kemiskinan secara ekonomi, seterusnya berkembang menjadi kemiskinan 
dan kemelaratan sosial, budaya, hukum, dan pada akhirnya kemiskinan 
dalam politik. Suara mereka tidak ada harganya. Dapat dibeli dan dijual 
dengan harga murah. Ketika suara mereka sudah terbeli, mereka tidak 
ada apa-apanya lagi. Hanya hidup itu sendiri yang mereka punyai. Hidup 







Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar. Pada bab ini 
diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dianggap sebagai 
masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulisan 
selanjutnya. 
5.1. Kesimpulan 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah melakukan berbagai 
upaya dalam pemberdayaan nelayan dengan berdasar pada 
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang 
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. 
Selanjutnya dielaborasi ke dalam struktur kelembagaan dinas yang 
khusus membidangi pemberdayaan nelayan dengan terbitnya 
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar. Namun dalam 
pelaksanaannya, belum sepenuhnya optimal. Peran pemerintah 
dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap 
pemberdayaan dan perlindungan nelayan belum berkelanjutan 
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(suistainable) dan masih berorientasi proyek. Hal ini dapat dilihat 
dari kegiatan DPK Takalar  masih dalam hal tahap kajian-kajian, 
selain itu pendanaan terhadap pengembangan dan perlindungan 
terhadap nelayan masih minim belum terlihat prioritas daerah 
percontohan yang secara nyata sebagai pilot project. Peran 
Pemerintah dapat dikategorisasi menjadi lima upaya yaitu 
pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, 
kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan informasi serta kelembagaan nelayan. Pemerintah Daerah 
masih kesulitan memfasilitasi pelatihan, pendidikan, penyuluhan, 
dan pendampingan bagi nelayan karena masih terkendala dengan 
penyesuaian waktu sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi 
kegiatan, Nelayan masih sulit mendapatkan akses ilmu 
pengetahuan, teknologi dan informasi, khususnya yang berkaitan 
dengan harga komoditi dipasaran dan penggunaan alat tangkap 
modern. Selain itu kemitraan usaha dan dukungan kelembagaan 
bagi nelayan masih lemah ditandai dengan kecenderungan nelayan 
bergantung pada tengkulak/juragan khususnya dalam permodalan. 
Oleh sebab itu, berdaya atau tidaknya nelayan kecil, nelayan 
tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik, tergantung sejauh 
mana nelayan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh 
Pemerintah dan lingkungannya sehingga kemandirian 
berkelanjutan dapat tercapai. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat 
nelayan di Kabupaten Takalar meliputi faktor pendukung dan faktor 
penghambat. Faktor pendukung yaitu kuantitas sumber daya 
manusia, kebijakan pemerintah, bantuan modal usaha dan 
ketersediaan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat 
berupa kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, 
keterbatasan regulasi, dan ketergantungan dengan pemilik modal. 
5.2. Saran 
1. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang serius 
terhadap masyarakat nelayan dengan meningkatkan kegiatan 
pemberdayaan nelayan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, 
penyuluhan, pendampingan, peningkatan sarana dan prasarana, 
kemitraan usaha dan dukungan kelembagaan yang akan 
berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Disarankan 
menindaklanjuti setiap bentuk pemberdayaan yang telah 
diprogramkan khususnya dalam pemberian bantuan modal usaha 
dan alat tangkap agar tidak hanya sampai pada proses pemberian 
tetapi sampai pada proses evaluasi hasil sehingga program yang 
dijalankan tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu, Pemerintah 
Daerah perlu membuat regulasi khusus terkait pemberdayaan 
masyarakat nelayan di tingkat kabupaten khususnya Kabupaten 
Takalar sehingga upaya pemberdayaan nelayan yang dilakukan 
dapat optimal. Tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang 
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atau Peraturan Pemerintah yang sifatnya secara nasional dan 
berlaku umum.  
2. Pemerintah Daerah bersama stakeholder lainnya harus bekerja 
sama dalam dan saling bersinergi dalam pembangunan dan 
pemberdayaan nelayan khususnya di Kabupaten Takalar. Selain 
Penting memberikan pemahaman pada nelayan untuk aktif 
berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memberikan 
penyadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan 
ekosistem laut serta memperbaiki/merehabilitasi ekosistem yang 
rusak dan menciptakan habitat biota baru yang layak dengan 
mengikutsertakan nelayan. Pemberdayaan nelayan dapat berjalan 
maksimal dengan meminimalisir faktor penghambat dan 
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Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dimaksudkan untuk
pemberdayaan kelompok nelayan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya
kelautan pada jenis komoditi telur ikan terbang dengan tujuan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemberdayaan masyarakat pesisir
(masyarakat lokal dan pengusaha), kepastian hukum serta proteksi meliputi
pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan sebagai potensi Daerah
Kabupaten Fakfak;
Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah sebagai wujud
tindak lanjut dari Pertemuan Bisnis Perikanan yang difasilitasi oleh Unit
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada
tanggal 05 s/d 07 Mei 2014 di Sorong.
Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Ruang Lingkup Kerjasama meliputi :
a. Pemberian izin operasional pengumpulan telur ikan terbang kepada kapal
nelayan yang berasal dari Kabupaten Takalar di wilayah perairan laut Kabupaten
Fakfak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memfasilitasi terjalinnya kerjasama dengan pengusaha daerah/lokal Papua yang
berperan sebagai pengumpul hasil pengumpulan telur ikan terbang dan
penyediaan sarana produksi melaut;
c. Perlindungan dan keamanan berusaha bagi nelayan yang berasal dari
Kabupaten Takalar yang berusaha di wilayah perairan laut Kabupaten Fakfak,
dan sebaliknya nelayan yang berasal dari Takalar/luar daerah Kabupaten Fakfak
berkewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tindak
pidana, serta menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam
masyarakat adat Kabupaten Fakfak;
d. Penyediaan kebutuhan operasional untuk kegiatan pengumpulan telur ikan
terbang, berupa Bahan Bakar Minyak, Bahan Makaian dan Bahan keperluan
lainnya;
e. Memberikan jaminan, bahwa nelayan penangkap telur ikan terbang yang berasal
dari Kabupaten Takalar tersebut adalah nelayan legal yang ditunjukkan dengan
(2)
bukti kepemilikan KTP dan suraUdokumen perizinan kapal sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Memfasilitasi serta mensosialisasikan agar pengusaha asal Kabupaten Takalar
yang berusaha dalam pengumpulan telur ikan terbang di wilayah Kabupaten
Fakfak untuk :
- Menjalin kerjasama dengan pengusaha dearah/lokal papua dalam
pengelolaan usaha pengumpulan telur ikan terbang, meliputi pengolahan dan
pemasaran;
- Mensosialisasikan tentang pentingnya pengendalian lingkungan dan
melarang para nelayan asal kabupaten Takalar untuk menangkap induk ikan
- 
terbang (Cypsilurus Poecitopterus sp);
Mernberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten




(1) Setiap lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan
berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA yang ditindaklanjuti dalam
Perjanjian Kerjasama;
(2) Kedua belah pihak sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat, tidak
melekat terhadap hak dan kewajiban apapun antara kedua belah pihak sebelum
adanya Perjanjian Kerjasama;
(3) Hal-hal lain yang menyangkut teknis pelaksanaan operasional pengumpulan




Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh
kedua belah PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan
' 
.kesepakatan kedua belah PIHAK.
Pasal 5
. PEMBIAYA.AN
Pembiayaan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan
tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Pasal 6
KETENTUAN LAIN.LAIN
(1) Hal-hal yang belm diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut
dalam addendum berdasarkan kesepakatan antara kedua belah PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini merupakan kerangka dasar dalam hal pembuatan




Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap masing-
masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah




2009 2010 2011 2012 2013 2014
I Galesong Utara a Aeng Batu-batu 150
b Tamasaju 50 75
c Tamalate 125
d Bonto sunggu 50
e Bonto lebang 50
f Sampulungang 100
SERTIFIKAT SEHAT
No Kecamatan Desa / Kelurahan
JUMLAH(BIDANG) TAHUN PELAKSANAAN
Desa Kecamatan
1 Dg Ngemba Dsn. Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang Galesong
2 Dg Talli Dsn. Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang Galesong
3 Dg Nompo Dsn. Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang Galesong
4 Dg Tuppu Dsn. Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang Galesong
5 Dg Serre Dsn. Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang Galesong
6 Dg Gading Dsn. Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang Galesong
7 Mantang Rate Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
8 Rasyid Rate Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
9 Laja Kamaruddin Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
10 Limpo Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
11 Dg Saung Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
12 Dg Ngeppe Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
13 Dg Sutte Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
14 Dg Ngalli Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
15 Dg Nanring Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
16 Dg Nambung Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
17 Rasyid Dg Ngitung Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
18 Dg Sijaya Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
19 Ambo Dg Lira Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
20 Dg Mone Tala, Desa Pa'lalakkang Galesong
21 Dg Tola Tala, Desa Pa'lalakkang Galesong
22 Dg Ngago Tala, Desa Pa'lalakkang Galesong
23 Dg Muntu Tala, Desa Pa'lalakkang Galesong
24 Dg Sijaya Tala, Desa Pa'lalakkang Galesong
25 Dg Nai Makking Tala, Desa Pa'lalakkang Galesong
26 Dg Beta Tala, Desa Pa'lalakkang Galesong
27 Dg Ngawing Tala, Desa Pa'lalakkang Galesong
28 Dg Maro Tala, Desa Pa'lalakkang Galesong
29 Dg Muji Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
30 Dg Labbang Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
31 Dg Naba Tamasongo, Desa Bontosunggu Galesong Utara
32 Dg Timung Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang Galesong











1 BACO DG NAI 10 pk -          Rakkang 9,100,000             
2 MADO DG SILA 10 pk -          Rakkang 9,100,000             
3 SIRAJUDDIN 10 pk -          Rakkang 9,100,000             
4 UMAR 10 pk -          Rakkang 9,100,000             
5 SAINUDDIN DG NGAWING 10 pk -          Rakkang 9,100,000             
6 ASRI DG NABA 10 pk -          Rakkang 9,100,000             
7 JAMALUDDIN 10 pk -          Rakkang 9,100,000             
8 RUSDIN DG RALA 10 pk -          Rakkang 9,100,000             
9 MULYADI 10 pk -          Rakkang 9,100,000             
10 ABD. RAJAB 10 pk -          Rakkang 9,050,000             
11 MUSA DG TABA 10 pk -          Rakkang 9,050,000             
Total Rp100,000,000
RUB KELOMPOK NELAYAN PAPEKANG
RENCANA USAHA BERSAMA (RUB) PUMM 2015
1 Nama KUB : RAWAI RESKI
2 Alamat KUB : Tanringmata Desa Bontokanang Galesong Selatan
3 Nama Ketua KUB : Emba Dg Lau/A2B0C73.05.2015.004290
Mesin 
Bahan / Alat 
Penangkapan 
Navigasi / Alat 
Keselamatan 
Coolbox Total
0 1 2 3 4 5 6
1 Yuddin 6000.00 3700.00 0.00 0.00 9700.00
2 Kamrul 6000.00 3700.00 0.00 0.00 9700.00
3 Emba Dg Lau 6000.00 3700.00 3000.00 0.00 12700.00
4 Dudding Dg Nai 6000.00 3700.00 0.00 0.00 9700.00
5 Irwan 6000.00 3700.00 0.00 0.00 9700.00
6 Hamansah Dg Sese 6000.00 3700.00 0.00 0.00 9700.00
7 Basir Dg Tutu 6000.00 3700.00 0.00 0.00 9700.00
8 Zanri Dg Sanre 6000.00 3700.00 0.00 0.00 9700.00
9 Sudirman 6000.00 3700.00 0.00 0.00 9700.00
10 Haruddin Dg Nanring 6000.00 3700.00 0.00 0.00 9700.00
100.000.00
Nama Anggota 
Rincian Total RUB 
No 
---- Total RUB ----   # Seratus Juta Rupiah # 
KABUPATEN : TAKALAR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 ASSAMATURU Desa Bontokanang 085399789389 Pancing BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 04-08-2012
Galesong Selatan
2 PUTRA BAHARI Desa Kalongkong 085394796422 Rakkang / Bubu BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 08-08-2012
Galesong Utara
3 KUB TUMA'BIRING Desa Kalongkong 085342887646 Rakkang / Bubu BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 04-08-2012
Galesong Utara
4 KUB JULU ATIYA Desa Tamasaju 085298275606 Jaring BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 05-08-2012
Galesong Utara
5 KUB BURIKNA POPO Desa Popo 085399086284 Jaring BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 04-08-2012
Galesong Selatan
6 KUB KARYA BERINGIN Desa Tamalate 085399033340 Pukat Tarik BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 08-08-2012
Galesong Utara
7 KUB VERY SEJAHTERA Desa Tamalate 085394182569 Pancing BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 05-08-2012
Galesong Utara
8 KUB BUNGA LAUT Kelurahan Takalar Pancing BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 05-08-2012
Mappakasunggu
9 KUB NASRUL JAYA Desa Aeng Batu-batu 081355810140 Pukat Kantong BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 08-08-2012
Galesong Utara
10 KUB PABIRING KASSI Desa Aeng Batu-batu 082190909290 Pukat Tarik BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 04-08-2012
Galesong Utara
11 KUB SIPAKAINGA Desa Topotana 082190743443 Rakkang / Bubu BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 04-08-2012
Mappakasunggu
12 KUB TODDOPULIKU Kelurahan Takalar Pancing BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 05-08-2012
Mappakasunggu
MODAL KERJA INVESTASI
DATA PENYALURAN PEMBIAYAAN / PERMODALAN BAGI USAHA PENANGKAPAN IKAN










JENIS USAHA / ALAT 
PENANGKAP IKAN
















(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 KUB PAPPIDALLE Desa Mappakalompo Pukat Pantai BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 19-06-2013
Galesong Pancing Rawai
2 KUB SAMUDRA Desa Aeng Batu-batu Pukat cincin BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 25-07-2013
Galesong Utara Jaring Insang
3 KUB LAIKANG 4 Desa Laikang Pancing BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 25-07-2013
Mangarabombang Jaring Insang
4 PABOYA BAYAO Desa Boddia Bubu Rajungan BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 16-06-2013
Galesong Jaring Insang





DATA PENYALURAN PEMBIAYAAN / PERMODALAN BAGI USAHA PENANGKAPAN IKAN
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ALAT PENANGKAP 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 KUB LAUT BIRU Desa Kale Bentang Jaring Insang BRI PUMP 100,000,000 100,000,000 26-11-2014
Galesong Selatan









DATA PENYALURAN PEMBIAYAAN / PERMODALAN BAGI USAHA PENANGKAPAN IKAN








NO. KONTAK PERSON 
(TELP/HP)
JENIS USAHA / ALAT 
PENANGKAP IKAN











2013 1   -  Putra Lamangkia  -  Perahu fiber 1
 -  Mesin Honda 6.5 PK 1
 - Cool Box Insulasi 3
 -  Cool Box Gabus 2
 -  Keranjang Ikan 2
2    -  Sumber Laut  -  Perahu fiber 1
 -  Mesin Honda 6.5 PK 1
 - Cool Box Insulasi 3
 -  Cool Box Gabus 2
 -  Keranjang Ikan 3
3    -  Lakatong Indah  -  Perahu fiber 1
 -  Mesin Honda 6.5 PK 1
 - Cool Box Insulasi 2
 -  Cool Box Gabus 2
 -  Keranjang Ikan 2
4    -  Sahabat Laut  -  Perahu fiber 2
 -  Mesin Honda 6.5 PK 1
 - Cool Box Insulasi 3
 -  Cool Box Gabus 3
 -  Keranjang Ikan 3
5    -  Citra Laut  -  Perahu fiber 1
 -  Mesin Honda 6.5 PK 1
 - Cool Box Insulasi 3
 -  Cool Box Gabus 3
 -  Keranjang Ikan 3
6    -  Sehati  -  Perahu fiber 1
 -  Mesin Honda 6.5 PK 1
 - Cool Box Insulasi 3
 -  Cool Box Gabus 3
 -  Keranjang Ikan 3
7    -  Sejahtera  -  Perahu fiber 1
 -  Mesin Honda 6.5 PK 1
 - Cool Box Insulasi 3
 -  Cool Box Gabus 3
 -  Keranjang Ikan 3
8    - Reseki Bersama  -  Perahu fiber 1
 -  Mesin Honda 6.5 PK 1
 - Cool Box Insulasi 2
 -  Cool Box Gabus 2
 -  Keranjang Ikan 2
9    -  Matteke Indah  -  Perahu fiber 1
NAMA PENERIMA BANTUAN
BIDANG SUMBERDAYA KELAUTAN TAHUN 2013 - 2014
TAHUN NO JENIS BANTUAN JUMLAH
 -  Mesin Honda 6.5 PK 1
 - Cool Box Insulasi 2
 -  Cool Box Gabus 2
 -  Keranjang Ikan 2
10    -  Baji Minasa  -  Perahu fiber 1
 -  Mesin Honda 6.5 PK 1
 - Cool Box Insulasi 2
 -  Cool Box Gabus 2
 -  Keranjang Ikan 2
11    -  Lambotoa  -  Kendaraan roda 3 1
 -  Chist frezzert 1
 -  Coolbox insulasi 3
 -  Gerobak Dorong 1
 -  Keranjang Ikan 20
 -  Kaleng Pemasak 50
 -  Tungku Pemasak 10
12    -  Laut Biru  -  Kendaraan roda 3 1
 -  Coolbox insulasi 2
 -  Gerobak Dorong 1
 -  Keranjang Ikan 20
13    -  Rezky  -  Kendaraan roda 3 1
 -  Chist frezzert 1
 -  Coolbox insulasi 2
 -  Keranjang Ikan 14
14    -  Bina Bahari  -  Kendaraan roda 3 1
 -  Chist frezzert 1
 -  Coolbox insulasi 2
 -  Keranjang Ikan 10
15    -  Julukanaya  -  Chist frezzert 1
 -  Gerobak Dorong 1
 -  Coolbox insulasi 2
 -  Keranjang Ikan 20
16    -  Tamasongo  -  Chist frezzert 1
 -  Gerobak Dorong 1
 -  Coolbox insulasi 3
 -  Keranjang Ikan 20
 -  Kaleng Pemasak 50
 -  Tungku Pemasak 15
17    -  Bontopa'ja  -  Kendaraan roda 3 1
 -  Coolbox insulasi 2
 -  Keranjang Ikan 10
18  - Mutiara Putih  - Pabrik Sabun 1 paket
2014 19 Asri Jaya Pattallassang Pengolahan dodol 1
20 Sayowang Indah Pengolahan dodol 1
21 Makmur Jaya Pengolahan dodol 1
22 Mail Jaya Coolbox berinsulasi 10
Coolbox stryfoam 5
Motor VIAR 1
23 Manyampa Lestari Coolbox berinsulasi 5
Coolbox stryfoam 5
Motor VIAR 1
24 Topejawa Bersatu Sampan 1
25 Sejahtera Sampan 1
26 Ongkowa Indah Sampan 1
Gerobak 2
27 Baji Pa'mai Para-para 1
Gerobak 2
28 Bahagia Bersama Sampan 1
Gerobak 2
Para-para 1
29 Citra Laut Sampan 1
Gerobak 2
30 Tamalabba Indah Gerobak 2
31 Sitallassi Sampan 1
Gerobak Kayu 2
32 Mawadda Gerobak 2
33 Baji Pa'mai Gerobak 2
34 Paraikatte Sampan 1
Gerobak Kayu 5
Para-para 1
35 Borikamase Para-para 1
Gerobak Kayu 4
36 Sinar Bahagia Sampan 1
Gerobak Kayu 2
37 Sinar Jaya Sampan 1
Gerobak Kayu 2
38 Paraikatte Gerobak 2
39 Baji Ateka Sampan 1
Gerobak 1
40 Garuda Jaya Gerobak 2
41 Mujur Jaya Gerobak 2
42 Laut Biru Gerobak 2
43 Parialau Jaya Gerobak 2






























2014 1 ABD. MAJID   -  Sipatangarri  -  Perahu fiber 1 Ds. Banyuanyara
     Bungun Barania  -  Para-para 1
 -  Pengapakan 1
 -  Gerobak 2
 -  Tempat Penyimpanan 1
    Sementara (Gudang)
2 MUH. RAIS    -  Paria Lau Berjaya  -  Perahu fiber 1 Kel. Takalar
 -  Tempat Penyimpanan 1
    Sementara (Gudang)
 -  Pengeringan 1
 -  Gerobak 2
 -  Pengapakan 1
3 M. AMIR DG TIKA    -  Maccini Baji  -  Para-para 1 Desa Ujung Baji
      Bersatu  -  Pengapakan 1
 - Gerobak 2
4 JAMALUDDIN DG NARO    -  Nelayan Putra  -  Perahu fiber 1 Kel.  Takalar
 -  Pengepakan 1
 -  Tempat Penyimpanan 1
    Sementara (Gudang)
 - Gerobak 4
5 ADAM DG BELLA    -  Papanambea Dua  -  Perahu fiber 1 Laguruda
 - Gerobak 2
6 ABD. BAHAR DG LEWA    -  Tamajannang Lama  - Gerobak 2 Banyuanyara
7 DARMAWATI    -  Citra Puntondo  -  Tempat Penyimpanan 1 Laikang
    Sementara (Gudang)
 - Gerobak 2
 -  Pengering 1
8 M. DG NGOMPO    - Citra Laut  -  Tempat Penyimpanan 1 Laikang
    Sementara (Gudang)
 - Gerobak 2
-  Pengepakan 1
9 JUMAIN DG MUNTU    -  Paraikatte  -  Perahu fiber 1 Ujung Baji
 - Pengepakan 1
10 P. DG GADING    -  Talakaya  -  Para-para 1 Laguruda
 - Gerobak 2
11 ABD. RAHMAN    -  Bawa Binangaya  - Gerobak 2 Laguruda
 - Pengepakan 1
12 BURHAN    -  Bersama  -  Perahu fiber 1 Ujung baji
 - Gerobak 2
13 ABD. MAJID DG  BUNDU    -  Baji Ampe  - Gerobak 2 Ujung baji
 -  Perahu fiber 1
NAMA PENERIMA BANTUAN
BIDANG SUMBERDAYA KELAUTAN TAHUN 2015
NO KETUA JENIS BANTUAN JUMLAH ALAMAT
14 ANTO DG NGUNJUNG    -  Baji Minasa  - Gerobak 3 Ujung baji
15 ADRIANTO    -  Abbulo Sibatang  - Gerobak 3 Ujung baji
16 HASANUDDIN    -  Parialau Jaya  -  Pengepakan 1 Kel. Takalar
 -  Pengering 1
17 TAHIR DG MAMBA    -  Je'ne Satu  - Para-para 1 Desa Laguruda
 - Gerobak 2
2015 18 SUNARDI DG LIWANG    -  Karya Mandiri  - Gerobak 2 Ds Bontoparang
 -  Pengering 1
19 SYAMSUDDIN    -  Laut Biru  -  Perahu fiber 1 Kel. Takalar
-  Gerobak 4




21 BASO AMIR DG TANGNGA - Sitallassi - Motor Pemasar VIAR 1 Bilacaddi,
- Coolbox 1 Kalabbirang
- Sterefoam 1
- Freezer 1
22 ASRI SAPUTRA TP - Asri Jaya Pattallassang - Motor Pemasar VIAR 1 Pari'risi,
- Coolbox 1 Pattallassang
- Sterefoam 1
- Freezer 1
23 BUSAENI DG BOKO - Malewaya - Motor Pemasar VIAR 1 Sabintang,
- Coolbox 1 Pattallassang
- Sterefoam 1
- Freezer 1
24 NURSIA - Assamaturu - Pengolahan stik Ujung Baji
   rumput laut :
   - mesin pencampur 1
      adonan
   - mesin pencetak 1
      stik
   - Kompor + Tabung 1
   - Wajan 1
   - Sutil/sudet 1
   - Saringan 1
   - Meja 1
   - Lemari Etalase 1
   - Frezeer 1
   - Lemari Jemur 1
25 SAHARUDDIN - Harapan Bersama Pengolahan bakso Kalabbirang,
rumput laut : Pattallassang
- Mesin cetak bakso 1
- Mesin pengaduk 1
   adonan
- Mesin giling 1
- Meja 1
- Freezer 1
26 NORMA DG LINO - Kamboja - Pengolahan stik Sanrobone
   rumput laut :
   - mesin pencampur 1
      adonan
   - mesin pencetak 1
      stik
   - Kompor + Tabung 1
   - Wajan 1
   - Sutil/sudet 1
   - Saringan 1
   - Meja 1
   - Lemari Etalase 1
   - Frezeer 1
   - Lemari Jemur 1
27 M. HASYIM Penyuluh Perikanan Kamera Digital Nikon 10
Coolpix P530
28 BASRI DG TALLI Arul Jaya - Motor Pemasaran 1 Desa Popo
- Coolbox 1 Kec. Galesong
- Strefoam 1
29 MUHAMMAD ALI Juku Tamparang - Motor Pemasaran 1 Banggae,
- Coolbox 1 Marbo
- Strefoam 1
30 ALI DG KULLE Topejawa Indah - Motor Pemasaran 1 Topejawa,
- Coolbox 1 Marbo
- Strefoam 1
31 JUMAING DG ROWA Sikamaseang - Motor Pemasaran 1 Pattoppakang,
- Coolbox 1 Marbo
- Strefoam 1
32 M. IQBAL Cahaya Pattallassang - Pengolahan stik Pattallassang
   rumput laut :
   - mesin pencampur 1
      adonan
   - mesin pencetak 1
      stik
   - Kompor + Tabung 1
   - Wajan 1
   - Sutil/sudet 1
   - Saringan 1
   - Meja 1
   - Lemari Etalase 1
   - Frezeer 1
   - Lemari Jemur 1
33 JUMATIA DG LU'MU Julu Ati - Pengolahan stik Ujung Baji
   rumput laut :
   - mesin pencampur 1
      adonan
   - mesin pencetak 1
      stik
   - Kompor + Tabung 1
   - Wajan 1
   - Sutil/sudet 1
   - Saringan 1
   - Meja 1
   - Lemari Etalase 1
   - Frezeer 1
   - Lemari Jemur 1
34 M. ASRUL Mail Jaya Pengolahan bakso Pattallassang
rumput laut :
- Mesin cetak bakso 1
- Mesin pengaduk 1
   adonan
- Mesin giling 1
- Meja 1
- Freezer 1
35 MUSTARI DG TIRO - - Coolbox 1 Galesong Kota
- Keranjang 1
36 SYAHRIR DG SITUJU - - Coolbox 1 Galesong Kota
- Keranjang 1
37 BADARUDDIN DG SIJARRA - - Coolbox 1 Galesong Kota
- Keranjang 1
38 H. ARSAD DG TUTU - Coolbox 1 Galesong Kota
- Keranjang 1
39 DG BATARI - Coolbox 1 Galesong Kota
- Keranjang 1
40 DG TOLA - Coolbox 1 Galesong Kota
- Keranjang 1
41 JAMALUDDIN DG NGERANG - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
42 H.TOMBONG DG TIMUNG - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
43 BURHANUDDIN DG TAYANG - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
44 SAMAILA DG RUMPA - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
45 HENDRIK - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
46 MUHAMMAD TALLI - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
47 MUH. JABAR - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
48 AHMAD - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
49 RANI B - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
50 ASRI DG LABBANG - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
51 HAERUDDIN DG SITURU - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
52 BASO TUTU - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
53 JOHASANG DG SIKKI - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
54 JALIL LILI - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
55 COKA DG NGERANG - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
56 SYAMSUDDIN TIKA - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
57 SYAHRIR TUTU - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
58 HASANUDDIN DG NGEWA - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
59 HUSAIN TUPPU - Coolbox 1 Galesong Utara
- Keranjang 1
60 PAHARUDDIN DG TOJENG - Coolbox 1 Polut
- Keranjang 2
61 SUDIRMAN DG NYONRI - Coolbox 1 Polut
- Keranjang 1
62 SARIBU DG NGOYO - Coolbox 1 Polut
- Keranjang 1
63 TAMBA DG LAJA - Coolbox 1 Polut
- Keranjang 1
64 MUH. AZIS - Coolbox 1 Polut
- Keranjang 1
65 SYARIFUDDIN - Coolbox 1 Marbo
- Keranjang 1
66 H. SANGKALA PASANG - Coolbox 1 Marbo
- Keranjang 1
67 H. BACO SERANG - Coolbox 1 Marbo
- Keranjang 1
68 COLE DG NGOPO - Coolbox 1 Marbo
- Keranjang 1
69 DG JOA - Coolbox 1 Marbo
- Keranjang 1
70 AZIS DG NGEWA - Coolbox 1 Marbo
- Keranjang 1
71 RAMLI - Coolbox 1 Polsel
- Keranjang 2
72 SAHARUDDIN - Coolbox 1 Polsel
- Keranjang 2
73 DG BALI - Coolbox 1 Pattallassang
- Keranjang 2
74 BASRI DG TUTU - Coolbox 1 Pattallassang
- Keranjang 1
75 SESE BAHAR - Coolbox 1 Marbo
- Keranjang 1
76 DG NAJA - Coolbox 1 Pattallassang
- Keranjang 1
77 SAINA DG BETA - Coolbox 1 Pattallassang
- Keranjang 1
78 SULAIMAN DG TA'LE - Coolbox 1 Galesong Selatan
- Keranjang 1
79 SUDIRMAN - Coolbox 1 Sanrobone
- Keranjang 2
PUMP 80 HASNAH DG RANNU Teratai Pengolahan Fish Jelly Bontomanai
2015 Product Marbo
- Tabung Gas 2
- Selang Tabung 2
- Timbangan duduk 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 3
- Panci Pengukus 1
- Baskom 2
- Sendok cetakan bakso 1
  manual
- Kompor Gas 1
- Chest Freezer 1
- Hand Sealer 1
81 Baso Dg Narang Julu Dalle Pengolahan Fish Jelly Tamasaju
Product Galut
- Tabung Gas 2
- Selang Tabung 2
- Timbangan duduk 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 3
- Panci Pengukus 1
- Baskom 2
- Sendok cetakan bakso 1
  manual
- Kompor Gas 1
- Chest Freezer 1
82 Saharuddin Rajab Sinar Pagandeng Pengolahan Fish Jelly Bontosunggu,
Product Galut
- Tabung Gas 2
- Selang Tabung 2
- Timbangan duduk 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 3
- Panci Pengukus 1
- Baskom 3
- Sendok cetakan bakso 2
  manual
- Panci perebusan 1
- Kompor Gas 2
- Chest Freezer 1
- Hand Sealer 1
83 Ilham Dg Nyallang Sinar Pagandeng Pengolahan Fish Jelly Mappakalompo
Product Galesong
- Tabung Gas 1
- Selang Tabung 1
- Timbangan duduk 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 2
- Baskom 2
- Sendok cetakan bakso 1
  manual
- Kompor Gas 2
- Chest Freezer 1
- Hand Sealer 1
84 Saparuddin Dg Bani Ar-Rachmat Pengolahan Fish Jelly Bontosunggu,
Product Galut
- Tabung Gas 2
- Selang Tabung 2
- Timbangan duduk 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 3
- Panci Pengukus 1
- Baskom 3
- Sendok cetakan bakso 2
  manual
- Panci perebusan 1
- Kompor Gas 2
- Chest Freezer 1
- Hand Sealer 1
85 Nurhayati A. Utung Tu Nirannuang Pengolahan Fish Jelly Maradekaya
Product Pattallassang
- Tabung Gas 2
- Selang Tabung 2
- Timbangan duduk 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 3
- Panci Pengukus 1
- Baskom 3
- Sendok cetakan bakso 1
  manual
- Kompor Gas 1
- Chest Freezer 1
- Hand Sealer 1
- Panci Perebusan 1
86 Farida Dg Caya Mutiara Laut Pengolahan Fish Jelly Soreang
Product Mapsu
- Tabung Gas 2
- Selang Tabung 2
- Timbangan duduk 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 3
- Panci Pengukus 1
- Baskom 3
- Sendok cetakan bakso 2
  manual
- Kompor Gas 2
- Chest Freezer 1
- Hand Sealer 1
87 Hasim Limpo Sikuyu Balasa Pengolahan Abon Kel. Takalar
Galesong
- Chest Freezer 1
- Tabung Gas 1
- Timbangan duduk 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 4
- Panci Pengukus 1




88 Sija Dg Ngawing Boddia Bersatu Pengolahan Kerupuk Laikang
Marbo
- Tabung Gas 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 2
- Talenan 1
- Timbangan duduk 1
- Mixer Kerupuk 2
- Chest Freezer 1
- Tampah 3
- Blender 1
89 H. Zaenuddin Dg Taba Paraikatte Pengolahan Fish Jelly Banggae
Product Marbo
- Tabung Gas 2
- Selang Tabung 2
- Timbangan duduk 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 3
- Panci Pengukus 1
- Baskom 3
- Sendok cetakan bakso 2
  manual
- Kompor Gas 2
- Chest Freezer 1
90 Bonto Dg Sarro Datu Siwitto Pengolahan Fish Jelly Kel Takalar
Product Mapsu
- Tabung Gas 2
- Selang Tabung 2
- Timbangan duduk 1
- Meja Kerja 1
- Pisau 3
- Panci Pengukus 1
- Baskom 3
- Sendok cetakan bakso 2
  manual
- Panci Perebusan 1
- Kompor Gas 2
- Chest Freezer 1




2015 Palili Sawakong Freezer 1 Sawakong,





Cahaya Puntondo Freezer 1 Laikang,





Boddia Utama Freezer 1 Laikang,





Anugerah Cikoang Freezer 1 Cikoang





Pagandeng Juku Freezer 1 Bontoloe





Pagandeng Juku Bolu Freezer 1 Boddia





Pagandeng Juku Freezer 1 Boddia
Katamba Cool Box 2 Galesong
NAMA PENERIMA BANTUAN
BIDANG SUMBERDAYA KELAUTAN TAHUN 2016
N
O





Palili Bontomanai Freezer Patani





Cahaya Indah Motor Viar Desa Aeng Batu
Batu
Nurhayati Cahaya Nur Mesin Cetak Bakso 1 Desa Aeng




Jumasiah Sipakarannu Mesin Cetak Bakso 1 Desa Sampulungan




PERALATAN YG JUMLAH TENAGA 
DIGUNAKAN PRODUKSI/BULAN (Kg) OMSET/BLN (Rp) DAERAH PEMASARAN  KERJA (ORANG)
1 AKILAH MUTIA Bontosunggu 081241330331 Kepiting Pisau, Gunting, Mika, 200 Kg Kepiting/ Hari Rp. 7 Juta PT.TTP- Surabaya 34 Orang
(H. Nambung) Plastik, Dandang, 50 Kg Daging/ Hari PT.OCS- Kawasan (Pengolah)
Kompor Gas, Gabus Kima
Peti
2 MP. ABADI Bontosunggu 085242279831 Kepiting Fiber, Sterefom Besar/ 80 Kg Daging/ Hari Rp. 135.000/Kg OCS, KBT, PHILIPS 30 Orang
(Hj. Erni) Kecil, Plastik Mika, Rp. 10.800.000,- (Pengolah)
Dandang, Kompor,
Basket Besar/Kecil, 
Meja Stanlis, Kipas angin
Bangku Plastik, Nampang
Pisau Potong
3 GALESONG Bontosunggu - Kepiting Sterefom Besar/ Kecil, 100 Kg Daging/ Hari Rp. 13.500.000,- TTP, OCS 30 Orang
RIDWAN Plastik Mika, Dandang, (Pengolah)
(Hj. Rahmawati) Pisau, Gunting, Kompor
Gas.
4 MAWAR Bayowa 082349888453 Bakso Ikan Kompor, Timbangan, 5 Kg/ Hari Rp.500.000,- - 10 Orang
(Nirwana Dg Pati) dan Abon Ikan Baskom, Pisau, Penggiling (Pengolah)
Dandang, 
5 Dg Nai Jamarang 082188774840 Kakap, Cumi, Meja, Gabus, Kantong, 45 Kg/ Hari Rp. 1 Juta Beba Desa Tamasaju 1 Orang
Katombo, Kerangjang.
Katamba
6 Dg Salle Beba 085145188092 Cakalang Meja, Gabus, Keranjang, 1 Ton/ Hari Rp. 13 Juta Beba Desa Tamasaju 1 Orang
Kantong
7 Idris Sawakong 082345833335 Cakalang Meja, Gabus, Keranjang, 250 Kg/ Hari Rp. 3 Juta Beba Desa Tamasaju 1 Orang
Kantong
8 H. Hamsah Campagaya 082346596705 Layang, Gabus, Keranjang 1 Ton Rp. 20 Jt Beba Desa Tamasaju 1 Orang
Katombo, Mairo, Sibula Kantong
PERALATAN YG JUMLAH TENAGA 
UMKM SEKTOR (PENGOLAH DAN PEMASAR) KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR 2016
VOLUME
NO NAMA UMKM ALAMAT TELP/HP JENIS PRODUK
VOLUME
NO NAMA UMKM ALAMAT TELP/HP JENIS PRODUK
DIGUNAKAN PRODUKSI/BULAN (Kg) OMSET/BLN (Rp) DAERAH PEMASARAN  KERJA (ORANG)
9 Herman Leo Beba 085298768950 Udang, Bandeng, Keranjang, Basket 400 Kg/ Hari Rp. 20 Jt Beba Desa Tamasaju 1 Orang
Ikan Laut Timbangan
10 Maliang Dg Pole Sampang - Lawi-lawi Meja , Kantong 150 Kg/ Hari Rp. 500.000,- Beba Desa Tamasaju 1 Orang
11 Darwin Dg Ngunjung Campagaya 085255249875 Cakalang, Keranjang, Basket 1500 Kg/Hari Rp. 20 Juta Beba Desa Tamasaju 1 Orang
Layang, Bete2 Kantong
12 ABD. Kadir Dg Tutu Bontobaddo 085298097297 Sibula, Layang, Basket, Gabus, Keranjang 500 Kg/ Hari Rp. 10 Juta Beba Desa Tamasaju 1 Orang
Lure
13 B. Dg Sibali Bontobaddo 085240924458 Ikan Merah, Basket, Keranjang, Gabus 120 Kg/ Hari Rp. 3 Juta Beba Desa Tamasaju 1 Orang
Cilala, Layang,
Katombo
14 Dg Tagang Borongcalla 085145196600 Bandeng, Basket, Gabus, Kantong 200 Kg/ Hari Rp. 3,5 Juta Beba Desa Tamasaju 1 Orang
Banyara, Cumi2
Kepiting
15 Dg Siala Ballaparang - Katombo, sibula Motor, Jackol, Kantong 50 Kg/ Hari Rp. 100.000 - Kec. Bajeng 1 Orang
Rp. 200.000,-
16 Dg Tika Bontobaddo 082311007810 Katombo Motor, Peti, Es Balok, 20 Kg/Hari/ 3 Peti Rp. 1 Juta Kec. Bajeng 1 Orang
Baronang Kantong
17 Dg. Ngemba Borongbilalang- Bete2, Cakalang Gabus, Motor, Kantong 50 Kg/ Hari Rp. 1 Juta Pasar Borong Bilalang 1 Orang
Desa Julubori
18 Abdullah Dg Siala Jenetallasa 085343638287 Cakalang, Udang Gabus, Motor, Kantong ± 100 Kg/Hari Rp. 2 Juta Sungguminasa 1 Orang
Bandeng, Nila,
Layang
19 Dg Rapi Aeng towa 085399771912 Katombo, Gabus, Motor, Kantong ± 100 Kg/Hari Rp. 1,5 Juta Manngalli 1 Orang
Lamuru, Cumi2
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20 Dg Lalang Barombong 081241456771 Cakalang, Keranjang, Motor, ±  30 Kg/Hari Rp. 900.000,- Barombong 1 Orang
Katombo, Kantong
Tembang
21 Dg Rapi Panciro 085299506033 Cumi2, Udang, Motor, Keranjang, 70 Kg/ Hari Rp. 2 Juta Panciro 1 Orang
Karang, Nila Kantong
22 Dg Naba Mattontong 08238056342 Bandeng, Motor, Keranjang, 60 Kg/ Hari Rp. 500.000,- Kec. Galesong 1 Orang
Dare Cakalang, Sibula Kantong
Katombo
23 Saharuddin Dg Kulle Campagaya 085342207490 Buntala Durian, Keranjang, Motor, Kantong 25 Kg/ Hari Rp. 300.000,- Bontosunggu 1 Orang
Cilala, Bete2,
Baronang
24 Dg Buang Manjalling 085756444839 Bandeng, Bete2 Motor, Peti, Gabus, 80 Kg/ Hari Rp. 750.000,- Bontonompo 1 Orang
Cakalang Kantong
25 H. Samang Lanna 085396381552 Ikan Pari, Rota, Kantong, Karpet, 90 Kg/ Hari Rp. 2000.000,- Lanna Desa Galesong 1 Orang
Katamba, Sunu, Basket Kota
Ikan Merah
26 H. Arsad Dg Tutu Lanna - Katamba, Ikan Karpet, Meja, Basket, 35 Kg/ Hari Rp. 600.000,- Lanna Desa  Galesong 1 Orang
Merah Rotan, Kantong Kota
27 Parawansa Bayowa - Katamba, Kantong, Rotan, Basket, 30 Kg/ Hari Rp. 500.000,- Bayowa Desa Galesong 1 Orang
Dg Ngeppe Ikan Merah Karpet Plastik  Kota
28 Dg Nambung Lanna 08343689885 Katamba, Ikan Rotan, Kantong, Basket, 50 Kg/ Hari Rp. 1 Juta Lanna Desa Galesong 1 Orang
Merah, Sunu Karpet Plastik Kota
29 H. Jabar Dg Ngella Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, 10 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 7 Kapal
Terbang Parut Ikan, Rp. 400.000,-/ Kg
Karung
30 H. Hasan Dg Tawang Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, 17 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 10 Kapal
Terbang Parut Ikan, Karung Rp. 400.000,-/ Kg
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31 H. Gasali Dg Ngewa Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 5 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
32 H. Sulaeman Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 3 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Dg Rowa Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
33 H. Patahuddin Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 5 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Dg Sijaya Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
34 H. Suaib Dg Pasang Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 3 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 3 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
35 H. Doraja Dg Rurung Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 6 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
36 H. M. Dg Ngunjung Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 6 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 6 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
37 H. Rijal Dg Tawang Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 30 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 8 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
38 H. Tasa Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 10 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
39 H. Mangung Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 7 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 4 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
40 H. Sampara Dg Gau Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 25 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 8 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
41 H. Nai Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 5 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 4 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
42 H. M. Dg Narang Pa'lalakkang - Telur Ikan Terbang Timbangan, Karung 7 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Rp. 400.000,-/ Kg
43 H. Mappa Pa'lalakkang - Telur Ikan Terbang Timbangan, Karung 6 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 4 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
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44 H. Sija Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 10 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
45 Dg. Ngago Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 9 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 3 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
46 H. Nassa Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 5 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 3 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
47 H. Ancu Dg Gassing Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 35 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 10 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
48 Dg Sattu Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 5 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 3 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
49 H. Rasia Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 7 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 3 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
50 Dg Se're Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 10 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 7 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
51 H. Tombong Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 9 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
52 Songgoa Dg Mangun Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 21 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 6 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
53 H. Tutu Dg Ngantang Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 10 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
54 H. Lallo Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 15 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
55 Abd. Hamid Dg Tinri Pa'lalakkang - Telur Ikan Timbangan, Karung 7 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
56 H. Rapi Dg Gassing Bura'ne - Telur Ikan Parut Ikan, Timbangan, 100 Ton Rp. 300.000 - Jepang dan Korea 15 Kapal
Terbang  Karung Rp. 400.000,-/ Kg
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57 H. Yahe Dg Rurung Kalukuang - Telur Ikan Parut Ikan, Timbangan, 30 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 10 Kapal
Terbang  Karung Rp. 400.000,-/ Kg
58 H. Samsuddin Kalukuang - Telur Ikan Parut Ikan, Timbangan, 5 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 3 Kapal
Dg Situru Terbang  Karung Rp. 400.000,-/ Kg
59 Hardian Dg Nyau Kalukuang - Telur Ikan Karung, Timbangan 7 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
60 H. Sau Kalukuang - Telur Ikan Karung, Timbangan 8 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
61 H. Idris Dg Talli Kalukuang - Telur Ikan Karung, Timbangan 5 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 3 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
62 Dg Tola Kalukuang - Telur Ikan Karung, Timbangan 5 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 3 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
63 H. Sese Kalukuang - Telur Ikan Karung, Timbangan 5 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 5 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
64 H. Abdullah Kalukuang - Telur Ikan Karung, Timbangan 3 Ton Rp. 300.000 - Pengumpul 3 Kapal
Terbang Rp. 400.000,-/ Kg
65 H. Opo Pa'lalakkang - Taripang Timbangan , karung 20 Kg Rp. 300.000,- Makassar 5 Orang
Rp.1.000.000,-/Kg Kawasan
66 H. Pasang Pa'lalakkang - Taripang Timbangan , karung 30 Kg Rp. 300.000,- Makassar 5 Orang
Rp.1.000.000,-/Kg Kawasan
67 H. Rijal Dg Tawang Pa'lalakkang - Taripang Timbangan , karung 30 Kg Rp. 300.000,- Makassar 7 Orang
Rp.1.000.000,-/Kg Kawasan
68 H. Mapparessa Pa'lalakkang - Taripang Timbangan , karung 30 Kg Rp. 300.000,- Makassar 5 Orang
Dg Ngunjung Rp.1.000.000,-/Kg Kawasan
69 Samag Dg Laju Pa'lalakkang - Taripang Timbangan , karung 10 Kg Rp. 300.000,- Makassar 5 Orang
Rp.1.000.000,-/Kg Kawasan
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70 Edi Dg Sijaya Kalongkong - Taripang Timbangan , karung 20 Kg Rp. 300.000,- Makassar 5 Orang
Rp.1.000.000,-/Kg Kawasan
71 Harul Pa'lalakkang - Taripang Timbangan , karung 70 Kg Rp. 300.000,- Makassar 5 Orang
Rp.1.000.000,-/Kg Kawasan
72 Hardian Dg Nyau Kalukuang - Taripang Timbangan , karung 30 Kg Rp. 300.000,- Makassar 5 Orang
Rp.1.000.000,-/Kg Kawasan
73 Muh. Ali Dg Nai Ling. Takalar 085298702484 Udang Peti, Gabus, Keranjang, 100 Kg/ Hari Rp. 10.000.000,- Makassar, Kima 1 Orang
Mobil
74 Dg. Nyarrang Ling. Takalar 085396985640 Bandeng, Motor,Peti, Gabus 40 Kg/ Hari Rp. 500.000,- Pattallassang 1 Orang
Katamba, 
Baronang
75 Dg. Jamadu Ling. Kamp. - Bandeng, Motor, Gabus 50 Kg/ Hari Rp. 1.000.000,- Pattallassang, Pari'risi 1 Orang
Beru Katamba, Lengkese
Udang
76 Dg Sangnga Ling. Kamp. 082347537958 Bandeng Motor, Gabus 50 Kg/ Hari Rp. 1.000.000,- Soreang Jipang 1 Orang
Beru
77 Dg Limpo Ling. Kamp. 085399086661 Baronang, Motor,Peti, Gabus 100 Kg/ Hari Rp. 2.000.000,- Pari'risi, 1 Orang
Beru Balana Pattallassang
78 Abd. Samad Ling. Kamp. 082187162241 Bandeng, Motor, Gabus 100 Kg/ Hari Rp. 2.000.000,- Pari'risi, 1 Orang
Beru Baronang,Cepak, Pattallassang
Kepiting
79 Dg. Liwang Ling. Kunjung 082292609862 Bandeng, Motor, Gabus 50 Kg/ Hari Rp. 1.000.000,- Pattallassang, 1 Orang
Mae Mujair Bulukunyi,
Bontolebang
80 Dg Ngeppe Ling. Biring 085237856651 Baronang, Motor, Gabus 50 Kg/ Hari Rp. 1.000.000,- Pattallassang, 1 Orang
Je'ne Cumi-cumi, Pari'risi
Katamba
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81 Dg Sija Ling. Biring - Katamba, Motor, Gabus 50 Kg/ Hari Rp. 1.000.000,- Pattallassang, 1 Orang
Je'ne Baronang, Pari'risi
Cumi-cumi
82 Anto Ling. Biring 085340853100 Bandeng Motor, Gabus 50 Kg/ Hari Rp. 1.000.000,- Ling. Takalar 1 Orang
Je'ne
83 Hj. Tayu Ling. Biring 085255867706 Kepiting, Gurita, Keranjang, Peti, Gabus, 1 Ton Rp. 30 Jt Makassar (Kima) 3 Orang
Je'ne Semua Jenis Timbangan, Mobil
Ikan, R L
84 Dg Sikki Ling. Biring 085342711495 Bandeng Motor, Gabus 50 Kg/ Hari Rp. 1.000.000,- Pattallassang, 1 Orang
Je'ne Pari'risi
85 Dg Mangung Ling. Takalar - Kepiting, Udang Motor, Gabus 10 Kg/ Hari Rp. 300.000,- Ling. Takalar 1 Orang
Lawi-lawi
86 Saharuddin Lingk. Takalar - Udang, Kepiting Motor, Gabus 15 Kg/ Hari Rp. 450.000,- Pattallassang 1 Orang
87 Dg Salihong Ling. Takalar 085399949854 Bandeng, Motor, Gabus 50 Kg/ Hari Rp. 1.000.000,- Pattallassang, 1 Orang
Katamba, Pari'risi
Baronang
88 Dg Sore Ling. Takalar - Bandeng Motor, Gabus 50 Kg/ Hari Rp. 1.000.000,- Patani, Pa'batangan, 1 Orang
Sompu, Campagaya
89 Dg Leo Lingk. Takalar 085247454607 Udang Motor, Gabus 20 Kg/ Hari Rp. 400.000,- Pattallassang, 1 Orang
Palleko, Rappokaleleng
90 Dg Jarre Ling. Cilallang 085255746747 Bandeng Motor, Gabus 60 Kg/ Hari Rp. 1.200.000,- Pattallassang, 2  Orang
Pari'risi
91 H. Buang Ling. Kamp. 082348036541 Rumput Laut Mobil, Karung 500 Kg/ Hari Rp. 3.500.000,- Makassar (Kawasan) 3 Orang
Beru
92 Basir Ling. Takalar - Bandeng Motor,Gabus 50 Kg/ Hari Rp. 1.000.000,- Ling. Takalar, 1 Orang
Pattallassang
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93 Lamangkia Indah Lamangkia 082189875952 Ikan Sunu, Coolbox, motor viar 1-2 Ton Rp. 2, 5 Jt Takalar, Makassar 4 Orang
Kec. Marbo Tenggiri, 
Katamba, 
Sotong 
94 Bunga Desa Puntondo 081355961622 Rumput Laut, Blender, Mixer, Cetakan 30 Kg Rp. 2 Jt Marbo, Takalar 10-14 Orang
Kec. Marbo Kering, Stik, Es Krim, Penggiling, Panci,
Es Krim R.L Wajan, Kompor
95 Mutiara Putih Puntondo - Rumput Laut Blender, Mixer, Cetakan 35 Kg Rp. 2 Jt Marbo, Takalar 10 Orang
Kec. Marbo Kering, Stik, Es Krim, Penggiling, Panci,
Es Krim R.L Wajan, Kompor
96 Topejawa Bersatu Topejawa 082293932072 Kepiting Jaring Penangkap Kepiting 120 Kg Rp. 1,5 Jt Marbo, Takalar 1-2 Orang
Kec. Marbo Perahu, fiber
97 Usaha Bersama Banggae, 085256003373 Ikan Bandeng Coolbox, Mobil 30 Ton Rp. 5 Jt Marbo, Takalar 10 Orang
Kec. Marbo Sunu, Kakap
98 Julu Ati Parialu/ 085395693546 Kepiting Jaringan Penangkap 60 Ton Rp. 1 Jt Pattallassang, Takalar 1 Orang
Takalar Kepiting
99 Cahaya Abadi Takalar 085396562205 Rumput Laut Karung, Timbangan, Tali 5-7 Ton Rp. 2 Jt Takalar, Makassar 3 Orang
Kec. Mapsu Cattoni Basah Perahu
& Kering, Ikan,
Taripang
100 Suka Maju Takalar 085256036981 Rumput Laut Karung, Timbangan, 2-3 Ton Rp. 1, 5 Jt Takalar 2-3 Orang
Kec. Mapsu Tali, Perahu
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1 Muhammad Rusli '7305021411700001 A1B4C73.05.2016.005656 Mangarabombang Pattoppakang Dusun Mattirobulu Perahu Tanpa Motor 45
2 Sangkala Dg Sewa '7305083112550002 A1B4C73.05.2016.005655 Sanrobone Laguruda Dusun Pappanambea Perahu Tanpa Motor 60
3 Kamaruddin Dg Tutu '7305080104710001 A1B4C73.05.2016.005654 Sanrobone Laguruda Dusun Je'ne Perahu Tanpa Motor 45
4 Amiruddin Dg Nyonri '7305081512820001 A1B4C73.05.2016.005653 Sanrobone Laguruda Dusun Je'ne Perahu Tanpa Motor 33
5 Ahmad Nojeng '7305080107600006 A1B4C73.05.2016.005652 Sanrobone Laguruda Dusun Je'ne Perahu Tanpa Motor 56
6 Suhardi Impung Dg Nompo '7305081803850001 A1B4C73.05.2016.005650 Sanrobone Laguruda Dusun Je'ne Perahu Tanpa Motor 31
7 Wahyuddin '7305082005850001 A1B4C73.05.2016.005649 Sanrobone Laguruda Dusun Je'ne Perahu Tanpa Motor 31
8 Syaharuddin '7305080101840001 A1B4C73.05.2016.005648 Sanrobone Laguruda Dusun Je'ne Perahu Tanpa Motor 32
9 Sampara Dg Nuru '7305012011830001 A2B4C73.05.2016.005647 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 32
10 Rate Dg Ngepong '7305011605640001 A2B4C73.05.2016.005646 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 52
11 Hasan Dg Rombo '7305010806750001 A2B4C73.05.2016.005645 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 41
12 Rustam Dg Tutu '7305091607840001 A2B4C73.05.2016.005644 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 32
13 Muhammad Hatta Dg Mangka '7305011604840001 A2B4C73.05.2016.005643 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 32
14 Amiruddin Dg Nanring '7305012505690002 A2B4C73.05.2016.005642 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 47
15 Samsuddin Dg Sanre '7305010403720001 A2B4C73.05.2016.005641 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 44
16 Manja Dg Sore '7305010102740001 A2B4C73.05.2016.005640 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 42
17 Sattuang Dg Sikki '7305013112750019 A2B4C73.05.2016.005639 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 40
18 Abdul Kadir '7305013112650030 A2B4C73.05.2016.005638 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 50
19 Amir Dg Lewa '7305010107780219 A2B4C73.05.2016.005637 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 38
20 Howa Dg Samba '7305010107670126 A2B4C73.05.2016.005636 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 49
21 Rasul '7305010107740164 A2B4C73.05.2016.005635 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 42
22 Dg Suma '7305010503540001 A2B4C73.05.2016.005634 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 62
23 Yadam '7305010107720284 A2B4C73.05.2016.005633 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 44
24 Daradda Dg Nanro '7305012105800003 A2B4C73.05.2016.005632 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 36
25 Moha '7305011608810001 A2B4C73.05.2016.005631 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 35
26 Kaimuddin Dg Nassa '7305013112540009 A2B4C73.05.2016.005630 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 61
27 Tapa Dg Takko '7305011307580001 A2B4C73.05.2016.005629 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 58
28 Mare Dg Ngalle '7305011006600001 A2B4C73.05.2016.005628 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 56
29 Ruslan Dg Sewang '7305010304800001 A2B4C73.05.2016.005627 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 36
30 Sudirman Dg Bali '7305010205780001 A2B4C73.05.2016.005626 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 38
31 Sangkala Dg Ngalle '7305010204760001 A2B4C73.05.2016.005625 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 40
32 Ahmad Dg Sikki '7305010304650001 A2B4C73.05.2016.005624 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 51
33 Haruddin Dg Manna '7305013112910013 A2B4C73.05.2016.005623 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 24
34 Abd Karim Dg Toro '7305011210730001 A2B4C73.05.2016.005622 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 42
35 Patola Dg Jarre '7305013112650026 A2B4C73.05.2016.005621 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 50
36 Umar Dg Tulo '7305010710780001 A2B4C73.05.2016.005620 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 37
Daftar Rekap Kartu Nelayan Kabupaten/Kota Takalar
37 Sangkala Dg Suro '7305010404770001 A2B4C73.05.2016.005619 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 39
38 Muhammad Haris '7305011907870001 A2B4C73.05.2016.005618 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 29
39 Ruslang Dg Ngempo '7305011706820001 A2B4C73.05.2016.005617 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 34
40 Mannangngai Dg Pata '7305010107720139 A2B4C73.05.2016.005616 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 44
41 Daeng Nippi '7305010107570215 A2B4C73.05.2016.005615 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 59
42 Rasid Dg Limpo '7305010304690002 A2B4C73.05.2016.005614 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 47
43 Dedi '7305010709910001 A2B4C73.05.2016.005613 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 25
44 Saleh Dg Kuling '7305010107740161 A2B4C73.05.2016.005612 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 42
45 Lopa Dg Nojeng '7305010305610001 A2B4C73.05.2016.005611 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 55
46 Tallasa Dg Lengu '7305010204710001 A2B4C73.05.2016.005610 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 45
47 Dg Ramang '7305013112640023 A2B4C73.05.2016.005609 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 51
48 Baso Dg Nambung '7305011904740002 A2B4C73.05.2016.005608 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 43
49 Alimuddin Dg Bunga '7305010203690001 A2B4C73.05.2016.005607 Mappakasunggu Mattirobaji Pulau Bauluang Perahu Tanpa Motor 47
50 Herman '7304013112920098 A1B4C73.05.2016.005068 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 23
51 Kamaruddin '7305023003890001 A1B4C73.05.2016.005067 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 27
52 Saharuddin '7305022107610001 A1B4C73.05.2016.005066 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 55
53 R Dg Tarang '7305020107800295 A1B4C73.05.2016.005065 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 36
54 Bahtiar Ngemba '7305020103790002 A1B4C73.05.2016.005064 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 37
55 Tahir Dg Lau '7305023112560002 A1B4C73.05.2016.005063 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 59
56 Saripuddin Dg Limpo '7305020311750002 A1B4C73.05.2016.005062 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 40
57 Hanafi Dg Rala '7305020107790241 A1B4C73.05.2016.005061 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 38
58 Rasid Dg Ngalle '7305020511690001 A1B4C73.05.2016.005060 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 46
59 Dg Jarung '7305021209650001 A1B4C73.05.2016.005059 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 51
60 Nanring Dg Kulle '7305023404640001 A1B4C73.05.2016.005058 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 52
61 Manrannuang Dg Nompo '7305022101660001 A1B4C73.05.2016.005057 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 50
62 Massiri Dg Lau '7305023112640042 A1B4C73.05.2016.005056 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 51
63 Usman Dg Nuntung '7305020505780008 A1B4C73.05.2016.005055 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 38
64 Baharuddin '7305021801760001 A1B4C73.05.2016.005054 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 40
65 Samparaja Dg Jaja '7305023112640008 A1B4C73.05.2016.005053 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 51
66 Malik Dg Labbang '7305020107760165 A1B4C73.05.2016.005052 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 40
67 Mansur '7305020107650218 A1B4C73.05.2016.005051 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 51
68 Saharuddin Dg Ngemba '7305020107800294 A1B4C73.05.2016.005050 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Perahu Tanpa Motor 36
69 Sattuang Dg Sanre '7305063112580046 A2B4C73.05.2015.004525 Galesong Utara Tamasaju Sawakung Desa Tamasaju Perahu Tanpa Motor 57
70 Santari Dg Sewa '7305010107730051 A2B4C73.05.2015.004403 Mappakasunggu Takalar Link. Takalar Perahu Tanpa Motor 43
71 Sofyan Eppe '7305010701910001 A2B4C73.05.2015.004401 Mappakasunggu Takalar Lingk. Takalar Perahu Tanpa Motor 25
72 Saharuddin '7305060107620070 A1B4C73.05.2013.002754 Galesong Palalakkang Maccini Ayo Desa Pa'lalakang Kec.galesongPerahu Tanpa Motor 54
Kec : -
Desa : -




1 Sinar Bahari 73.05.00134.10.2016 Galesong Selatan Kaluku Bodo Desa Kaluku Bodo 11 2016
2 Kassi Lompo Jaya 73.05.00133.10.2016 Galesong Mappakalompo Dusun Kassi Lompo Desa Mappakalompo 2 2016
3 Sinar Bahari 73.05.00132.10.2016 Galesong Mappakalompo Dusun Kassi Lompo Desa Mappakalompo 10 2016
4 Usaha Baru 73.05.00131.10.2016 Galesong Selatan Mangindara Dusun Mangindara 5 2016
5 Usaha Baru 73.05.00130.10.2016 Galesong Galesong Kota Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong 9 2016
6 Sinar Abadi 73.05.00129.10.2016 Galesong Selatan Bonto Kanang Desa Bonto Kanang 8 2016
7 Sinar Jaya 73.05.00128.09.2016 Galesong Palalakkang Dusun Palalakkang Desa Palalakkang 10 2016
8 Baji Minasa 73.05.00127.09.2016 Galesong Palalakang Dusun Palalakang Desa Palalakang 10 2016
9 Baji Minasa 73.05.00126.09.2016 Galesong Utara Aeng Batu-batu Dusun Karama Desa Aeng Batu-batu 11 2016
10 Te'ne Pa'mai 73.05.00125.09.2016 Galesong Utara Aeng Batu-batu Dusun Pandanga Desa Aeng Batu-batu 11 2016
11 Sinar Bahari 73.05.00124.07.2016 Galesong Utara Bonto Sunggu Desa Bontosunggu 11 2016
12 Bahari Jaya 73.05.00123.04.2016 Galesong Utara Tamalate Dusun Tamalate Desa Tamalate 5 2016
13 Turikale 73.05.00122.04.2016 Galesong Utara Tamasaju Dusun Beba Desa Tamasaju 11 2016
14 Je'ne Magau 73.05.00121.04.2016 Galesong Utara Aeng Batu-batu Desa Aeng Batu-batu 8 2016
15 Sinar Abadi 73.05.00120.04.2016 Galesong Utara Sampulungan Desa Sampulungang 6 2016
16 Sirannuang 73.05.00119.04.2016 Galesong Pattinoang Dusun Pattinoang 10 2016
17 Bunga Bahari 73.05.00118.04.2016 Mappakasunggu Rewataya Dusun Lantang Peo Desa Rewataya 7 2016
18 Bahari Lestari 73.05.00117.04.2016 Galesong Selatan Bonto Marannu Dusun Mandi Desa Bontomarannu 10 2016
19 Birkas Jaya 73.05.00116.04.2016 Mappakasunggu Soreang Dusun Taipa Desa Soreang 9 2016
20 Putra Rewataya 73.05.00115.04.2016 Mappakasunggu Rewataya Dusun Rewataya Desa Rewataya 7 2016
21 Bintang Laut 73.05.00114.04.2016 Mappakasunggu Balang Datu Desa Balang Datu 5 2016
22 Abbulosibatang 73.05.00113.04.2016 Mappakasunggu Rewataya Dusun Rewataya Desa Rewataya 5 2016
23 Mutiara Biru 73.05.00112.04.2016 Mappakasunggu Maccinibaji Dusun Kampung Bugis Desa Maccini Baji 10 2016
24 Dande Dandere Jaya 73.05.00111.04.2016 Mappakasunggu Maccinibaji Dusun Dande-dandere Desa Maccini Baji 9 2016
25 Dande Dandere Bersatu 73.05.00110.04.2016 Mappakasunggu Maccinibaji Dusun Dande-dandere Desa Maccini Baji 8 2016
26 Putra Dande Dandere 73.05.00109.04.2016 Mappakasunggu Maccinibaji Dusun Dande-dandere Desa Maccini Baji 9 2016
Daftar KUB Nelayan Kabupaten/KotaTakalar Tahun Data : Total
27 Baji Minasa 73.05.00108.04.2016 Mappakasunggu Rewataya Dusun Lantang Peo Desa Rewataya 9 2016
28 Sikarimanangngi 73.05.00107.04.2016 Galesong Boddia Dusun Boddia Desa Boddia Kec. Galesong 10 2016
29 Sumber Rawai 73.05.00106.04.2016 Galesong Utara Tamasaju Dusun Beba Desa Tamasaju 15 2016
30 Pantai Pesisir 73.05.00105.03.2016 Galesong Boddia Dusun Manjalling Desa Boddia 10 2016
31 Mitra Bahari 73.05.00104.03.2016 Galesong Boddia Dusun Manjalling Desa Boddia 10 2016
32 Lamangkia Bersatu 73.05.00103.03.2016 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Desa Topejawa 9 2016
33 Sampulungan Caddi 73.05.00102.03.2016 Galesong Utara Sampulungan Dusun Sampulungan Caddi Desa Sampulungan 10 2016
34 Maccini Ayo 73.05.00101.03.2016 Galesong Palalakkang Dusun Ciniayo Desa Palalakkang 10 2016
35 Bintang Harapan 73.05.00100.03.2016 Galesong Utara Sampulungan Dusun Sampulungan Desa Sampulungan 10 2016
36 Pandi Pandawa 73.05.00099.03.2016 Galesong Utara Sampulungan Dusun Sampulungan Desa Sampulungan 10 2016
37 Minasa Bone 73.05.00098.03.2016 Galesong Galesong Baru Dusun Tumabiring Desa Galesong Baru 10 2016
38 Cahaya Karmila 73.05.00097.03.2016 Galesong Utara Sampulungan Dusun Sampulungan Desa Sampulungan 9 2016
39 Sunggu Manai 73.05.00096.03.2016 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Desa Topejawa 9 2016
40 Toddo Pulia 73.05.00095.02.2016 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia Desa Topejawa 9 2016
41 Kuda Laut 73.05.00094.02.2016 Galesong Mappakalompo Dusun Kassi Lompo Desa Mappakalompo 13 2016
42 Mitra Laut 73.05.00093.02.2016 Galesong Selatan Bonto Kanang Dusun Manari 12 2016
43 Samboritta 73.05.00092.02.2016 Galesong Selatan Bonto Kanang Dusun Tanringmata 10 2016
44 Lamangkia Sejahtera 73.05.00091.02.2016 Mangarabombang Topejawa Dusun Lamangkia 6 2016
45 Bina Sejahtera 73.05.00090.02.2016 Galesong Selatan Bonto Kanang Dusun Tanringmata Desa Bontokanang 12 2016
46 Surya Abadi 73.05.00089.01.2016 Galesong Mappakalompo Mannyampa Desa Mappakalompo 10 2016
47 Sanrobengi 73.05.00088.12.2015 Galesong Boddia Pulau Sanrobengi Desa Boddia 10 2015
48 Harta Budi 73.05.00087.12.2015 Galesong Selatan Kaluku Bodo Dusun Kalukubodo 7 2015
49 Bintang Bahari 73.05.00086.12.2015 Galesong Utara Tamasaju Borongcalla Desa Tamasaju 10 2015
50 Minasa Te'ne 73.05.00085.12.2015 Galesong Galesong Kota Bayoa Desa Galesong Kota 11 2015
51 Tallasakku 73.05.00084.12.2015 Galesong Galesong Kota Jl. Karaeng Bontomarannu Dusun Ta'buncini 10 2015
52 Naikki Daeng 73.05.00083.12.2015 Galesong Utara Bonto Sunggu Dusun Kalongkong Desa Bontosunggu 10 2015
53 Bintang Timur 73.05.00082.12.2015 Galesong Palalakkang Palalakkang 10 2015
54 Semangat Baru 73.05.00081.12.2015 Galesong Palalakkang Palalakkang 11 2015
55 Pasir Putih 73.05.00080.11.2015 Galesong Selatan Popo Dusun Popo Desa Popo 10 2015
56 Sikamaseang 73.05.00079.11.2015 Sanrobone Laguruda Laguruda 10 2015
57 Sinar Laut 73.05.00078.11.2015 Galesong Galesong Kota Lanna Desa Galesong Kota 5 2015
58 Alle Polea 73.05.00077.11.2015 Galesong Utara Aeng Batu-batu Karama Desa Aeng Batu-batu 11 2015
59 Sinar Galesong 73.05.00076.10.2015 Galesong Galesong Kota Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Galesong 3 2015
60 Ar-rachmat 73.05.00075.10.2015 Galesong Mappakalompo Dusun Kassilompo Desa Mappakalompo 10 2015
61 Mangindara Jaya 73.05.00074.10.2015 Galesong Selatan Mangindara Dusun Ballaparang Desa Mangindara 10 2015
62 Biring Kassi 73.05.00073.10.2015 Galesong Selatan Mangindara Dusun Ballaparang Desa Mangindara 12 2015
63 Assamaturu 73.05.00072.10.2015 Galesong Galesong Kota Dusun Galesong Desa Galesong Kota Galesong 12 2015
64 Rawai Harapan 73.05.00071.10.2015 Galesong Galesong Baru Dusun Suli Desa Galesong Baru Galesong 14 2015
65 Panrannuanta 73.05.00070.10.2015 Galesong Galesong Kota Dusun Lanna Desa Galesong Kota Galesong 14 2015
66 La'bo Tallua Jaya 73.05.00069.10.2015 Mappakasunggu Mattirobaji Dusun Labbo Tallua Desa Mattirobaji 10 2015
67 Baji Minasa 73.05.00068.10.2015 Galesong Galesong Kota Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Galesong 13 2015
68 Mutiara Laut 73.05.00067.10.2015 Galesong Utara Aeng Batu-batu Dusun Taman Pandang Desa Aeng Batu-batu 6 2015
69 Giri-girikang 73.05.00066.09.2015 Mappakasunggu Takalar Lingkungan Takalar Mappakasunggu 6 2015
70 Anging Mammiri 73.05.00065.09.2015 Mappakasunggu Mattirobaji Labbotallua Desa Mattirobaji Mappakasunggu 10 2015
71 Tamalabba 73.05.00064.09.2015 Mangarabombang Punaga Tamalabba Desa Punaga Mangarabombang 11 2015
72 Biring Je'ne 73.05.00063.09.2015 Mappakasunggu Takalar Biring Je'ne Kelurahan Takalar Mappakasunggu 10 2015
73 Puntondo I 73.05.00062.09.2015 Mangarabombang Laikang Puntondo Desa Laikang Mangarabombang 10 2015
74 Aeng Towa 73.05.00061.09.2015 Galesong Utara Aeng Towa Desa Aeng Towa Galesong Utara 10 2015
75 Kembar Jaya 73.05.00060.09.2015 Galesong Utara Tamasaju Beba Desa Tamasaju Galesong Utara 12 2015
76 Sinar Jaya 73.05.00059.09.2015 Galesong Selatan Bonto Kanang Tanringmata Desa Bontokanang Galesong Selatan 11 2015
77 Istana Nelayan 73.05.00058.09.2015 Galesong Utara Aeng Towa Kampung Tangnga Desa Aeng Towa Galesong Utara 10 2015
78 Sitallassi 73.05.00057.09.2015 Galesong Utara Tamasaju Campagaya Desa Tamasaju Galesong Utara 12 2015
79 Rawai Reski 73.05.00056.09.2015 Galesong Selatan Bonto Kanang Tanringmata Desa Bontokanang Galesong Selatan 10 2015
80 Sinar Harapan 73.05.00055.09.2015 Galesong Selatan Bonto Marannu Talisea Desa Bontomarannu Galesong Selatan 10 2015
81 Papekang 73.05.00054.09.2015 Galesong Utara Bonto Sunggu Bontosunggu Galesong Utara 13 2015
82 Ar-rahcmat 73.05.00053.09.2015 Galesong Utara Bonto Sunggu Bontosunggu Galesong Utara 1 2015
83 Pajakkala 73.05.00052.09.2015 Galesong Utara Bonto Sunggu Desa Bontosunggu Galeong Utara 10 2015
84 Bangko Tinggia 73.05.00051.09.2015 Mappakasunggu Maccinibaji Bangko Tinggia Desa Maccinibaji Mappakasunggu 10 2015
85 Samudera Biru 73.05.00050.09.2015 Mappakasunggu Rewataya Rewataya Mappakasunggu 10 2015
86 Sinar Reski 73.05.00049.09.2015 Galesong Utara Tamalate Bontotangnga Desa Tamalate Galesong Utara 15 2015
87 Minasa Te'ne 73.05.00048.09.2015 Galesong Boddia Manjalling Desa Boddia Galesong 10 2015
88 Sipakainga 73.05.00047.09.2015 Galesong Palalakkang Macciniayo Desa Palalakkang Galesong 10 2015
89 Ujung Tana 73.05.00046.09.2015 Mappakasunggu Tompotana Ujung Tana Desa Tompotana Mappakasunggu 10 2015
90 Kub Kalukubodo 73.05.00045.09.2015 Galesong Selatan Kaluku Bodo Kalukubodo Galesong Selatan 10 2015
91 Passamaturukang 73.05.00044.09.2015 Galesong Boddia Boddia Kec. Galesong 10 2015
92 Mandi Jaya 73.05.00043.08.2015 Galesong Selatan Bonto Marannu Dusun Barua Desa Bontomarannu Kec. Galesong Selata 10 2015
93 Sikamaseang 73.05.00042.08.2015 Galesong Galesong Kota Dusun Lanna Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar 11 2015
94 Mutiara Biru 73.05.00041.08.2015 Galesong Galesong Kota Dusun Lanna, Desa Galesong Kota, Kec. Galesong, Ka 10 2015
95 Julu Kanaya 73.05.00039.08.2015 Galesong Mappakalompo Dusun Kassilompo, Desa Mappakalompo, Kec. Galesong 11 2015
96 Tamanroya Ar-rahmat 73.05.00038.08.2015 Galesong Utara Aeng Batu-batu Dusun Tamanpandang, Desa Aeng Batu-batu, Kec. Gale 10 2015
97 Kub Sinar Marannu 73.05.00037.09.2014 Galesong Selatan Kaluku Bodo Pa'battoang Desa Kalukubodo Galesong Selatan 10 2014
98 Rajungan Bersatu 73.05.00036.03.2014 Galesong Mappakalompo Desa Mappakalompo Kec. Galesong 11 2014
99 Kub Laut Biru 73.05.00035.03.2014 Galesong Selatan Kalebentang Desa Kalebentang Kec. Galesong Selatan Kab.takalar 10 2014
100 Kub Nasrul Jaya 73.05.00033.03.2014 Galesong Utara Aeng Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takal 12 2014
101 Kub Julu Atia 73.05.00032.03.2014 Galesong Utara Tamasaju Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kab. Takalar Pro 1 2014
102 Kub Putra Bahari 73.05.00031.03.2014 Galesong Utara Bonto Sunggu Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar 1 2014
103 Kub. Tumabiring 73.05.00030.01.2014 Galesong Utara Bonto Sunggu Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar 15 2014
104 Kub. Karya Beringin 73.05.00029.01.2014 Galesong Utara Aeng Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takal 10 2014
105 Kub. Pabiring Kassi 73.05.00028.01.2014 Galesong Utara Aeng Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takal 1 2014
106 Kub. Bunga Laut 73.05.00027.01.2014 Mappakasunggu Takalar Kel. Takalar Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar Prop. 5 2014
107 Kub. Toddopuliku 73.05.00026.01.2014 Mappakasunggu Takalar Kel. Takalar Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar Prop. 2 2014
108 Kub. Sipakainga 73.05.00025.01.2014 Mappakasunggu Maccinibaji Tompotana Desa Maccini Baji Kec. Mappakasunggu Kab 1 2014
109 Kub Very Sejahtera 73.05.00024.01.2014 Galesong Utara Sampulungan Sampulungan Desa Tamalate Kec. Galesong Utara Kab. 9 2014
110 Kub. Minasa Baji 73.05.00022.01.2014 Mappakasunggu Mattirobaji Desa Mattirobaji Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar P 1 2014
111 Kub. Balang Datu 73.05.00021.12.2013 Mappakasunggu Rewataya Dusun Rewataya Desa Rewataya 4 2013
112 Kub. Sukamaju 73.05.00020.12.2013 Galesong Selatan Mangindara Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar 5 2013
113 Kub. Assamaturu 73.05.00019.12.2013 Galesong Selatan Bonto Kanang Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan Kab. Takala 10 2013
114 Kub. Nikarannuang 73.05.00018.12.2013 Galesong Bontoloe Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar Prop. Sul 1 2013
115 Kub. Beringin 73.05.00017.12.2013 Galesong Palalakkang Desa Pa'lalakkang Kec. Galesong Kab. Takalar Prop. 1 2013
116 Kub. Labang Gori 73.05.00016.12.2013 Mappakasunggu Rewataya Desa Rewataya Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar Prop 5 2013
117 Kub. La'bok Tallua 73.05.00015.12.2013 Mappakasunggu Rewataya Desa Rewataya Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar Prop 3 2013
118 Kub. Sinar Tamalate 73.05.00014.12.2013 Galesong Utara Tamalate Dusun Bontotangnga Desa Tamalate Kec. Galesong Uta 1 2013
119 Kub. Bina Bahagia 73.05.00013.12.2013 Galesong Utara Tamalate Desa Tamalate Kec. Galesong Utara Kab. Takalar Pro 1 2013
120 Kub. Makmur Bersama 73.05.00012.12.2013 Galesong Selatan Popo Desa Popo Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Prop. 1 2013
121 Kub Burina Popo 73.05.00011.12.2013 Galesong Selatan Popo Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Tak 1 2013
122 Kub. Bersatu 73.05.00010.12.2013 Mappakasunggu Rewataya Dusun Rappo-rappoa Desa Rewataya Kecamatan Mappaka 3 2013
123 Kub. Paboya Tamparang 73.05.00009.12.2013 Mappakasunggu Maccinibaji Batu Ampara Desa Maccinibaji Kecamatan Mappakasung 2 2013
124 Satria Mangindara 73.05.00008.12.2013 Galesong Selatan Mangindara Dusun Ballaparang Desa Mangindara Kec. Galesong Se 10 2013
125 Kub. Jaya Bahari 73.05.00007.12.2013 Galesong Selatan Mangindara Dusun Bontoa Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan 6 2013
126 Kub Laikang 4 73.05.00005.12.2013 Mangarabombang Laikang Desa Puntondo Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang 10 2013
127 Kub Samudera 73.05.00004.12.2013 Galesong Utara Aeng Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabup 10 2013
128 Kub Papalele 73.05.00003.11.2013 Galesong Utara Tamasaju Desa Tamasaju, Kec Galut Kab Takalar 10 2013
129 Kub Pappidalle 73.05.00002.11.2013 Galesong Mappakalompo Desa Mappakalompo, Kec Galesong Kab Takalar 10 2013
130 Kub Paboya Bayao 73.05.00001.11.2013 Galesong Boddia Desa Boddia Kec, Galesong 10 2013
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